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KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi Pemerintah
kepada publik dan sfakeholders terkait pengelolaan sumber daya yang digunakan dalam
rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis instansi secara transparan dan akuntabel.
Laporan ini juga disusun untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk komitmen untuk
meningkatkan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang bertujuan untuk mewujudkan
tata kelola pemerintahan yang baik.

LK]j disusun untuk menyampaikan informasi tentang keberhasilan dan/atau kegagalan
pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018 sebagai ukuran kinerja Asisten Deputi
Bidang Perhubungan dalam pencapaian sasaran strategis yang dijalankan melalui
pengelolaan program dan kegiatan secara akuntabel, efektif, dan efisien. Landasan
penyusunan laporan ini adalah Rencana Strategis (Renstra) Asisten Deputi Bidang
Perhubungan Tahun 2015-2019. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja
Asisten Deputi Bidang Perhubungan Tahun 2018 beserta realisasinya.

Selama tahun 2018, secara umum sasaran strategis Asisten Deputi Bidang
Perhubungan dapat dicapai. Hal ini dipengaruhi oleh implementasi manajemen kinerja yang
telah dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) di Sekretariat Kabinet serta sinergi dengan program reformasi
birokrasi Sekretariat Kabinet.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi media pertanggungjawaban kepada
stakeholders serta menjadi pemicu bagi penguatan dan peningkatan akuntabilitas kinerja di
lingkungan Asisten Deputi Bidang Perhubungan untuk mewujudkan pemerintahan yang
berorientasi pada hasil (result oriented government).

Jakarta, Januari 2019
Plt. Asisten Deputi Bidang Perhubungan

Syafruddin
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Kesimpulan umum tentang pencapaian unit kerja Asisten Deputi Bidang Perhubungan
sepanjang periode Januari - Desember 2018 adalah sebagai berikut.

a. Dari Segi Output dan Outcome
Seluruh rekomendasi yang dihasilkan Asisten Deputi Bidang Perhubungan berjumlah
296 rekomendasi, atau sebesar 100% dari target Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Asisten Deputi Bidang Perhubungan (100%). Sementara outcome atau rekomendasi
kebijakan di bidang perhubungan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang
Perhubungan dan dimanfaatkan oleh Sekretaris Kabinet dan Kementerian/Lembaga
terkait sebanyak 66 rekomendasi.

b. Dari Segi Anggaran
Sepanjang periode Januari-Desember 2018, Asisten Deputi Bidang Perhubungan
telah memanfaatkan anggaran sesesar Rp.568.398.426,00 dari pagu anggaran revisi
Rp. 570.000.000,00 lebih hemat sebanyak Rp.1.601.574,00 dari total anggaran Tahun
2018 atau dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 99,71 %.

c. Dari Segi Akuntabilitas Kinerja

Dalam mengatasi kendala belum optimainya proses mekanisme koordinasi dan
kerjasama dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan unsur lain di luar
pemerintahan, Sekretariat Kabinet telah mengembangkan teknologi informasi E-
Government yang salah satunya adalah SITAP atau Sistem Informasi Tindak Lanjut
Arahan Presiden. Pengembangan aplikasi teknologi informasi tersebut merupakan
perwujudan implementasi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat
Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah. Meskipun telah berjalan dan
diaplikasikan, SITAP dalam implementasinya masih belum optimal sehingga masih
memerlukan pengembangan lebih lanjut untuk mengakomodir kebutuhan akan sistem
informasi yang terpadu sesuai dengan perkembangan zaman.
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BAB | PENDAHULUAN

LKj merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan program kerja dalam
mencapai tujuan dengan sasaran yang telah ditetapkan. LKj dimaksudkan untuk
menggambarkan capaian kinerja suatu instansi pemerintah sebagai tolok ukur keberhasilan
dan/atau kegagalan atas program kerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja
Tahunan dan Rencana Anggaran Belanja untuk mendukung kelancaran pelaksanaan
kegiatan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berjalan.

Pelaporan akuntabilitas kinerja tahun 2018 disusun dengan cara membandingkan
rencana dengan target sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018
dengan capaian target sasaran pada akhir tahun sesuai amanah Instruksi Presiden Nomor 7
Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang diantaranya mengatur
bahwa instansi pemerintah wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja yang disusun secara
berjenjang dimulai dari Keasdepan, Kedeputian, sampai dengan Kelembagaan.

Pengukuran keberhasilan/kegagalan kinerja pencapaian target sasaran dilakukan
dengan menggunakan instrumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputi Bidang Kemaritiman
sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 10 Tahun 2017 tentang
Perubahan Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Kabinet Tahun 2017
dan Rencana Strategis Deputi Bidang Kemaritiman 2015-2019.

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Perhubungan merupakan salah satu
unit kerja di bawah Deputi Bidang Kemaritiman, Sekretariat Kabinet. Deputi Bidang
Kemaritiman merupakan satuan organisasi baru yang dibentuk berdasarkan Peraturan
Presiden Nomor 25 Tahun 2017 tentang Sekretariat Kabinet.

Asisten Deputi Bidang Perhubungan sebagai salah satu bagian dari lembaga
pemerintah setingkat eselon Il yang bertanggung jawab langsung kepada Deputi Bidang
Kemaritiman, berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja (LKj) guna mengevaluasi kinerja
kegiatan dan pencapaian sasaran apa yang telah sesuai dengan rencana dari setiap indikator

Sasaran.

1.2. Gambaran Organisasi Asisten Deputi Bidang Perhubungan Tahun 2018

Asisten Deputi Bidang Perhubungan sebagai unsur pelaksana sebagian tugas dan
fungsi Deputi Bidang Kemaritiman di bidang perhubungan berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Kemaritiman.



Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Perhubungan Tahun 2018

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Perhubungan
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan
dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program
pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan
peraturan perundangundangan dan atas  substansi rancangan  peraturan
perundangundangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau
pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta
pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di
bidang perhubungan

Dalam rangka mengemban tugas tersebut, Asisten Deputi Bidang Perhubungan

menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang
perhubungan;

b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
di bidang perhubungan;

c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang
perhubungan,;

d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan
peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan
perundangundangan di bidang perhubungan;

€. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di
bidang perhubungan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil
Presiden;

f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan
umum di bidang perhubungan; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Kemaritiman.

1.2.1.Struktur Organisasi
Untuk menyelenggarakan tugasnya, Asisten Deputi Bidang Perhubungan didukung
oleh 3 (tiga) Bidang sebagai berikut :

1. Bidang Perhubungan Darat dan Perkeretaapian
Bidang Perhubungan Drat dan Perkeretaapian mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana
kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan

2
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dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan
kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan
izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundangundangan dan atas
substansi rancangan peraturan perundangundangan, penyiapan analisis dan
pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin
dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan,
pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di
bidang perhubungan darat dan perkeretaapian.

Bidang Perhubungan Darat dan Perkeretaapian terdiri dari:

a. Subbidang Transportasi Darat; dan
b. Subbidang Transportasi Perkeretaapian.

2. Bidang Perhubungan Laut
Bidang Perhubungan Laut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan
perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah,
penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah,
pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan
peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan
perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang
kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden
dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan
pandangan terhadap perkembangan umum di bidang perhubungan laut.
Bidang Perhubungan Laut terdiri dari :
a. Subbidang Kepelabuhanan;
b. Subbidang Kenavigasian.

3. Bidang Perhubungan Udara
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis
atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau
pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan
pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas
permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-
undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan,
penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau
pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil
Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan
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terhadap perkembangan umum di bidang pengawasan, penelitian, dan

pengembangan perikanan.

Bidang Perhubungan Udara terdiri dari :
a. Subbidang Angkutan dan Bandar Udara;

b. Subbidang Kenavigasian, Keamanan, Kelaikan, dan
Pengoperasian Penerbangan.
Asisten Deputi Bidang
Perhubungan
| |
i | 1
Bidang Parhubungan Bidang Perhub
pomratdar! g Lautu ungan Eﬂdmgmr:hungm
s . ; Id Ksnavioas Subbid Kenavigasian,
i i 0 el b Suhbidl(epalahuhanan—l— SUBLEAE:UEL?:}E“. B g I l Wﬁ;@
&n

Gambar 1: Struktur Organisasi Asisten Deputi Bidang Perhubungan

Kasubbid
31%

Gambar 2; Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

Jumlah pegawai di Keasdepan Bidang Perhubungan tahun 2018 sebanyak 12 orang,

pejabat struktural berjumiah 8 (delapan) orang serta staf analis sebanyak 4 (empat) orang.
Selain itu, terdapat Pegawai Tidak Tetap (PTT) sejumlah 1 (satu) orang.
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Jika dilihat dari formasi pegawai berdasarkan jabatan di lingkungan Keasdepan

Bidang Perhubungan per tanggal 31 Desember 2018, eselon |l (Asisten Deputi) berjumlah 1

(satu) orang, Eselon Ill (Kepala Bidang) berjumlah 3 (tiga) orang, Eselon |V (Kepala

Subbidang) berjumlah 4 (empat) orang.

=S1 =82

Gambar 3: Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jika dilihat berdasarkan latar belakang pendidikan, Sumber Daya Manusia di

Keasdepan Bidang Perhubungan terdiri dari 3 (tiga) jenjang pendidikan, yaitu sarjana (S1)

sebanyak 6 (enam) pegawai, master (S2) sebanyak 6 (enam) pegawai,

Tabel 1: Nama-Nama Pejabab'Pegawai Asdep Bidang Perhubungan

1 Syafruddln SH., MHC' T

Pembma Utama |

en Aedep Bldang N

19610215 199311 1 001 Madya (1V/d) Perhubungan
2 | M. Faisal Yusuf, S.IP.,M.Si. Pembina Tingkat | Kabid Perhubungan Darat
19741127 200501 1 010 (IV/b) dan Perkeretaapian

3 | Romi Fajar Ali, S.H.
19880424 201012 1 006

Penata (lli/c)

Kasubid Transportasi Darat

4 | Mela Meilania, S.AP Penata Muda Tingkat | Kasubid Transportasi
19810525 200912 2 002. I (l/b) Perkeretaapian

5 | Chairul Saleh, S.H., L.LM. Pembina Tingkat | Kabid Perhubungan Laut
19760831 200212 1 001 (IV/b)

6 | Muhammad Eky Marzuki,
SE
19890209 201502 1 001

Penata Muda (lli/a)

Analis Perekonomian pada
Subbid Kepelabuhanan

7 | Benni Kusriyadi, S.ST
19830701 200501 1 001

Penata (lll/c)

Kasubid Kenavigasian, Lalu
Lintas, dan Angkutan Laut

8 | Adnan, S.Sos.
19620603 198303 1 003

Pembina (I\V/a)

Kepala Bidang Perhubungan
Udara
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9 | Rojat, S.Sos Penata (lll/c) Kasubbid Kenavigasian,
19680611 199503 1 001 Keamanan, Kelaikan, dan
Pengoperasian Penerbangan
10 | Manda KumoroSaraswati, Penata Muda (lll/a) Analis Perekonomian pada
o.E. Subid Angkutan dan Bandar
19910205 201502 2 001 Udara
11 | Nabila Azwida Faradisa, S.H. | Penata Muda (lll/a) Analis Hukum pada Subbid
19930710 201801 2 001 Transportasi Darat
12 | Hami Prabowo, S.E. Penata Muda (lll/a) Analis Perekonomian pada
19930213 201801 1 001 Subbid Kenavigasian,
Keamanan, Kelaikan, dan
Pengoperasian
Penerbangan.

1.3. Gambaran Aspek Strategis
Potensi dan Permasalahan

Dalam pelaksanaan organisasi, terdapat beragam permasalahan yang terjadi mulai dari
faktor internal maupun faktor eksternal, sehingga organisasi perlu berupaya untuk
menggunakan kemampuan, memperhatikan kelemahan, memanfaatkan peluang dan
mengatasi tantangan yang kompleks. Guna mengetahui isu-isu penting bagi organisasi,
diperlukan suatu analisis lingkungan strategis yang menganalisis organisasi mencakup
lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan organisasi, dan lingkungan eksternal
berupa peluang dan tantangan. Kekuatan dan peluang merupakan potensi yang dapat
dikembangkan dalam rangka memperkuat organisasi, sedangkan kelemahan dan tantangan
merupakan permasalahan yang perlu diantisipasi agar organisasi dapat terus berkembang.

Untuk membantu mengetahui potensi dan permasalahan dalam organisasi, dapat
digunakan Analisis SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities, Threats) yang dijelaskan
dalam Gambar 4.
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Dari diagram SWOT di atas, secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

(+ tugas dan fungsi yang jelas w + keterbatasan jumizh SOM

= komitmen yang kuat dard pimpinan
dan seluruh staf dalam pelaksanaan
tugas dan fungsi di bidangnya

» tersedianya SDM, anggaran, sarana
dan prasarana

s kecempatan diklat

= tersedianya dokurmen hukumdr,
hasil

1

* terbatasnya sarana dan prasarana
* pengembangan SOM yang belum optimal

)

N —— Strengths Weakness /
(kekuatan) (kelemahan)
Oppurtunity Thredts
” (kesempatan) (tantangan) \

-makin tinggi

« pengambangan dan kemajuan di bidang koordinasi dengan K/L terkait

teknalogi

= dukungan kerja sama dan koordinasi
\ dengan K/L )

L

tan pemangku kepentingan yang
- dinamika networking, sinergi, dan

» tingkat kepercayaan masyarakat kepada
birokrasi pemerintah yang masih rendajh

y

Gambar 4: Analisis SWOT Asisten Deputi Bidang Perhubungan

a. Kekuatan (Strengths)

Kekuatan dasar Asisten Deputi Bidang Perhubungan yang signifikan dan

berpengaruh dalam menetapkan dan mencapai tujuan adalah sebagai berikut :

1) Tugas dan Fungsi yang jelas;

2) Komitmen kuat yang dimiliki pimpinan dan seluruh staf untuk mencapai

sasaran kerja;

3) Tersedianya SDM, anggaran, sarana, dan prasarana yang mendukung

kewenangan menjalankan tfugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang

Perhubungan;

4) Peningkatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan struktural, dan teknis

dalam rangka capacity building;

5) Tersedianya dokumen hukum dan hasil-hasil sidang kabinet, rapat, dan atau

pertemuan yang dapat mendukung tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang

Perhubungan.

b. Kelemahan (Weakness)

Setiap organisasi memiliki kelemahan atau kekurangan, begitu juga dengan

Asisten Deputi Bidang Perhubungan yang perlu mewaspadai kelemahan-

kelemahan yang ada dalam organisasi untuk dilakukan pembenahan. Kelamahan-

kelemahan tersebut antara lain :

1) Jumlah SDM masih terbatas dan banyak jabatan/posisi yang belum terisi.
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2) Sarana dan prasarana belum terpenuhi secara keseluruhan dan belum sesuai
dengan kebutuhan jumlah pegawai di Keasdepan Bidang Perhubungan.

3) Peningkatan dan pengembangan kemampuan SDM belum sepenuhnya
optimal sesuai dengan kebutuhan organisasi.

c. Peluang (Opportunities)

Dinamika ingkungan kerja yang dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal dapat

menciptakan peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pejabat/pegawai di

lingkungan Keasdepan Bidang Perhubungan antara lain sebagai berikut :

1) Pengembangan dan kemajuan teknologi informasi yang cepat dan dinamis
sehingga pejabat/pegawai dapat mendapatkan akses informasi dengan cepat;

2) Dukungan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak
(Kementerian/Lembaga terkait).

d. Tantangan (Threats)

Disamping peluang-peluang yang ada, perubahan lingkungan eksternal juga dapat

menjadi ancaman bagi organisasi, terutama apabila organisasi tidak segera

memperbaiki diri. Ancaman organisasi tersebut adalah :

1) Tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah terhadap birokrasi
pemerintah;

2) Tuntutan pemangku kepentingan yang semakin tinggi;

3) Dinamika networking, sinergi dan koordinasi dengan kementerian/
lembaga/instansi terkait.

1.4. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Perhubungan Tahun
2018 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan
Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut

Pendahuluan

Gambar 5: Sistematika Penyajian
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Bab | - Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis
Asisten Deputi Bidang Perhubungan

Bab Il - Perencanaan Kinerja, menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang
menjadi dasar pelaksanan program, kegiatan dan anggaran Asisten Deputi Bidang
Perhubungan Tahun 2018 meliputi Rencana Strategis Asisten Deputi Bidang
Perhubungan Tahun 2015 - 2019 dan Penetapan Kinerja Tahun 2018.

Bab lll - Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018, menjelaskan analisis pencapaian kinerja
Asisten Deputi Bidang Perhubungan dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik
terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2018.

Bab IV = Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja
Asisten Deputi Bidang Perhubungan Tahun 2018 dan menguraikan rekomendasi yang
diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.
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BAB Il PERENCANAAN KINERJA

2.1. Gambaran Umum

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan
dicapai oleh para pejabat di setiap instansi pemerintah. Dengan demikian, Perencanaan
Kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat tersebut sebagai
penerima amanah dan pada akhir tahun nanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja
dan penilaian terhadap pejabat tersebut. Dengan Perencanaan Kinerja ini, diharapkan para
pimpinan instansi tidak hanya pandai mendapatkan dan menghabiskan anggran saja, namun
juga patut mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada
pimpinannya dan juga masyarakat.

Rencana Strategis yang dimiliki oleh Sekretariat Kabinet menjadikan dasar bagi
penetapan visi dan misi segenap jajaran selon atau pejabat di lingkungan Sekretariat Kabinet
dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Adapun Keasdepan Bidang
Perhubungan memiliki visi dan misi sebagai berikut :

il *Menjadi Asisten Deputi Bidang Perhubungan yang
profesional dan andal dalam membantu Deputi
Visi =< Bidang Kemaritiman dalam mendukung dan
menyelenggarakan pemerintahan di Bidang
Perhubungan
.
-~

Memberikan dukungan manajemen kabinet kepada
Presiden dan Wakil Presiden yang Dilaksanakan
Misi < Sekretaris Kabinet di bawah koordinasi Deputi

Bidang Kemaritiman pada Bidang Perhubungan
dengan memegang teguh pada prinsip tata kelola
pemerintahan

-

Gambar 6: Visi dan Misi Asisten Deputi Bidang Perhubungan

Selain susunan Perencanaan Kinerja, instansi pemerintah juga menentukan Indikator
Kinerja Utama (IKU) sebagai bentuk ukuran keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis
organisasi. IKU akan memberikan petunjuk sejauh mana kinerja suatu instansi pemerintah
berikut seluruh unit kerja dibawahnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Berikut akan dijabarkan unsur-unsur yang terkait dengan Perencanaan Kinerja,
Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Asdep Bidang Perhubungan Tahun 2018.
Pada awalnya anggaran Asdep Bidang Perhubungan T.A 2018 dianggarkan sebesar Rp.
950.000.000,-. Kemudian, dilakukan pemindahan anggaran untuk keperluan Tunjangan
Kinerja Pejabat/Pegawai di Lingkungan Sekretariat Kabinet Tahun 2018 sebesar
Rp.380.000.000,00 sehingga pagu anggaran menjadi Rp. 570.000.000,00.

10
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2.2. Perjanjian Kinerja dan Dukungan Anggaran Asisten Deputi Bidang Perhubungan
Tahun 2018

2.2.1. Perjanjian Kinerja

Janiji kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja akan dicapai oleh seorang pejabat
penerima amanah untuk dilaporkan kepada atasan langsung, yang berisikan gambaran
capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu
tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dengan adanya
penetapan kinerja ini diharapkan setiap unit organisasi dapat melihat dan mengukur
transparansi, akuntabilitas dan kinerja yang dicapai serta mengukur/membandingkannya
dengan ukuran-ukuran kinerja untuk mengetahui capaian kinerja dari setiap unit organisasi

dengan target 100 persen.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) Asdep
Bidang Perhubungan, Target capaian kinerja yang ditetapkan oleh Keasdepan Bidang
Perhubungan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2: Perjanjian Kinerja Asdep Bidang Perhubungan Tahun 2018

No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
o - (2) (3)
1. | Terwujudnya Rekomendasi Persentase rancangan rekomendasi atas | 100%
Kebijakan yang Berkualitas di | rencana dan penyelenggaraaan
Bidang Perhubungan pemerintahan di Bidang Perhubungan
yang disetujui oleh Deputi Bidang
Kemaritiman

Persentase rancangan rekomendasi| 100%
persetujuan atas permohonan izin
prakarsa dan substansi rancangan
peraturan  perundang-undangan  di
Bidang Perhubungan yang disetujui oleh
Deputi Bidang Kemaritiman

Persentase rancangan rekomendasi| 100%
terkait materi sidang kabinet, rapat atau
pertemuan yang dipimpin dan/atau
dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil |
Presiden di Bidang Perhubungan yang | |
disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman

11;
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2.2.2. Dukungan Anggaran
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Asdep bidang Perhubungan TA 2018, Keasdepan
Bidang Perhubungan mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 950.000.000,00 (Sembilan
ratus lima puluh juta rupiah)
Tabel 3: Dukungan Anggaran Asdep Bidang Perhubungan TA 2018

A i SIS Wi

n Penyusunan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan  Rp. 677.425.000,00

Penyusunan Rekomendasi terkait Persetujuan Permohonan
Izin Prakarsa dan substansi RPUU di Bidang Perhubungan Rp.76.210.000,00

Penyusunan Rekomendaa Terkait Materi Sidang Kabinet ,
Rapat, atau Pertemqan yang Dipimpin dan / atau Dihadirioleh  Rp.196.365.000,00
Presiden dan / atau |}N_akll Presiden -

. Total Anggaran Rp. 950.000.000,00

Pada saat pelaksanaan penggunaan anggaran, telah beberapa kali mengalami revisi.
Adapun revisi anggaran posisi terakhir Asdep Bidang Perhubungan tahun 2018 adalah
sebagai berikut :

Tabel 4: Anggaran Asdep Bidang Perhubungan Setelah Revisi Akhir 2018

oA St R Wi
1

Penyusunan RaTamendasi Kebijakan di Bidang Rp. .533.288.000,00

Perhubung,an

Penyusun'z-i'n Rei;(omendasi terkait Persetujuan Rp.28.972.000,00
Permohonan i;:ini Prakarsa dan substansi RPUU di Bidang
Perhubungan

Penyusunan Rekomendasi Terkait Materi Sidang Kabinet , Rp.7.800,00
Rapat, atau Pertemuan yang Dipimpin dan / atau D;l;adm
oleh Presiden dén / atau Wakil Presiden

Totial Aniigaean (Pagis REvISi) S Rp. 570.000.000,00

2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Asisten Deputi Bidang Perhubungan Tahun 2018
Dalam rangka mewujudkan capaian kinerja sasaram strategis Kedeputian Bidang

Kemaritiman, Asisten Deputi Bidang Perhubungan telah menetapkan IKU tahun 2018.
Adapun Sasaran Strategis dan IKU yang tertera pada Tabel 5.

12



Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Perhubungan Tahun 2018

Tabel 5: Indikator Kinerja Utama Asisten Deputi Bidang Perhubungan Tahun 2018

No. Sasaran IKU

Strategis Keterangan

1. | Terwujudnya 1. Persentase rekomendasi | IKU digunakan untuk mengukur
Rekomendasi atas rencana dan | kinerja Asisten Deputi Bidang
yang penyelenggaraan Perhubungan dalam penyiapan
Berkualitas di pemerintahan di bidang | rekomendasi kebijakan yang
Bidang Perhubungan yang | berkualitas terkait perumusan dan
Kemaritiman disetujui oleh Deputi | analisis atas rencana kebijakan
Bidang Kemaritiman dan program pemerintah;

penyiapan pendapat atau
pandangan dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan;
pengawasan pelaksanaan
kebijakan dan program
pemerintah; dan pemantauan,
pengamatan, serta penyerapan

pandangan terhadap
perkembangan umum di bidang
perhubungan

Disetujui berarti:

Deputi  Bidang  Kemaritiman
menyetujui/merespon

memorandum rekomendasi
kebijakan Asisten Deputi Bidang
Perhubungan dalam kerangka
perumusan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang kemaritiman
dengan mengajukan kepada
Sekretaris Kabinet.

Pengukuran IKU menggunakan
formulasi penghitungan:

Jumiah rekomendasi
kebijakan terkait rencana dan
penyelenggaraan

pemerintahan di  bidang
perhubungan yang disetujui
oleh Depuiti Bidang

Kemaritiman

x 100%

Jumlah rekomendasi
kebijakan terkait rencana dan
penyelenggaraan
pemerintahan di  bidang
perhubungan yang

disampaikan oleh Asisten

13
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No.

Sasaran
Strategis

IKU

Keterangan

Deputi Bidang Perhubungan
kepada Sekretaris Kabinet

2. Persentase rekomendasi
persetujuan atas
permohonan izin prakarsa
dan substansi rancangan

PUU di Bidang
Perhubungan yang
disetujui Deputi Bidang

Kemaritiman

IKU digunakan untuk mengukur
kinerja Asisten Deputi Bidang
Perhubungan dalam penyiapan

rekomendasi kebijakan  yang
berkualitas  terkait pemberian
persetujuan atas permohonan izin
prakarsa dan substansi
Rancangan Peraturan Perundang-
Undangan (RPUU) di bidang
perhubungan.

Disetujui berarti:

Sekretaris Kabinet
menyetujui/merespon
memorandum  Asisten Deputi
Bidang  Perhubungan terkait
pemberian  persetujuan  atas
permohonan izin prakarsa dan
substansi RPUU, dengan
mengajukan kepada Sekretaris
Kabinet .

Pengukuran [KU menggunakan

formulasi perhitungan:

Jumlah rekomendasi kebijakan

terkait persetujuan
permohonan izin prakarsa dan
substansi RPUU di bidang
perhubungan yang disetujui
oleh deputi Bidang
Kemaritiman

x 100%

Jumlah rekomendasi kebijakan
terkait persetujuan atas
permohonan izin prakarsa dan
substansi RPUU di bidang
perhubungan yang
disampaikan oleh Asisten
Deputi Bidang Perhubungan
kepada Deputi Bidang
Kemaitiman
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No.

Sasaran
Strategis

IKU

Keterangan

3. Persentase rekomendasi
terkait materi sidang
kabinet, rapat  atau
pertemuan yang dipimpin
dan/atau dihadiri oleh
Presiden dan/atau Wakil

Presiden di  Bidang
Perhubungan yang
disetujui oleh Deputi

Bidang Kemaritiman.

IKU digunakan untuk mengukur
kinerja Asisten Deputi Bidang
Perhubungan dalam penyiapan
analisis dan pengolahan
rekomendasi  kebijakan yang
berkualitas terkait materi sidang
kabinet, rapat atau pertemuan
yang dipimpin dan/atau dihadiri
oleh Presiden dan/atau Wakil
Presiden di bidang perhubungan.

Disetujui berarti;

Deputi Bidang Kemaritiman
menyetujui/merespon
memorandum rekomendasi

kebijakan Asisten Deputi Bidang
Perhubungan terkait materi sidang
kabinet, rapat atau pertemuan
yang dipimpin dan/atau dihadiri
oleh Presiden dan/atau Wakil

Presiden dengan mengajukan
kepada Sekretaris
Kabinet.Pengukuran IKU
menggunakan formulasi
penghitungan:

Jumlah rekomendasi kebijakan
terkait materi sidang kabinet,
rapat atau pertemuan yang
dipimpin dan/atau dihadiri oleh
Presiden dan/atau  Wakil
Presiden di Bidang
Kemaritiman vyang disetujui
oleh Sekretaris Kabinet

x 100%

Jumlah rekomendasi kebijakan
terkait materi sidang kabinet,
rapat atau pertemuan yang
dipimpin dan/atau dihadiri oleh

Presiden dan/atau  Wakil
Presiden di bidang
perhubungan yang
disampaikan oleh Asisten
Deputi Bidang Perhubungan
kepada Deputi Bidang
Kemaritiman.
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Dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama tersebut dijabarkan secara rinci melalui indikator
sebagaimana dalam Perjanjian Kinerja, yang diukur indikator yaitu “disetujui’. Indikator
persentase rekomendasi yang berkualitas di bidang perhubungan yang disetujui oleh Deputi
Bidang Kemaritiman digunakan untuk mengukur ketepatan penyiapan rekomendasi kebijakan
yang disampaikan. Rekomendasi yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet dikatakan
tepat apabila rekomendasi tersebut disetujui oleh Sekretaris Kabinet untuk disampaikan
kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau K/L. Dengan demikian maka semakin banyak
konsep rekomendasi yang dimanfaatkan Sekretaris Kabinet, maka semakin tinggi pula
capaian Asisten Deputi Bidang Perhubungan. Jika hal tersebut ditarik ke atas, maka akan
terlihat peranan unsur-unsur di lingkungan Asisten Deputi Bidang Perhubungan dalam
mendukung tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet.
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BAB lll AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018

Laporan Kinerja (LKj) harus menyajikan data dan informasi yang relevan bagi
pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara
lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis tentang pencapaian
akuntabilitas kinerja secara keseluruhan yang dijabarkan kedalam analisis atas capaian IKU
dan capaian kinerja tahun bersangkutan

Capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Perhubungan diukur dengan membandingkan
antara target pada Perjanjian Kinerja dengan realisasinya dengan mengacu pada sasaran
strategis yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsi yang terdapat dalam
Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet dan Perseskab Nomor
4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Kabinet. Selanjutnya di bawah ini
diuraikan capaian kinerja Kinerja Deputi Bidang Kemaritiman.

3.1. Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Perhubungan Tahun 2018

Sasaran Strategis Asisten Deputi Bidang Perhubungan adalah “Terwujudnya
rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang perhubungan”. Untuk mengukur
pencapaian sasaran ini, Deputi Bidang Kemaritiman menggunakan indikator kinerja,
yaitu “disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman”, meliputi 1). Persentase
rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang
perhubungan; 2). persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin
prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang perhubungan ;| 3).Persentase
rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin
dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perhubungan.

Secara garis besar pemberian rekomendasi kebijakan di bidang kemaritiman
dilakukan melalui dua cara, yaitu top down dan bottom up. Top down dimaksudkan
untuk melaksanakan disposisi/arahan Presiden dan/atau Sekretaris Kabinet,
sedangkan boftom up artinya ide awal pelaksanaannya diprakarsai oleh unit-unit
kerja di lingkungan

Asisten Deputi Bidang Perhubungan dengan tetap mengacu pada peraturan
perundangan yang berlaku. Pengukuran kecepatan penyelesaian saran kebijakan
didasarkan pada proses sebagai berikut:

a. Top Down
Diukur mulai adanya disposisi/arahan Deputi Bidang Kemaritiman sampai
dengan diserahkannya saran kebijakan kepada stakeholders.
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b. Bottom Up
Diukur mulai adanya ide awal sperti pelaksanaan Focus Group Discussion
(FGD) serta pemantauan yang diprakarsai oleh unit kerja sampai dengan
diserahkannya hasil pemantauan dalam bentuk saran kebijakan kepada
stakeholders.

Perhitungan capaian Sasaran Strategis untuk “disetujui’ dihitung menggunakan
rumus:

Jumlah rekomendasi kebijakan yang disetujui

0,
Jumlah rekomendasi kebijakan yang disampaikan M

Dengan hasil capaian sebagai berikut:

Tabel 6: Capaian Sasaran Strategis

INDIKATOR SASARAN TARGET | REALISASI

Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan

pemerintahan di bidang Perhubungan yang disetujui oleh Deputi  100% 100%
Bidang Kemaritiman

Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin

prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Perhubungan  100% 100%
yang disetujui Deputi Bidang Kemaritiman

Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau

pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden 100% 100%
dan/atau Wakil Presiden di Bidang Perhubungan yang disetujui °

oleh Deputi Bidang Kemaritiman.

Capaian Sasaran Strategis untuk yang ditindaklanjuti dengan penjelasan sebagai
berikut:

Rekomendasi di Bidang Perhubungan yang disetujui oleh Deputi Bidang

Kemaritiman

Yang dimaksud dengan rekomendasi kebijakan program pemerintah di bidang
perhubungan yang disampaikan kepada Deputi Bidang Kemaritiman dan ditindaklanjuti
adalah dimanfaatkan oleh Deputi Bidang Kemaritiman. Ditindaklanjuti mengandung arti
bahwa subtansi isi dari analisis tersebut adalah tepat. Ukuran ketepatan rekomendasi
kebijakan dilihat berdasarkan persentase rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada
Deputi Bidang Kemaritiman untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan
keputusan dalam menyampaikan saran kebijakan kepada Stakeholder, dalam hal ini adalah
Sekretaris Kabinet, Presiden, ataupun Wakil Presiden khususnya dan Kementerian/Lembaga
terkait. Dalam hal ini, indikator pertama dalam Sasaran Strategis berbunyi “Persentase
rekomendasi kebijakan di bidang perhubungan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang
Kemaritiman®, dengan target persentase sebesar 100% dari keseluruhan jumlah rekomendasi
kebijakan di bidang perhubungan yang diberikan kepada Deputi Bidang Kemaritiman.
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Pada tahun 2018, rekomedasi kebijakan yang disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang
kepada Deputi Bidang Kemaritiman berjumlah berkas (outputf). Jumlah tersebut 2,1 kali lebih
banyak dari target output awal yang hanya 140 berkas (rekomendasi). Dari 296 berkas output,
rekomendasi kebijakan di bidang Perhubungan sebanyak 197 berkas, rekomendasi
persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang
perhubungan sebanyak 57 berkas, dan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat, atau
pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang
perhubungan sebanyak 42 berkas, yang rinciannya dapat lihat pada Tabel 7.

Tabel 7: Rekomendasi Kebjjakan Bidang Perhubungan yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman

Jumiah

Uraian

Rekomendasi kebijakan di Bidang Perhubungan 197 berkas

Rekomendasi kebijakan persetujuan atas permohonan izin 57 berkas
prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Perhubungan

Rekomendasi kebijakan terkait materi sidang kabinet, rapat, 42 berkas
atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden
dan/atau Wakil Presiden di Bidang Perhubungan

296 berkas

Apabila diperinci ke dalam bulan, berikut merupakan capaian kinerja Asdep Bidang
Perhubungan dari bulan Januari s.d. Desember 2018, dimana output terbanyak yang
dihasilkan oleh Asisten Deputi Bidang Perhubungan terdapat pada bulan April 2018, dengan
capaian output sebanyak 40 output.
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Gambar 7: Capaian Kinerja Asdep Bidang Perhubungan Berdasarkan Bulan Tahun 2018
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Gambar 7 Menunjukkan perbandingan capaian kinerja Asdep Bidang Perhubungan di
Tahun 2017 dan 2018 dilihat dari output dan oufcome. Tahun 2018, Asdep Bidang
Perhubungan menghasilkan output sebanyak 296 rekomendasi, sementara outcome yang
dimanfaatkan oleh Deputi Bidang Kemaritiman sebanyak 66 rekomendasi, sementara Output
yang dihasilkan oleh Asdep Bidang Perhubungan Tahun 2017 sebanyak 273 output dan
outcome yang dapat dimanfaatkan oleh Deputi Bidang Kemaritiman sebanyak 142
rekomendasi. Sesuai dengan

Gambar 8: Perbandingan Capaian Kinerja Asdep Bidang Perhubungan Berdasarkan Output dan Outcome tahun
2018 dan 2017
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Gambar 8 menunjukkan perbandingan capaian kinerja Asdep Bidang Perhubungan
Tahun 2018 dan Tahun 2017 laporan. Berdasarkan grafik dimaksud, Output yang dihasilkan
Asisten Deputi Bidang Perhubungan pada Tahun Anggaran 2018 sebanyak 296 berkas, dan
dokumen yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman sebanyak 66 berkas (oufcome),
yang artinya 66 berkas rekomendasi kebijakan Asisten Deputi Bidang Perhubungan telah
disampaikan Deputi Bidang Kemaritiman kepada Sekretaris Kabinet dan
Kementerian/Lembaga terkait. Jika dibandingkan dengan tahun 2017, Output Asdep Bidang
Perhubungan mengalami kenaikan jumlah output (rekomendasi).
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Gambar 9: Perbandingan Capaian Kinerja Asdep Bidang Perhubungan Tahun 2018 dan Tahun 2017
berdasarkan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Gambar diatas, dapat dijelaskan bahwa baik tahun 2018 dan tahun 2017,
output Asep Bidang Perhubungan memiliki output terbanyak pada Tusi satu (1), yakni
Rekomendasi Kebijakan di bidang perhubungan, yaitu sebanyak 197 rekomendasi dan 132
rekomendasi masing-masing tahun perbandingan.

Berdasarkan hasil koordinasi dengan Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi
Sekretariat Kabinet, dicapai kesepakatan mengenai metode penghitungan output dan
outcome pada tahun 2018 jika dibandingkan pada tahun 2017. Sebagai contoh, pada tahun
2017, Sekretariat Kabinet masih menggunakan 6 tugas dan fungsi, sedangkan pada tahun
2018 disimplikasi menjadi 3 tugas dan fungsi.
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1.1. Capaian Output Berdasarkan Bidang

Gambar 9 menunjukkan capaian output/rekomendasi Asdep Bidang Perhubungan Tahun
2018. Dari ketiga bidang di lingkungan Keasdepan Bidang Perhubungan, yakni Bidang
Perhubungan Darat dan Perkeretaapian, Bidang Perhubungan Laut, dan Bidang Perhubungan
Udara. Pada tahun 2018, Bidang Perhubungan Udara menyumbang kontribusi atau dokumen
paling banyak yaitu sebanyak 112 rekomendasi, terbanyak kedua adalah Bidang Perhubungan
Laut sebanyak 100 rekomendasi, dan terakhir Bidang Perhubungan Darat dan Perkeretaapian
yang menghasilkan 84 rekomendasi.
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Gambar 10: Capaian Output/Rekomendasi Asdep Bidang Perhubungan Tahun 2018 per bidang
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1.2. Kegiatan Strategis yang Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja
Asisten Deputi Bidang Perhubungan

1.2.1. Hot Issues yang Ditindaklanjuti Oleh Asdep Bidang Perhubungan

1.2.1.1. Rekomendasi Kebijakan Bidang Perhubungan

1. Pembangunan Bandara Kediri

Gambar 11: Suasana Rapat Pembangunan Bandara Kediri di Ruang Rapat Kantor Bupati Kediri

Proyek Pembangunan Bandar Udara di Kabupaten Kediri telah ditetapkan sebagai
Proyek Strategis Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun
2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategsi Nasional (PSN) yang direncanakan akan di-
groundbreaking pada awal tahun 2019.

Terhadap penetapan sebagai PSN tersebut, Sekretariat Kabinet pada tanggal 3 Juli
2018 telah menyelenggarakan rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait yang
dihadiri para pejabat eselon 1 dan eselon Il dari Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perhubungan,
Kementerian Sekretariat Negara, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, salah satu
persoalan yang masih menjadi hambatan berkaitan dengan kesesuaian tata ruang. Untuk itu,
rapat menyepakati:

a. agar Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN segera berkoordinasi dengan

Pemerintah Kabupaten Kediri, guna melakukan percepatan:
1) perubahan Rencana Tata Ruang Kabupaten Kediri; atau
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2) penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Kediri; untuk menjelaskan
kesesuaian pembangunan Bandar Udara Kediri tersebut dengan tata ruang.

b. Kesepakatan rapat olen Sekretaris Kabinet telah disampaikan kepada Menteri
Koordinator Bidang Kemaritiman (Surat Nomor: B-312/Seskab/Maritim/7/2018
tanggal 11 Juli 2018) untuk mengoordinasikan langkah-langkah percepatan dan
monitoring pemenuhan persyaratan pembangunan Bandar Udara Kediri tersebut,
termasuk pembahasan wilayah ruang udara dan kawasan keselamatan operasional
penerbangan (KKOP) antara Kementerian Perhubungan, TNI-AU, PT AirNav
Indonesia, dan Pemerintah Kabupaten Kediri.

Kemenko Bidang Kemaritiman pada tanggal 12 Juli 2018 bertempat di Ruang Rapat
Bupati Kediri-Jawa Timur, menyelenggarakan rapat koordinasi percepatan pembangunan
Bandar Udara Kediri, dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur, dihadiri Bupati
Kediri bersama dinas terkait, Ketua DPRD Kabupaten Kediri, Dirjen Tata Ruang Kemen.
ATR/BPN, wakil dari Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian Perhubungan,
Kementerian PPN/Bappenas, Bappeda Provinsi Jawa Timur, PT Surya Dhoho Investama
(investor) dan Sekretariat Kabinet, rapat pada intinya membahas:

Pembangunan Bandar Udara Kediri sebagai Proyek Strategis Nasional akan
dilaksanakan oleh swasta, dan direncanakan dapat di-groundbreaking pada Maret tahun
2019,namun dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal bersifat administratif yang masih periu
dipenuhi:

1. dokumen study kelayakan yang disampaikan calon investor, masih perlu
penyempurnaan terkait rencana induk/Detail Enggineering Design (DED);

2. penetapan izin lokasi dari Kementerian Perhubungan belum dikeluarkan,
sehubungan dengan:

a. perlunya perbaikan studi rencana induk dari calon investor;

b. rekomendasi Gubernur/Bupati terkait kesesuaian tata ruang;keselarasan tata
ruang, pembangunan Bandarabelum termuat dalam Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Kediri, guna percepatan pembangunannya:

Tugas Kementerian/Lembaga terhadap Pembangunan Bandara Kediri berdasarkan
rapat/pertemuan yang telah dilakukan

1) Kementerian Perhubungan:

e merevisi Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tatanan Kebandarudaraan
dengan memasukan pembangunan Bandar Udara Kediri;
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e izin prinsip pembangunan Bandar Udara Kediri telah diterbitkan, sedang untuk
penetapan izin lokasi direncanakan minggu ke-tiga Juli sudah diterbitkan;

Pemerintah Kabupaten Kediri bersama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
secara paralel untuk segera menyelesaikan persyaratan perubahan Perda Tata
Ruang Kabupaten Kediri, antara lain:

e tanggal 16 Juli 2018 Pemkab. Kediri akanmengajukan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis (KLHS) kepada Pemprov. Jawa Timur, time line selesai validasi
dari Pemprov Jawa Timur tanggal 16 Agustus 2018;

e rekomendasi kesesuaian tata ruang dari Gubernur Jawa Timur dan Badan
Informasi Geospasial (BIG) terkait peta geospasial terdetail, time line tanggal
31 Agustus 2018;

e pengajuan rancangan perubahan Perda RTRW Kabupaten Kediri kepada
DPRD Kabupaten Kediri, time line tanggal 31 Agustus 2018;

Kementerian ATR/BPN akan mengeluarkan persetujuan substansi tata ruang
kepada Pemerintah Kabupaten Kediri untuk segera disampaikan kepada
Pemerintah Provinsi Jawa Timur (target tanggal 12 September 2018); mengingat
perubahan Perda harus dibahas bersama dalam sidang paripurna, Ketua DPRD
Kabupaten Kediri menargetkan perubahan Perda RTRW Kabupaten Kediri telah
mendapat persetujuan dewan untuk ditetapkan pada tanggal 22 Oktober 2018.

Kemenko Bidang Kemaritiman akan mengoordinasikan rapat lanjutan guna
percepatan pembangunan Bandar Udara Kediri, termasuk pembahasan wilayah
ruang udara dan kawasan keselamatan operasional penerbangan (KKOP)
dengan Kemenhub, TNI-AU, dan PT AirNav Indonesia serta Pemda Kabupaten
Kediri.

Dirjen Pengadaan Tanah, Kementerian ATR/BPN melalui surat Nomor:
2373/29.1-600/V111/2018 tanggal 27 Agustus 2018 kepada Kepala Kantor Wilayah
BPN Provinsi Jawa Timur, menyampaikan agar segera berkoordinasi dengan
Pemerintah Daerah dan Instansi terkait guna mempercepat langkah-langkah
pembangunan PSN dimaksud dengan mempedomani UU Nomor 2 Tahun 2012
tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan
selanjutnya untuk melaporkan perkembangannya kepada Menteri ATR/BPN.

Rapat di Kemenkomar tanggal 19 Oktober 2018 dipimpin oleh Menko Bidang
Kemaritiman dan Menteri Perhubungan (tindak lanjut rapat tanggal 12 Juli 2018 di
Kantor Bupati Kediri), diperoleh penjelasan sbb:
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a. Kementerian Perhubungan:

- Rencana Bandar Udara Kediri telah dimasukkan kedalam Review Tatanan
Kebandarudaraan Nasional;

b. PT AP | (Persero):

- 12 April 2018 Rekomendasi Kepala Staf TNl AU tentang Rekomendasi
Penggunaan Ruang Udara untuk Bandara Baru di Kab. Kediri (B/133/I\V/2018);

- 13 Aprii 2018 Bupati Kediri kepada Menteri ATR/BPN mengajukan
permohonan Pemanfaatan Ruang Pembangunan Bandar Udara di Kabupaten
Kediri (553.2/997/418.54/2018/DU-B);

- 4 Mei 2018 ljin Kelayakan Dirjen Perhubungan Udara perihal Izin Prinsip
Kelayakan Bandar Udara Baru di Kabupaten Kediri, Jawa Timur
(AU.101/2/5/DRJU.DBU-2018);

- AP | tanggal 4 Mei 2018 kepada Menteri Perhubungan menyampaikan Minat
Pengelolaan Bandara Kediri (AP.1.2841/KB.06/2018/DU-B);

- tanggal 3 September 2018 PT AP | bersama Direktorat Bandar Udara
melakukan kunjungan ke PT Surya Dhoho dalam rangka site vitsit dan
pembahasan draft Memorandum of Understanding (MoU).

c. Pemprov. Jawa Timur, menyampaikan beberapa hal yang harus dilengkapi
Pemkab. Kediri guna segera memperoleh Rekomendasi Gubernur, antara lain:

1) Pemkab Kediri agar Segera menyampaikan revisi RTRW Kab. Kediri sesuai
masukan dari Tim BKPRD Provinsi;

2) Untuk revisi RTRW menunggu rekomendasi dari BIG;

3) menyelesaikan validasi atas dokumen KLHS revisi RTRW Kab. Kediri dan
menyampaikan Berita Acara Kesepakatan pengajuan persetujuan substansi
antara Pemda Kabupaten dengan DPRD Kabupaten;

4) Pembahasan BKPRD Prov. Jawa Timur dalam pemberian rekomendasi
Gubernur tidak hanya menyangkut Pembangunan Bandar Udara Kediri
tetapi evaluasi dokumen secara menyeluruh agar substansi yang diatur
dalam dokumen Revisi RTRW Kab. Kediri sesuai dengan Permen ATR/BPN
Nomor 1 Tahun 2018, sehingga substansi dapat mengakomodir kebutuhan
pengembangan wilayah dalam 5 tahun kedepan (karena RTRW dapat
direvisi untuk 5 tahun);

d. PT Surya Dhoho (Investor/PT GG) menyampaikan:
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1) Kesesuaian dengan Tata Ruang (revisi Perda Tata Ruang Kab Kediri) dalam
proses persetujuan DPRD Kab. Kediri (RDP 9 Oktober 2018);

2) permohonan penetapan pemprakarsa KPBU telah disampaikan kepada
Menhub tanggal 21 Mei 2018;

3) Penyelesaian pengadaan lahan (Rumah, Sekolah, T. Bengkok, Tanah Non
Pajak, Fasum (Jalan, Sungai, Irigasi)) saat ini dalam proses akuisisi;

4) Penlok dan Rencana Induk Bandara (menunggu: Rekomendasi Bupati,
Rekomendasi Gubernur, Rencana Induk Nasional Bandara, Izin Penlok dan
Rencana Induk) saat ini sedang menunggu revisi RTRW;

5) lzin Lingkungan, AMDAL oleh Komisi AMDAL Pusat, Ka ANDAL dikirim ke
AMDAP Pusat tanggal 17 Oktober 2018.

2. Percepatan Operasional Dry Port dan konektivitas kereta api trase Sei Mangkei-
Pelabuhan Kuala Tanjung di Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei, Sumatera
Utara
a. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei ditetapkan melalui

melalui Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2012 pada tanggal 27 Februari

2012 dan merupakan KEK pertama di Indonesia yang telah diresmikan beroperasi

e e R

Gambar 12: Rapat Keordinasi di Polda Sumatera Utara pada 16 Juli 2018

oleh Presiden Joko Widodo pada 27 Januari 2015. KEK Sei Mangkei yang berlokasi
di Provinsi Sumatera Utara memiliki bisnis utama berupa industri kelapa sawit dan karet
dan difokuskan untuk menjadi pusat pengembangan industri kelapa sawit dan karet hilir
berskala besar dan berkualitas internasional.

b. KEK Sei Mangkei didukung dengan infrastruktur di dalam dan luar kawasan. Akses dari
KEK Sei Mangkei ke jalan lintas Sumatera kurang lebih 10 km, jarak ke Pelabuhan Kuala
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Tanjung kurang lebih 40 km dan jarak ke Bandara Internasional Kualanamu kurang lebih

110 km.

. Infrastruktur dalam kawasan yang menjadi daya tarik investor di sektor agro industri,

sebagai berikut:

» Tersedia pasokan listrik kapasitas 60 MW yang bersumber dari Gardu Induk di KEK,
dan direncanakan beroperasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas 250 MW pada 2018

o Tersedia pasokan air kapasitas 250 m®jam yang bersumber dari Sungai Bah
Tungguran, dan direncanakan beroperasi instalasi pengolahan air tahap |l
kapasitas 500 m?®jam pada Maret 2017.

o Tersedia pasokan gas sebesar 75 mmscfd yang bersumber dari Kilang Regasifikasi
Arun.

e Tersedia dryport kapasitas 5.300 TEUs/tahun

* Tersedia tangki timbun kapasitas 2 x 3.000 Ton (CPKO) dan 1 x 5.000 Ton (CPO)

+ Fasilitas lain yang tersedia adalah sarana persampahan, armada pemadam
kebakaran, pusat inovasi kelapa sawit, dan perumahan.

. Namun, dalam rentang waktu tersebut, KEK Sei Mangkei dirasa belum optimal dalam

pengoperasiannya, sehingga Kedeputian Bidang Kemaritiman Sekretariat Kabinet

menginisiasi penyelesaian percepatan operasional KEK Sei Mangkei, yang juga

sekaligus direncanakan untuk mendukung peresmian Pelabuhan Hub Internasional

Kuala Tanjung yang terintegrasi dengan KEK Sei Mangkei oleh Presiden pada bulan

Februari 2019, dengan fokus pembahasan pada konektivitas kereta api Sei Mangkei-

Pelabuhan Kuala Tanjung/Belawan dan Dry Port Sei Mangkei.

. Dalam rangka percepatan operasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei,

Sumatera Utara, yang telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah 29 Tahun 2012

dan sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional sebagaimana tercantum dalam

Peraturan Presiden 58 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis

Nasional, telah diselenggarakan rapat pembahasan di Sekretariat Kabinet tanggal 3 Juli

2018, yang dihadiri oleh pejabat eselon | Kemenko Bidang Perekonomian, Sekretaris

Dewan Nasional KEK, dan wakil-wakil dari Kementerian Perhubungan, Kementerian

Perindustrian, dan PT Perkebunan Nusantara Il (PTPN IIl).

. Rapat tersebut menyimpulkan dan menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1) PTPN Ill sebagai badan usaha pengelola KEK Sei Mangkei segera melengkapi
setiap persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan untuk proses
perizinan tersebut secara lengkap dan benar.

2) Sekretariat Dewan Nasional KEK melakukan pengendalian atas pemenuhan dan
penyampaian persyaratan untuk mendapat izin-izin tersebut dari Kementerian

28



Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Perhubungan Tahun 2018

Perhubungan, termasuk penyelesaian untuk pendirian badan usaha pengelola KEK
Sei Mangkei dan penuntasan pembangunan jalur kereta api KEK Sei Mangkei—
Pelabuhan Kuala Tanjung/Pelabuhan Belawan.

3) Kementerian Perhubungan segera menerbitkan izin pembangunan dan izin
pengoperasian terkait dry port Sei Mangkei setelah dokumen persyaratan
disampaikan secara lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

4) Kemenko Bidang Perekonomian melakukan pengendalian atas penyelesaian,
penerbitan izin-izin yang dibutuhkan dalam rangka pengoperasian dry port Sei
Mangkei oleh Kementerian Perhubungan.

5) Menko Bidang Perekonomian, Kementerian/Lembaga terkait, bersama dengan
Pemerintah Daerah Sumatera Utara, Polda Sumatera Utara, pihak TNI, dengan
difasilitasi Sekretariat Dewan Nasional KEK, akan mengoordinasikan penyelesaian
permasalahan terkait klaim lahan yang dilakukan oleh masyarakat pada 3 (tiga) titik
di wilayah yang dibangun trase kereta api KEK Sei Mangkei—Pelabuhan Kuala
Tanjung, dengan mendorong pemberian dukungan keamanan dari aparat penegak
hukum, yang akan dilaksanakan di Polda Sumatera Utara.

g. Beberapa progres tindak lanjut hasil kesepakatan rapat di Sekretariat Kabinet dan Polda
Sumatera Utara, yang telah tercapai antara lain:

1) Menko Bidang Perekonomian, Kementerian/Lembaga terkait, bersama dengan
Pemerintah Daerah Sumatera Utara, Polda Sumatera Utara, pihak TNI, dengan
difasilitasi Sekretariat Dewan Nasional KEK telah menyelenggarakan rapat pada
tanggal 16 Juli 2018 di Polda Sumatera Utara, yang menyepakati:

a. Jajaran Polda Sumatera Utara mendukung dan akan terus terlibat dalam
memberikan pengamanan dan pengawalan pada pembangunan jalur trase
Bandar Tinggi-Pelabuhan Hub Internasional Kuala Tanjung.

b. Dalam memberikan pengamanan dan pengawalan tersebut dilakukan secara
humanis dan preventif guna meminimalisir konflik di masyarakat dengan
mengedepankan hak-hak masyarakat secara komunikatif, yang melibatkan,
perangkat Pemerinah Daerah, tokoh masyarakat dan pemuka agama.

¢. Kementerian Perhubungan membangun jalur kereta api Bandar Tinggi-Pelabuhan
Hub Internasional Kuala Tanjung serta prasarana/sarana akan diselesaikan
dengan target 1 (satu) minggu.
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2) PT KAI Divisi Regional | Sumatera Utara telah melakukan ujicoba jalur kereta api
barang rute Bandar Tinggi, Batu Bara — Pelabuhan Kuala Tanjung dengan jarak
tempuh 1 jam, sepanjang 21,5 km , pada tanggal 10 Oktober 2018.

3) Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan izin pembangunan dan
pengoperasian dryport Sei Mangkei, dan sedang berproses saat ini penerbitan
International Port Code (ID Port) dan izin Badan Usaha Pelabuhan (BUP) dimana PT
Kinra sebagai operator dryport Sei Mangkei.

h. Presiden direncanakan akan meresmikan Pelabuhan Hub Internasional (PHI) Kuala
Tanjung dengan simulasi pengiriman ekspor kargo dari KEK Sei Mangkei yang
terintegrasi jalur kereta api Bandar Tinggi — PHI Kuala Tanjung, pada bulan Februari
2019.

1.2.1.2. Rekomendasi Kebijakan Persetujuan Atas Permohonan Izin Prakarsa dan Substansi
Rancangan PUU di Bidang Perhubungan

1. Reviu substansi antara Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2011 tentang
Penugasan Kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk Menyelenggarakan
Prasarana dan Sarana Kereta Api di Bandar Udara Soekarno-Hatta dan Jalur Lingkar
Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi dengan Perpres Nomor 56 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Gambar 13: Rapat Koordinasi di Ruang Rapat Seskab tanggal 31 Januari 2018

Dalam rangka percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional, Presiden telah
menetapkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan
Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden
Nomor 56 Tahun 2018. Jalur Lingkar Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek
Circular line) merupakan salah satu proyek yang termuat dalam lampiran Perpres tersebut.
Dalam pelaksanaanya diketahui bahwa proyek tersebut sebelumnya telah ditugaskan kepada
PT KAl melalui Perpres Nomor 83 Tahun 2011. Dalam pelaksanaannya diketahui terdapat
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permasalahan-permasalahan yang menghambat penyelesaian proyek. Terkait dengan

permasalahan tersebut Sekretariat Kabinet telah menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi

untuk membantu penyelesaiannya, diantaranya

a. rapat pada tanggal 31 Januari 2018 yang dihadiri wakil dari Kementerian Koordinator
Bidang Kemaritiman, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian
Perhubungan, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, BPKP, PT Kereta Api
Indonesia, dan PT Commuter Line. Rapat membahas rencana Badan Pengelola
Transportasi Jabodetabek (BPTJ) untuk membangun prasarana berupa jalur kereta api
melalui jalur lingkar (Circular Line/Loopline) Jabodetabek sebagaimana diamanatkan
Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017, akan tetapi tidak dapat dilaksanakan
dikarenakan terbentur kepada Perpres Nomor 83 Tahun 2011 yang diindikasikan memiliki
kesamaan pekerjaan. Dalam Perpres Nomor 83 Tahun 2011 disebutkan bahwa
pendanaan penyelenggaraan prasarana dan sarana perkeretaapian bersumber dari dan
diusahakan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan tidak bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah terkait.

Rapat menyepakati :

1) Direktorat Jenderal Perkeretapian, Kementerian Perhubungan dan BPTJ untuk
memeriksa kembali frase penugasan PT KAl (Persero) baik sebagaimana tertuang
dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2011 maupun dalam
Rencana Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Perkeretaapian yang disusun
oleh PT KAI (Persero), apakah mempunyai kesamaan dengan trase perencanaan
pembangunan /oopline yang disiapkan oleh BPTJ;

2) Untuk itu, PT KAI (Persero) agar segera menyampaikan dokumen perencanaan
prasarana dan sarana perkeretaapian yang telah disusun sebagaimana diamanatkan
dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2011 kepada Direktorat Jenderal
Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.

Hasil rapat tersebut telah disampaikan melalui surat Deputi Bidang Kemaritiman kepada
Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan nomor B.105/Maritim/2/2018 tanggal 15
Februari 2018.
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b. rapat pada tanggal 4 April 2018 yang dihadiri Kepala BPTJ, wakil dari Kementerian
Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Perhubungan, dan Komite Percepatan
Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP). Rapat membahas bahan rapat terbatas terkait
hasil evaluasi KPPIP terhadap 245 PSN, dan direncanakan akan mengurangi sebanyak 16
PSN termasuk Jabodetabek Circular Line.

Gambar 14: Suasana Rapat di Ruang Rapat Seskab tanggal 4 Aprif 2018

Dalam rapat disepakati bahwa penugasan PT KAl dalam Perpres 83 Tahun 2011, berbeda
trase dengan Circular Line dalam Perpres Nomor 58 Tahun 2017, BPTJ mengusulkan
untuk dilakukan perubahan nomenklatur dalam Perpres Nomor 58 Tahun 2017. Hasil rapat
tersebut telah dilaporkan Deputi Bidang Kemaritiman kepada Sekretaris Kabinet melalui
memorandum nomor M.124/Maritim/4/2018 tanggal 10 April 2018.

c. rapat koordinasi pada tanggal 23 Mei 2018 yang dihadiri wakil Kementerian Koordinator
Bidang Kemaritiman, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian
PPN/Bappenas, dan PT Kereta Commuter Indonesia. Rapat membahas duplikasi ruang
lingkup pelaksanaan kegiatan antara kegiatan Jabodetabek Railway Capacity
Enhancement Phase | (Pinjaman JICA No. IP-563) dengan penugasan PT KAI dalam
Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2011.
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Gambar 15: Suasana Rapat Koordinasi di Ruang Rapat Seskab tanggal 23 Mei 2018

Dalam rapat tersebut diperoleh hasil Ruang lingkup pekerjaan kegiatan Jabodetabek Railway
Capacity Enhancement Phase | (pinjaman JICA No. IP-563) tidak termasuk dalam ruang
lingkup penugasan PT KAI (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden
Nomor 83 Tahun 2011 dan mengingat jenis pekerjaan sipil yang meliputi persinyalan, ATP,
elektrifikasi dan lain-lain yang tertuang dalam dokumen  Studi Kelayakan Bisnis
Pengembangan Kereta Api Commuter Jabodetabek yang diajukan PT KAI (Persero) kepada
Menteri Perhubungan, saat ini masih dalam kajian dan belum diputuskan persetujuannya oleh
Menteri Perhubungan c.q Direktur Jenderal Perkeretaapian, ruang lingkup penugasan PT KA
(Persero) untuk hal tersebut, masih dapat dibahas dan disinkronkan dengan ruang lingkup
kegiatan Jabodetabek Railway Capacity Enhancement Phase 2 dan Phase 3, sehingga tidak
terjadi duplikasi.
Hasil rapat tersebut telah disampaikan melalui surat Deputi Bidang Kemaritiman kepada
Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor B-477/Maritim/5/2018 tanggal 28
Mei 2018.

2. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan dan
Pengoperasian Bandara Baru di Kabupaten Kulonprogo Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta

Bandara Internasional di Provinsi DI Yogyakarta merupakan salah satu proyek
pembangunan bandar udara baru, yang masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (Perpres
No 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana
telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018), dengan target
dapat beroperasi pada bulan April 2019. Keberadaan bandara internasional ini akan
membuka peluang potensi ekonomi, industri pariwisata dan investasi, mengingat bandar
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udara memiliki fungsi yang sangat vital dan menjadi katalisator perkembangan ekonomi

regional.

Presiden telah mengadakan Rapat Terbatas (Ratas) yakni pada tanggal 9 Mei 2016
dengan Arahan Presiden agar Menko Bidang Kemaritiman bersama Menteri terkait dan PT.
Angkasa Pura | (Persero) melakukan langkah-langkah penyelesaian kendala pembangunan
Bandara Kulon Progo dengan memperhatikan hal-hal;

a. Dirut PT AP | menghitung ulang pembangunan Bandara Kulon Progo dengan
memperhatikan masukan para menteri, seperti:

1) mematangkan business p/an, IRR dan Return on investment (Rol);

2) luas lahan bandara dapat diperkecil dari rencana semula;

3) pembayaran tanah untuk pembangunan Bandar Udara Kulon Progo dilakukan oleh

PTAPI;

4) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) harus tetap diurus;

5) persoalan yang disampaikan Gubernur DI Yogyakarta terkait penanganan relokasi

masyarakat agar dicarikan solusinya.

b. Setelah business plan dimatangkan dan internal rate of return (IRR) dirasakan sudah
cukup baik, Presiden akan membahasnya lebih lanjut dengan para menteri terkait dan
segera mengambil keputusan dalam rapat terbatas.

Presiden dalam Acara Babat Alas Nawung Kridha, Bandar Udara Internasional Yogyakarta
Baru, Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Presiden Republik Indonesia yang akan
dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 27 Januari 2017, menyampaikan antara lain :

a. Babat Alas Nawung Kridha Bandar udara Kulonprogo merupakan ritual dalam upaya
membuka, membersihkan, merapikan, dan menata lahan Pesisir Temon agar siap
didayagunakan sebagai lokasi pembangunan bandara baru;

b. pembangunanbandar udara sudah direncanakan sejak tujuh tahun lalu, namun baru
tahun ini terlaksana. Untuk memutuskan pembangunan bandara ini butuh keberanian,
karena keputusan yang diambil pasti mempunyai risiko. Oleh sebab itu, kalau tidak
diputuskan tidak akan selesai sampai kapan pun, sementara Bandara Adisutjipto
Yogyakarta sudah terlalu padat, di tahun 2016 ini saja sudah jumlah penumpang yang
menggunakan mencapai +7,2 juta penumpang padahal kapasitas bandara hanya +1,6
juta orang;

c. angkutan udara baik domestik maupun internasional semakin hari semakin meningkat,
hal ini mengingat Yogyakarta, bukan hanya sebagai kota pelajar tapi juga sebagai
daerah tujuan wisata, di samping daerah yang menjaga/memelihara nilai-nilai budaya
yang menjadi magnet wisatawan;
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d. Presiden berterima kasih kepada masyarakat Yogyakarta, khususnya masyarakat
warga Kecamatan Temon, yang berkorban memberikan lahannya untuk mendukung
pembangunan bandara yang ditargetkan selesai 2019;

€. pembangunan bandar udara harus dibarengi dengan pembangunan moda transportasi
lain agar terintegrasi seperti kereta api, jalan, termasuk jalan tol;

f. kita semua berharap agar pembangunan bandar udara ini segera dilaksanakan
pembangunannya, izin AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), dan
konstruksinya, sehingga apa yang disampaikan Menteri Perhubungan bahwa bandara
ini akan dapat beroperasi Maret 2019 dapat terlaksana, untuk itu pemerintah akan terus
memantau perkembangan pembangunan.

Telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2017 tentang Percepatan
Pembangunan dan Pengoperasian Bandara Baru di Kabupaten Kulonprogo Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta pada tanggal 23 Oktober 2017.

Perpres pada intinya memuat:

a. penugasan kepada PT Angkasa Pura | (Persero) untuk membangun dan
mengoperasikan Bandar Udara Baru di Kabupaten Kulonprogo Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta yang meliputi pendanaan, perencanaan teknis, pengadaan
tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, pengusahaan, dan pemeliharaan;

b. pendanaan dalam rangka penugasan pembangunan dan pengoperasian Bandar Udara
Baru di Kabupaten Kulonprogo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bersumber dan
diusahakan oleh PT Angkasa Pura | (Persero);

C. penugasan kepada Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan
Indonesia untuk menyediakan sarana dan prasarana serta pelayanan navigasi
penerbangan;

d. dukungan dari kementerian/lembaga terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan
penugasan PT Angkasa Pura | (Persero).

Sesuai Perpres No. 98 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan dan
Pengoperasian Bandar Udara Baru di Kabupaten Kulon progo Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta, target minimum operasi New Yogyakarla International Airport (NYIA)adalah
awal bulan April 2018.

Untuk progress saat ini pemasangan pagar batas lahan bandara di NYIA (100%),
pekerjaan persiapan (land clearing Galian Timbunan, Deep Soil DC, Deep Sail RIC) (98%),
dan pekerjaan pembangunan infrastruktur NYIA. Untuk target minimum operasi terdiri dari
pekerjaan : (Airside (Paralel taxiway, runway, taxi way apron, exit taxiway, holding, stopway,
rapid exit taxiway, runway and trip, RESA, dan apron mencapai 50%), Landside (bangunan
kargo dan EMPU, PKP-PK, sub PKP-PK, Gedung Administrasi, STP, Power Station, GWT &
Chiller Room, Terminal Penumpang mencapai 50% dan Gedung Parkir mencapai 50%).
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Target progress pada akhir Desember 2018 sebesar 50%, sedangkan untuk target progress
pada bulan April 2019 sebesar 90%.

PT. AP | (Persero) sudah

berkoordinasi dengan pihak  PT.

Pertamina (Persero) terkait positioning

dari main plot plain di apron dan pipa-pipa

| - pengisian sampai ke pesawat. Untuk

|” ~___ lahan sudah dipersiapkan PT. AP |

: (Persero) dan sudah siap dibangun. PT.

Pertamina (Persero) siap melayani

| kebutuhan bahan bakar pesawat di

bandara Iokasi New  Yogyakarta

International Airport (NYIA) pada bulan

April 2019, untuk depo permanen

. pertamina akan selesai dibangun dalam
& waktu 2 (dua) tahun.

Airnav bulan  Oktober 2018

melakukan tender untuk pembangunan

Gambar 16: Perﬁantouan Progres Pembangunan Bandara ioerdan gedung perkamoran R
Kulonprogo oleh Pit. Asdep Bidang Perhubungan lahan sudah siap digunakan.
Pembangunan tower Air Traffic Control
(ATC) dibutuhkan waktu sekitar 2-3 bulan sampai beroperasi, apabila AirNav tidak mampu
menyelesaikan pembangunan tower ATC tersebut, maka akan disiapkan mobile tower.
3. Pelabuhan dan Kawasan Industri Kuala Tanjung, Sumatera Utara

Pelabuhan dan Kawasan Industri Kuala Tanjung merupakan salah satu Proyek
Strategis Nasional berdasarkan Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan
Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres
Nomor 56 Tahun 2018 (Perpres PSN).

Berdasarkan hasil outline business case yang disusun KPPIP, proyek pengembangan
Pelabuhan dan Kawasan Industri Kuala Tanjung tersebut harus didesain secara terintegrasi
(bundling), guna menarik investor untuk mau berinvestasi pada proyek pengembangan
tersebut. Mengingat, pembangunan proyek pengembangan pelabuhan dimaksud menjadi
tidak feasible bilamana dibangun secara partial sendirian, sehingga perlu dibuat secara
bundling dengan kawasan industrinya, dan proses pembangunannya harus didukung
masterplan development dengan target ground breaking pada quartal kedua tahun 2019.

Pembangunan proyek pengembangan tersebut, direncanakan dibagi menjadi 4 (empat)
tahap, yaitu:
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a. Tahap |, pembangunan terminal mulfipurpose;

b. Tahap Il, pengembangan kawasan industri 3.000 Ha;

c. Tahap lll, pengembangan dedicated atau hub port; dan

d. Tahap IV, pengembangan kawasan industry terintegrasi.

Saat ini, telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 81Tahun 2018 tentang Percepatan
Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan dan Kawasan Industri Kuala Tanjung di
Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 18 September 2018.

Perpres tersebut diperlukan untuk:

a. Percepatan pembangunan dan pengoperasian Pelabuhan dan Kawasan
Industri di Kuala Tanjung.
b. Pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan pertumbuhan dan pemerataan

pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
pembangunan daerah.
Perpres pada intinya mengatur:

a. Penugasan Pemerintah kepada PT Pelindo | (Persero) untuk membangun dan
mengoperasikan Pelabuhan Kuala Tanjung; dan;

b. Penugasan Pemerintah kepada PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) dan PT
Pelindo | (Persero), untuk membangun, mengembangkan, dan mengelola Kawasan
Industri Kuala Tanjung.

c¢. Lingkup penugasan.

1) Pelabuhan Hub Internasional (PHI) Kuala Tanjung yang meliputi pendanaan,
perencanaan teknis, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian,
pengusahaan dan pemeliharaan.

2) Kawasan Industri Kuala Tanjung yang meliputi pendanaan, perencanaan teknis,
pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, pengusahaan dan

pemeliharaan.
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d. Kewajiban BUMN penerima penugasan untuk menyusun:
1) Dokumen perencanaan pembangunan dan pengoperasian PHI Kuala Tanjung;
2) Dokumen perencanaan pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan
Kawasan Industri Kuala Tanjung.
e. Kemitraan dengan badan usaha lain untuk pelaksanaan penugasan.
f. Sumber pendanaan atas pelaksanaan penugasan proyek Pelabuhan Hub
Internasional dan Kawasan Industri di Kuala Tanjung.

3.3.1.3. Rekomendasi Kebijakan Terkait Materi Sidang Kabinet, Rapat/Pertemuan yang
Dipimpin dan/atau Dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang
Perhubungan

Presiden dalam kunjungan kerja ke beberapa daerah pada periode Desember 2017,

menyampaikan janji dan arahan untuk penyelesaian beberapa program pemerintah di bidang
infrastruktur sektor transportasi sebagai berikut:

Tabel 8: Janji Presiden pada saatl Kunjungan Kerja ke Beberapa Daerah

No | KunjunganPresiden | Janji Presiden
Di Bidang Perkeretaapian

1 Boyolali, Provinsi Jawa Pembangunan Kereta Api Bandara Adi Soemarmo
Tengah (8 April 2017) akan selesai pada tahun 2018.

2 Lokasi Pembangunan Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api Bogor-
Jalur Ganda Kereta Api Sukabumi akan selesai tahun 2020, menggunakan
Bogor-Sukabumi (15 pola padat karya.

Desember 2017)
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Di Bidang Perhubungan Udara

Boyolali, Provinsi Jawa
Tengah (8 April 2017)

Pengembangan terminal Bandara Adi Soemarmo dari
seluas 13.000 menjadi 26.000 meter persegi dan
perpanjangan runway dari 2.600 menjadi 3.000 meter
harus selesai pada tahun 2018.

Pangkalan Udara TNI AU
Wiriadinata Kota
Tasikmalaya (10 Juni
2017)

Tahun 2017 perpanjangan runway Bandara
Wiriadinata menjadi 1.600 m.

SMP Negeri 7, Kabupaten
Jember (13 Agustus
2017)

Perluasan Bandara Jember agar diselesaikan pada
tahun 2019. Selain perluasan, bandara tersebut juga
diharapkan menjadi embarkasi haji.

Sela Kunjungan Kerja,
Semarang (9 Oktober
2017)

Proyek pengembangan Bandara Internasional Ahmad
Yani Semarang selesai akhir tahun 2018.

Bandar Udara
Internasional Silangit,
Kabupaten Tapanuli Utara
(24 November 2017)

Pemerintah akan memperpanjang runway Bandar
Udara Internasional S1ilangit dari 2.650 meter menjadi
3.000 meter.

Lokasi Pembangunan
Jalur Ganda Kereta Api
Bogor-Sukabumi (15

Pembangunan bandar udara di Sukabumi akan dimulai
tahun 2018 dan ditargetkan selesai tahun 2020.

Desember 2017)
Bandar Udara Nabire (20 | Bandar Udara Nabire
Desember 2017) 1. Pemerintah akan membangun terminal penumpang

seluas 8000 m2, dan akan dikembangkan menjadi
15.000 m2 tahap berikutnya.

2. Pembangunan bandara akan selesai paling lambat
tahun 2020.

Terminal Baru Bandara
Internasional Supadio (28
Desember 2017)

Terminal Baru Bandara Internasional Supadio agar
segera dimulai dan disiapkan dua runway dengan
mempertimbangkan lalu lintas dan traffic-nya.

Gedung Merdeka
Bandung (28 Desember
2017)

Pembangunan Bandara Kertajati akan selesai dan
digunakan pada pertengahan tahun 2018.

Di Bidang Perhubungan L

aut

Pelabuhan Yos Sudarso,
Ambon (9 Februari 2017)

Tahun 2018 Pemerintah akan menambah tujuh rute
dan 100 kapal untuk seluruh Indonesia, serta kapal
besar 1500 GT untuk Provinsi Maluku

Pelabuhan Nabire (21
Desember 2017)

Memperbaiki dan memperbesar Pelabuhan Nabire,
Papua, perluasan tersebut akan menjadikan
Pelabuhan Nabire sebagai pelabuhan penghubung

bagi enam kabupaten.

39




Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Perhubungan Tahun 2018

Untuk menindaklanjuti janji dan arahan tersebut, Sekretariat Kabinet pada tanggal 17 Januari
2018 telah menyelenggarakan rapat koordinasi yang dihadiri wakil dari Kementerian
Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian
PPN/Bappenas.
Rapat tersebut menyepakati:
1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman untuk mengoordinasikan penyelesaian
permasalahan yang menghambat pelaksanaan proyek-proyek tersebut, terutama terkait

P

dengan pengguaan dan pembebasan lahan;

2. Kementerian Perhubungan untuk segera mengimplementasikan penyelesaian proyek
yang telah masuk dalam program/kegiatan kementerian di TA 2018, dan akan
mengusulkan sebagian proyek sebagai Proyek Strategis Nasional;

3. Kementerian  Perencanaan  Pembangunan  Nasional/Badan  Perencanaan
Pembangunan Nasional akan segera mengoordinasikan antara kementerian/lembaga
guna membahas lebih lanjut janji Presiden tersebut, dalam Rencana Kerja Pemerintah
Tahun 2019 (untuk program kegiatan yang belum masuk dalam RKP 2018)

Sekretaris Kabinet kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman melalui surat
nomor B-46/Seskab/Maritim/2/2018 tanggal 2 Februari 2018 telah menyampaikan hasil rapat
tersebut dan agar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dapat mengoordinasikan tindak
lanjut penyelesaian janji dan arahan Presiden dimaksud, dan hasilnya dilaporkan kepada
Presiden.
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Tabel 9: Realisasi Anggaran Asdep Bidang Perhubungan Tahun 2018

Program/Kegiatan Pagu Anggaran ::;':::; Anigsaamn P:;:ee"
Penyusunan Rp. 533.288.000 | Rp. 531.758.026 | Rp.1.469.974 | 99,72%
Rekomendasi
Kebijakan di Bidang
Perhubungan
Penyusunan Rp. 28.972.000 | Rp. 28.890.400 Rp.81.600 99,71%
Rekomendasi terkait
Persetujuan

Permohonan Izin
Prakarsa dan RPUU di
Bidang Perhubungan
Penyiapan Rp. 7.800.000 Rp. 7.750.000 | Rp.50.000 99,35%
Rekomendasi terkait
Materi Sidang Kabinet,
Rapat atau Pertemuan
yang dipimpin dan/atau
dihadiri oleh Presiden
dan/atau Wakil
Presiden di Bidang
Perhubungan

Total Rp. §70.000.000 Rp. Rp. 1601.574 | 99,71%
568.398.426

3.5.1. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 10 menunjukkan akuntabilitas keuangan sasaran strategis Tahun 2018 ,dapat
dilihat bahwa dalam mencapai sasaran strategis, Asdep Bidang Perhubungan telah mampu
menghasilkan 296 berkas rekomendasi dengan penggunaan dana terealisasi sebesar Rp.
568.398.426,00 (99,71%) dari pagu revisi sebesar Rp.570.000.000,00. Artinya untuk
menghasilkan 1 berkas output dibutuhkan dana rata-rata sebesar Rp. 1.920.264,00 lebih
rendah dari target yang direncanakan, yaitu sebesar Rp.1.925.675,00,- sehingga mampu
menghemat Rp.5.411,00/output. Anggaran digunakan untuk jenis alokasi perjalanan dinas,

dan rapat koordinasi guna mengumpulkan data dan informasi yang lebih akurat.
Tabel 10: Akuntabilitas Keuangan Sasaran Strategis Tahun 2018

% Capaian Output | Output |Uraian | Satuan|  Target Realisasi
‘Rata-rata Capaian | Rekomendasi | Output | Berkas 296 296
Outputyang yang
disetujui: 100% | Berkualitas di | Input | Rupiah Rp. Rp.
' - 570.000.000,- | 568.398.426,-
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3.4. Penggunaan Aplikasi SITAP
Sesuai dengan amanat reformasi birokrasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi, Sekretariat Kabinet mengembangkan aplikasi sebagai
bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet sebagai manajemen cabinet
dengan menghadirkan aplikasi SITAP (Sistem Informasi Tindaklanjut Arahan Presiden).
Aplikasi ini dikembangkan secara mandiri oleh Sekretariat Kabinet dan digunakan bersama
Kementerian Koordinator untuk melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing KI/L.

Pada tahun 2018, telah dihasilkan beberapa input pada aplikasi SITAP terkait dengan
arahan Presiden baik pada Sidang Kabinet Paripurna maupun pada Rapat Terbatas sebanyak
47 masukan tindak lanjut arahan Presiden (sebagaimana terlihat pada Gambar 18). Tindak
lanjut dibawah koordinasi Asisten Deputi Bidang Perhubungan yang dikategorikan bidang
Perhubungan Udara sebanyak 23 tindak lanjut atau setara dengan 40% secara umum,
sedangkan untuk bidang Perhubungan Darat dan Perkeretaapian sebanyak 22 dan bidang
Perhubungan Laut sebanyak 12. Jika dilihat lebih detil, sebagian besar tindak lanjut arahan
Presiden tersebut, berhubungan dengan pembangunan proyek infrastruktur yang berfokus
untuk meningkatkan konektivitas sesuai dengan target dan sasaran RPJMN 2015-2019.

Gambar 18: Jumiah Isian SITAP Pada Masing-Masing Bidang Penanggungjawab

3.5. Realisasi Anggaran Asisten Deputi Bidang Perhubungan TA 2018

Penyerapan realisasi anggaran Asdep Bidang Perhubungan Tahun 2018 sebanyak Rp.
568.398.426,- (lima ratus enam puluh delapan juta tiga ratus sembilah puluh delapan
ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) dari pagu anggaran setelah revisi sebanyak
Rp.570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah). Adapun persentase penyerapan
anggaran pada Asdep Bidang Perhubungan sebesar 99,71 persen.
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Bidang Input | Rupiah | Rp.1.925.675,- | Rp.1.920.264, -
| Perhubungan | rata-

rata

per

output

1. Penghematan Dana = Rp 1.601.574,- (penghematan
anggaran)

2. Efisiensi = Rp.5.411,- Joutput

| 3. Efektivitas = % Capaian sasaran > % target dan efisiensi
(efektif)

3.6. Kendala dan Solusi

Dalam pencapaian kinerja Asisten Deputi Bidang Perhubungan Tahun 2018, masih
ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Kendala dan
permasalahan tersebut antara lain:

1. Belum optimalnya proses dan mekanisme koordinasi dengan Kementerian/Lembaga
mitra kerja, Pemerintah Daerah, dan stakeholder lain diluar pemerintahan
Pokok kendala tersebut, sering terjadi dalam komunikasi terkait permohonan data
dan informasi baik untuk penyiapan bahan Sidang Kabinet Paripurna, Rapat
Terbatas, kunjungan Presiden, maupun untuk audiensi Sekretaris Kabinet. Dalam
hal permintaan data, masih membutuhkan waktu dan birokrasi yang cukup memakan
waktu sedangkan ada time limif yang cukup kecil. Hal ini dapat diatasi jika sistem
koordinasi dan birokrasi sudah berjalan efektif dan efisien. Salah satu yang alternatif
solusi adalah dengan penggunaan sistem teknologi informasi. Dalam aplikasinya
adalah peluncuran aplikasi SITAP (Sitem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden).
Akan tetapi, penggunaan aplikasi SITAP masih belum optimal, dikarenakan belum
proaktifnya Kementerian Koordinator dalam melaporkan tindak lanjut arahan
Presiden tersebut. Disisi lain, dibutuhkan suatu portal terenkripsi, untuk mengunggah
data-data yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi.

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) secara kuantitas dalam melaksanakan
tugas dan fungsi yang bersifat substantif
Dalam penerimaan CPNS tahun 2018, Asisten Deputi Bidang Perhubungan
mendapatkan 2 (dua) orang CPNS dengan latar belakang Pendidikan ekonomi dan
hukum, yang kemudian ditempatkan di Bidang Perhubungan Darat dan
Perkeretaapian dan Bidang Perhubungan Udara. Dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi sehari-hari, 13 orang pejabat/pegawai/staf di lingkungan Asisten Deputi
Bidang Perhubungan masih belum mencukupi dengan beban kerja yang diterima.
Sehingga perlu dilakukan evaluasi bagi pengadaan CPNS tahun berikutnya agar
dapat ditempatkan sesuai dengan kebutuhan.
Dalam menghadapi kendala dan permasalahan tersebut, Asisten Deputi Bidang

Perhubungan telah melakukan beberapa hal, antara lain:

1. Memperbanyak dan memperluas jarring komunikasi dengan para stakeholder terkait

guna mempermudah permintaan data dan informasi. Komunikasi tidak hanya
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dilakukan oleh pejabat setingkat Asisten Deputi, akan tetapi juga dilakukan oleh
tingkat staf. Hal tersebut dilakukan agar, permohonan informasi tidak hanya Top to
Down tetapi juga Down to Top yang bertujuan untuk mempercepat respon dari
permohonan data dan informasi tersebut.

. Beberapa pelaksanaan tugas dan fungsi yang diberikan tidak mengikat pada
nomenklatur bidang, akan tetapi dibagi secara merata agar jumlah beban kerja dapat
merata di seluruh pejabat, pegawai, dan staf. Akan tetapi, tidak dipungkiri masih
dibutuhkan pengadaan staf tambahan untuk mengurangi beban kerja yang diterima
oleh Asisten Deputi Bidang Perhubungan.
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BAB IV PENUTUP

A.Simpulan

Penyusunan Laporan Kinerja (LK]) berdasarkan anggaran tahun 2018, secara lengkap
memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil (realisasi) baik output maupun
outcome. Capaian output dan oufcome untuk Asisten Deputi Bidang Perhubungan melebihi
target yang ditetapkan dalam Rincian Anggaran Biaya (RAB) Tahun 2018. Output atau
rekomendasi yang berkualitas yang dihasilkan oleh Asdep Bidang Perhubungan sebanyak
296 (dua ratussembilan puluh enam) rekomendasi, sementara outcome atau rekomendasi
yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman sebanyak 66 (enam puluh enam)
rekomendasi.

Adapun capaian realisasi anggaran terserap secara optimal sebanyak
Rp.568.398.426,00 (lima ratus enam puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan
ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) dari pagu anggaran Tahun 2018 sebanyak
Rp.570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) atau sebesar 99,71% dari pagu
anggaran yang di tetapkan pada tahun 2018.

B. Saran

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Asdep Bidang Perhubungan telah sesuai dengan
indikator kinerja. Namun,dalam penyusunannya, masih terdapat data dukung berupa surat
masuk dan surat keluar yang belum sistematis, sehingga dalam penyusunannya untuk
mencapai hasil yang maksimal, diperlukan data yang lengkap, akurat, dan tepat waktu agar
memudahkan penyusunan LKj dalam melakukan analisis yang lebih komprehensif.

Terkait dengan penyusunan LKj yang lebih baik untuk tahun berikutnya, agar data
yang diterima Deputi Bidang Kemaritiman sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh
Keasdepan di lingkungan Kedeputian Bidang Kemaritiman. Untuk itu, diperlukan sistem yang
terintegrasi dari TU Deputi Bidang Kemaritiman kepada para TU Asdep di lingkungan
Kedeputian Bidang Kemaritiman.
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LAMPIRAN
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SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

PERJANFAN KINERJA TAIIUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektl, transparan dan
akuntabet, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syafruddin, 8.H., M.H.
Jabatan @ Asisten Deputi Bidang Perhubungan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama . Satya Bhakti Parikesit, 3.H., M.M., LL.M,

Jabatan : Deputi Bidang Kemaritiman

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pikak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jewab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2018
Fihak Kedua, Pihak Pertama,
Deputi Bidang Kemaritima? Asisten Deputi Bidang Perhubungan

Y (e

Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M. Syafruddin, S.H., M.H.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2618
ASISTEN DEPUTI BIDANG PERHUBUNGAN

Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.

Deputi Bidang Kemaritiman

0 /

No. Sasaran Program/Kegialan Indilcator Kinerja Target
(1) (2} 3 “)

1 | Terwujudnya Rancangan Perserntase rancangan rekomendasi 100G
Rekomendasi Kebijakan yang atas rencana dan penyelenggaraan Persen
Berkualitas di Bidang pemerintahan di bidang
Perhubungan perhubungan yang disetizjui olch

Deputi Bidang Kemaritiman
Persentase rancangan rekomendasi 100
persetujuan atas permohonan izin Persen
prakarsa dan substansi rancangan
peraturan perundang-undangan di
bidang perhubungan yang disetujui
oleh Deputi Bidang Kemaritiman
Persentase rancangan rekomendasi 100
terkait materi sidang kabinet, rapat | Persen
atau pertemuan yang dipimpin
dan/atau dihadiri oleh Presiden
dan/atan Wakil Presiden di bidang
perhubungan yang disetujui oleh
Deputi Bidang Kemaritiman
I— -
Kegiatan Anggaran
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang
Perhubungan
1. Penyusunan rancangan rekomerdasi atas rencana dan Rp.677.425.000,-
penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perhubungan
2. Penyusunan rancangan rekomendasi persefujuan atas Rp.76.210.000,-
permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan
peraturan perundang-undangan di bidang Perhubungan
3. Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang Rp.196.365.000,-
kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau
dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang
Perhubungan
Total Anggaran Rp.950.000.000,-
Jalaria, Januari 2018
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

Asisten Deputi Bidang Perhubungan

/ L

(

Syafruddin, S.H., M.H.




CAPAIAN ASISTEN DEPUTI BIDANG PERHUBUNGAN BULAN JANUARI-MARET TAHUN 2018

NO TU DEPUTIS NO ASSSESMENT
Ne Parihod NO TU ASDEP TANGGAL KEPADA SURAT KELUAR KEPADA CAPAIAN TUsl BIDANG SUBBIDANG
Hasil Kajtan Pembangunan Koneddlvias Bandera Oonigan 714.{2017) 03/01/2018 i
Mar Porkotaan dan K; Sirategis Pariwisata .
Nasionat (KSPN} di Provinsi Jawa Barat dan Provinel Sumatara Deputi Bidang Perhubungan
1|Utara Kemaritiman QUTPUT IKK 1 Udara
Kandala Anggeran uniuk psngadean tanah jalur kereta api 1.{2018) 0af01/2018 1 Perhubungan
dutvai-BURM kayu kapor Deputi Bidang Darat dan
2 Kemaritiman OUTPUT IKK 1 {Parkeretaapian
_rpmvek Padal Karya di Lingkungan Kementerian Perhubungan 3(2018) 0470142013 1 Perhubungan
Depuri Bidang Darat dan Transportasi
3 _ Kemaritiman QUTPUT IKK 1 Perkeretaapian |Perkeretaaplan
Laponan Rapat pesidat pamt m jabur palay ban di 4.[2018) 04/01/2018 1
m::;mm;mg :;,wmmn wizata dan Deputl Bidang Perhubungan
4 lindusty; baru Kemaritiman QUTPUT IKK 1 Laut
Laj Rapat Pombel Py ) Jalur Kereta Api 24.{2018) 18/01/2018 1 Perhubungan
Lingkar Luar Jabodstabak {Ciroular Lina) Deputi Bidang Darat dan
5 Kemaritiman OUTPUT IKK 1 Perkeretaapian
[ |Penyampaian Bahan Repat Dengan PT Feli (Persero} 3242018 Deputi Bidang 1 |Perhubungan
& 22/01/2018|Kemaritiman QUTPUT IKX 1 Laut
Laparan Haelt Rapat Koondinasi Pandalaman dan Pembukaan 1342018) 1
Alur Pelayaran Barti di Selat Malaka, Pangémbangan Pulau
m::nd:\:;r%:: m: ;:,:u :x:r::ni'::gw Deputi Bidang Perhubuagan
7 22/014 2018 |Kemaritiman QUTPUT KK 1 Laut
 Hegiaian DED Loopline TA 2018 di BFTJ 36.12018) 23/01/2018 1 Perhubungan
Deputl Bidang Darat dan
] Kemaritiman OUTPUT IKK 1 Perkeretaapian
Permenhub Nomor 1 Tahun 2013 lonang Savage canifen | 2018 | 2012018 e pidang T [Perhubungan
9|Peketinan Bavah Air tgl 1B Januaij 2018 Kemaritiman QUTPUT IXK 1 Laut
Laporan Tinfauen Lapangan dan Pembah Usudan R 4342018} 25/01/2018 i Perbubungan
Pangamhangan Kawasan Watii Deputi Bidang Darat dan
10 Kemaritiman QUTPUT IKK 1 Perkeretaapian
[ [Penyampatan Naskah Urdangan Rapat Pembahasan Jaiur 5212018 29/01/2018 Kemenkemar, 1
Lingkar Luar Jabodetabek {Circular Ling) BPKP,
Kemenkoekon,
Kemenhub,
Kemenkeu,
KemenBUMN,
KemenPPN/Bapp Perhubungan
Deputi Bidang enas, PT, KAl PT, Darat dan
11 Kemaritirman B-63/Maritim/I/ 2018 KACLL, BPT) OUTCOME IKK 1 Perkeretagpian
Permohonan Parsaiujuan Pambangunan Gedufy Pelayanan 5342018} 29/01/2018 |Deputi Bidang Deputi fidang 1 Perhubungan
1p|Wassbatan Penacbangan ] Kemaritiman M-29/Maritim/1/2018| Polfukam QUTCOME JKK i Udara
Habuluhan Anggaran untuk Lompatan Kesslarmatan Publik, 61.{2013) 29/01/2018 1
Penerbangan. dan Infrastrulur Deputi Bidang  perhubungan
13 Kemaritiman M-34/Maritim/1/2018|Seskab QUTCOME IKK 1 tidara
Laparan Hesll Rapal Koordinasi Rancangan Remzana Karja 62.|2018} 30/01/2018 |Deput! Bidang 1 Perhubungan
14{Pemerintab Tahun 2019 SeMor Transpariaal Laut Kemaritiman QUTPUT IKK 1 Laut




Naskah sural panyampaian heail rapat pambahasen jalur 64.{2018) 3170172018 Perhubungan
lingkar lust |abodetabek (girmuiar lina) Deputi Bidang Darat dan
15 {kemaritiman OUTPUT IKK 1 Perkeretaaptan
Laporan Akei Unjuk Rasa Pangemud] TakslOnline pada tanggal 65.{2018) 2170173018 Perhubungan
28 Januari 201 Deputi Bidang Darat dan
16 Kemarktiman OUTPUT IKK 1 Perkeretaapian
Py honan Panst R: Parpres tentang Rencana 11.(2018) 11/01/2018 Perhubungan
Induk Transportasi Jabodetabek TA 2017-2028 (Rparpres RITJ) Deputi Bidang Darat dan
17 Kemaritiman 8-15/Maritim/1/2018}Seskab OUTCOME IKK 2 Petkerstaapian
Pambal fi i rogulae) perizi tindak 54.(2018) 29/01/2018 |Deputi Bidang Perhubungan
1g|!Rnil Perpres 81 Fahun 2017 Kemaritiman DUTPUT KK 2 Laut
Laporan Rapat TindakLanjul Penyolesalan Sengkels Laban S8.(2018) 29/01/2018
Kebenharfo, Semarang dan Pambahasan Perubshan Parpros Perhubungan
Momor 58/2017 tantang Penanganan Dampak Sostal o
Kamasyarakaton dalam Rangka Panyadiaan Tarah Uniuk Deputi Bidang arat dan
19 | Prayek Strategis Nacional IKemaritiman OUTPUT (KK 2 Perkeretaapian
Laporan Rapat FErubahan Keppres 12 Tahun 2008 fig Panitia 60.{2018) 294012018
Nesioral Pangangkstan dan PFamanfoatan Banda ASal Muatan
7
Kapal Tenuge&am dm PErubahm PE;T:: :zz,‘;;ﬂm Deputi 8idang Perhubungan
20 Kemaritiman QUTPUT IKK 2 Lawi
|Pe"wmpm" da: Undangan rapet e d'ghmi T:wk 12.{2018) 12/01/2018 Deputi Bidang Perhubungan
21|perh- Kemartiman OUTPUT IKK 2 Udara
Penyampaian Behan Prasantasi Rapat Pembahasan Tindak 16.(2018) 16/01/2018 [Deputi Bidang Perhubungan
5 |Lanjut Kunjungen Kerja Presiden 4 Bidang Perhubungan il(emaritiman OUTPUT IKK 3 Udara
T e P o S o | 510081 | BIOVATE et g
23 |Kartajai) Majalengka - Provinsi Jowa Barat Kemaritiman M-31/Maritim/i/2018]{Seskab CUTCOME IKK 3 Udara
Laporan Repet Tindaklanjit Janji Presiden pada Saat 14 42018) 2370172018 Perhubungan
Kunjurgar, Kerfa ke Beberapa Daerh Deputi Bidang Darat dan
24 _ Kemaritiman M-35/Maritim/1/2018| Seskab QUTL{OME IKK 3 Perkeretaapian
R AcaraHegiatan K ian Perhubungan Tahun 35.(2018) 23/01/2018 [Depurti Bidang Perhubungan
252018 yang perlu dihadii presiden Kemaritiman QUTPUT IKK 3 Udara
Panyampakan Bahan Rencana Kegiatan Kementorian 42,{201R) 257012018 Perhubungan
7|Pertubungan Tahun 2018 yang pariu Ditedirl Preciden Asdep ESDM QUTPUT IKK 3 Udara
Laporan Hewil Partemuan Dengan PT Peini Membahes 50.(2018) 25/01/2018 |Deputi Bidang Perhubungan
yy|Petaksanan Tot Laut |kemaritiman B-86/Maritim/2/2013]K/L QUTCOME IKK 3 Laut
Laporan Hasil Rapat Koordinasl Rancangan Rencana kerja 71.(2018) 05/02/2018 \Deputi Bidang Perhubungan
2g|Pemerirtab Tahun 218 Sektar Tranaportasi Udara Kemarftiman QUTPUT IKK 1 Udara
Laporan Manghadir Reapat Pembahaszan Todak Lanjut Rakor 77.(2018 070272018
Padataman dan Pembukaan Alur Pelayaran bani d Selat (2018) 102 Deputi Bidang Perhwbungan
29 |Msiuka Kemaritiman OUTPUT IKK 1 Laut
Laporan Rapat tentang lndakian)ut pembangunan LRT 78.{2018) 07024218 Perfwbungan
Jabodebek Deputi Bldang Darat dan
30 Kemaritiman QUTPUT IKK 1 Perkeretaapian
Laporan Rapat Fermohonan Perselujuan Pembangunan 25.{2018) 12/02/2018 |Deputi Bidang Perhubungan
31|Gedung Pelayarman Kesahatan Penamangan Kemaritiman OUTPUT IKK 1 Udara
Laporan Hesil Rapat Keordinasi Harmonisesi RPP 100.(2018} 2070212018
Pemberdayasn Indusir dan RFs1pres Pemanisusn i Bid Perhub
Imptementasi Panggunaan Froduks! Calem Meger di Deputi Bidang erhubungan
32 |Komanderian Koordinator Bidang Kemarilsan Kemaritiman DUTPUT KK 1 Udara
Laporan Perkaib Pemt LRT S Sel 111.(2018} 22/02/2018 Perhubungan
Deputi Bidang Darat dan
33 Kemaritiman QUTPUT IXK 1 Perkeretaapian




Laporan Kegiatan Par dan Raker Pembanguaun Jelur 114,{2018) 26/02{2018 Perhubungan
KA. Tabing Tinggi-kuale Tanjung Deputt Bidang Darat dan
34 Kemarltiman QUTPUT IKX 1 Perkeretaapian
[Bahan Rapal Koordinasi Peningkatan Penggunaah Produksi 116.[2018 7 018
Duhaivi Nagatt din TKDN di Kementerian Koonfinator Bldang (2018] e Deputf Bldang Perhubungan
35 |kemartiman tanggal 27 Februari 2018 Kemaritiman QUTPUT IKK, 1 Udara
Laporan Hesil Rapat Koordinasi Peningotan Penggunasn 11942018 18f02/2018 e
Produksi Datam Negori den Tingkel Kartungan Geiam Neger, {2018) Deputi Bidang |Peraubungan
3&|di Kemeniesian Koordinator Brdang Kamarkiman Kemariman OUTPUT IKK 1 tidara
Usulan Tambahan Peralaian Datem fangka f ) 67.(2018) 02/02/2018
Keglatan TRhe Annuat Mentings of ldemational Monetary Fund
land World Bank Group {IMFOWEG) di Bali paa bulan Ckinber Deputi Bidang Perhubungan
372018 Kemaritiman DUTPUT IKK 1 Udara
{Parmal Usulan Sabagal Lembage P sa Relifikasi 70.(2018) 05/02/2018
|Frotoco! to Imp t 1he ninth package of i on alr )
HranEpoor senicas under the asean InEmwork agreement on Deputi Bidang Perhubungan
38 mervices Kemarftiman OUTPUT IKK 1 Udara
.:Lspnrm Rapal letitang Status Tanah Kwarlir Nesiona! Garakan g7.(2018} 12/02/2018 Perhubungan
Pramuka Deputi Bidang Darat dan
39 Kemarjtiman OUTPUT IKK 1 Perkeretaapian
Surat Duta Bewur India unhuk Indonesta kepada Sekrelarie 101{2018) 20/02/2018 |Geput] Bidang {Perhubungan
a0 Katiinet Kernaritiman OUTPUT KK 1 Udara
Bahan Pointers Sekrelarie Kabinet Sengenai Pengangkutan 102.{2018) 20/02/2018 |Deputi Bidang Perhubungan
41| Kawal Barang Ekspor lmpar Kemaritiman 493)Seskab QUTCOME IKK 1 Laut
Panyampaian Dukungan Pembartakuan Perizinen Law Lintas 108.{2018) 20/02/2018 |Deputi Bidang Perhuhungan
42}endaraan (Road Tax) df Pos Lintas Batas Negera Aduk Kemaritiman QUTPUT IKK 1 Laut
Laparen Menteri Parhubungan Menghadin Singapore Avition 110.42018) 22/02/2018 |Geputi Bidang Perhubungan
438 P Summil and 2018 di Slngapura Kemaritiman QUTPUT IKK 1 Udara
Tindak kanjut rancangan parpres tantang penggunaan barsarma $4.(2018) 08/02/2018 |Deputi Bidang Perhubungan
g4|Pendar udara , pangkalan udara dan ruang udam Kemaritiman OUTPUT IKK 2 Udara
Laporan Penanganan Unjuk Rasa Terkalt Panolakan PM 108 85.[2018 090242018
Tatun 2017 tantang Peryelanggersan Anglastan Orang dengan (2015} /02?2 Deputi Bidang Perhubungan
45| Karrdaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayak Kemaritiman QUTPUT IKK 2 Udara
jLaparan Menghadird Rapal Pembahasan Tindsk Langud Rapat 59.(2018} 12/02/2018
[Parmbabasan Revisi Peral Menteri Pert gan PM 71
Tahun 2013 tentang Sabrage dan‘slau Pakerdsan Bawah Air Ceputl Bidang Perhubungan
AE[ta | 12 Februar 2018 Kemaritiman QUTPUT IKK 2 Laut
Rancangan Insindei Presiden Tentang Peningleatan Peran 112 {2018) 22/02/2018
Criorites. Pelabuban Ltama Cralam Manfamin Ketancaran Arus
Barang 4l Pelabuharn Belawan idedan, Pelabuhan Tenjung
Priok Jalarta, Pefabuhan Tanjung Perak Surabays, dan Ceputl Bidang Perhubungan
47 [Petakihan Makassar Kemaritiman 531|Seskab QUTCOME IKK 2 Laut
Parmahonah Penetapan Peraturan Prasiden fenang 120.{2018) 28/02/2018 Menko Bid.
tPenpecahan Parmalujuan Bikaterel Anghulan Udara antara Kemaritiman
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik tsiam i '
lran Menteri Luar
Negeri dan
Deputi Bidang Mentet| Perhubungan
A8 Kemaritiman 590] Perhubungan OUTCOME KK 2 Udara
Laporan Rapal Pambahasan Evaluasi Program Tol Laul dan £8.(2018} 12/02/2018 |Deputi Bidang Perhubungan
4g{inal Perirtle Kemaritiman OUTPUT iK 3 Laut
TPeryampaian Baban Rapsi Partermuan Presiden Rl dengan 115.{2018) 27f02/2018 |Deputi Bidang Perhubuagan
gj Cubemur Kaputauan Riau Kemaritiman 553/M-221|5eskab-Presiden JOUTCOME IKK 3 Udara
Laporan Kunjungan Kerja Fresidan ke Republik Sosialls 92.(2018) 13/02/2018 Perhubungan
jDemokraith Srl Langha Deputl Bidang Drarat dan
51 Kemaritiman QOUTPUT IKK 3 Perkeretaapian




[Permahecnan Audensi Rep tative Director, Prasidant and

99.(2018) 20/02/2018 Perhubungan
Chief Executive Officer Mitsui dan CO., LTD, dengan Presiden Deputi Bidang Darat dan
52 Kemaritiman 500/M-203|Seskab-Fresiden |OUTCOME IKK 3 Perkeretaaplan
Laporan Perkembangan Pembangunan Jalur Kereta Api Menuju 125.{2018) 0&/03/2018 Perhubungan
Bandar Udara Internasional Adi Sumarmao Deputi Bidang Darat dan
53 Kemaritiman OUTPUT IKK 1 Perkeretaapian
Laporan Dewan Ketahanan Nasional kepada Presiden 127.(2018) 06/03/2018
inerationa Arpa (WA di Kelonprogo Provini Dacrah Deputi Bidang Perhubungan
54 |Isfimewah Yogyakaria Kemaritiman 690|Seskab OUTCOME IKK 1 Udara
mﬁiﬂiﬁﬁ:xﬁnﬁ:ﬁeﬁﬁnﬁa’:ﬁ:ﬂmﬂﬁ:&n 1374208} 08/03/2018 Deputi Bidang Perhubungan
55 [Anambas Kemaritiman DUTPUT IKK 1 Laut
Laporan rapat lerkail taksi online 147.(2018) 14/03/2018 Perhubungan
Deputi Bidang Darat dan
56 Kemaritiman QUTPUT IKK 1 Perkeretaapian
| [Sural Perkenalan Securipor LLG 165.{2018) 21/03/2018 |Deputi Bidang Perhubungan
57 Kemaritiman 834|Seskab-Menhub |QUTCOME IKK 1 Udara
Laporan hasil rapat koordinasi pengelolaan kawasan perairan 187.(2018) 29/03/2018 |Deputi Bidang Perhubungan
| e Kemaritiman OUTPUT IKK 1 Laut
Laporan Menghadiri Rapat Koordinasi dan Pembentukan 130.(2018) 07/03/2018 |Deputi Bidang Perhubungan
gg|f*stompok Retja Pelayarsn Rakyat Kemaritiman OUTPUT IKK 1 Laut
i s o T | 08| RS ey ing
60| Ketahanan Nasional Kemaritiman QUTPUT IKK 1 Udara
e et SO ks ) | VD pepuu arg
61|di Indonesla Kemaritiman 785|Seskah OUTCOME IKK 1 Udara
Permohonan Rapat Dengar Pendapat Marin Nusantara 163.(2018) 21/03/2018 |Deputi Bidang Perhubungan
62 Kemaritiman OUTPUT IKK 1 Laut




o R b SR R B e | 168 {2038) | 23/0872010 |DeputiBdang Perhubungan
63 |Anambas Kemaritiman OUTPUT IKK 1 Laut
Psrrvampwan Hasil Kajian Terhadap Pengaturan 173.(2018) 22/03/2018 Perhubungan
Onlme Sistem Elakironik di Sektor Transporiasi Deputi Bidang Darat dan
B4 Kemaritiman OUTPUT IKK 1 Perkeretaapian
Percepatan Realignment Singapore Flight Infarmation Region 183.(2018) 28/03/2018 |DeputiBidang Perhubungan
;:If“‘} Kemaritiman OUTPUT IKK 1 Udara
P e orat | LZ-2018] | O5/03/2008 | pcpuridang
66 |PIDN) Kemaritiman OUTPUT IKK 2 Udara
:mf_':;m::f;;xf%;;;?‘rﬁ;::mo o]  LBH2038) 20/03/2018 | papyti Bidang Perhubungan
67 |{Convention on International Civil Avialion Pasal 50 dan 56 Kemaritiman QUTPUT IKK 2 Udara
Laporan Rapal Tentang Pelaksanaan Reformasi Regulasi 184.(2018) 29/03/2018 |DeputiBidang Perhubungan
g [(<arnentarian Parhubungan Kemaritiman QUTPUT IKK 2 Udara
g A e 41 e 21 g oo | 0B | BURREE Sesrudungan
Anghutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak Deputi Bidang Darat dan
;migalam trayek (Taksi Onling) Kemaritiman QUTPUT IKK 2 Perkeretaapian
Pm;:empuian Barkas dan Maskah Asli 2 (dua) Paraturan 126.(2018) 06/03/2018 |Deputi Bidang Perhubu ngan
F0]Fresiden Kemaritiman OUTPUT IKK 2 Udara
Laporan Menghadiri Rapat Pembat Rancangan Instruksi 131.(2018) 07/03/2018 |DeputiBidang Perhubungan
71 Presiden Tentang Penguatan Peran Otoritas Pelabuhan Kemaritiman OUTPUT IKK 2 Larit
oy I:'anlngkal"an ::.r;;::;n Produk DTQZ'.:"ﬂeLifn (Tim T 09/03/2018 | peputi Bidang Perhubungan
72 |Nasional PIDN) Kemaritiman OUTPUT IKK 2 Udara
Penyampaian l-gﬂ Rapal _Permohoknan -pempi?nm M 151.(2018) 16/03/2018 |Asisten Deputi
Baiel Kesehalan Pslr‘;grbang;;n Gt KNy Hubum;
HAM, dan
Aparatur
Negara, Deputi
Bidang Perhubungan
73 Polhukam OUTPUT IKK 2 Udara
Tim Nasional Poninghatan Panggunan Produk Daiam Negeri | ~c0\2018) | 21/03/2018 peputi pidang Perhubungan
74 |(RKP Timnas P3DN) Kemaritiman OUTPUT IKK 2 Udara
Laporan Rapat Koordinasi Gerai Maritim Pemanfaatan Tol Laut 136(2018) 08/03/2018 |DeputiBidang Perhubungan
75 di Bal, Tanggal 1 Maret 2018 Kemaritiman OUTPUT IKK 3 Laut
ey Baschrs Kikagrogs, Frovnl Darch il 00081 || 22/OS/20B: [negunsmduy Perhubungan
76 Yogyakaria Kemaritiman OUTPUT IKK 3 Udara
Laporan Rapat dan Kunjungan Pelaksanaan Program Tol 191.(2018) 29/03/2018 |DeputiBidang Perhubungan
77|Laut di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Kemaritiman OUTPUT IKK 3 Laut
Persiapan Angkutan Lebaran Tahun 2018/1439H 157.({2018) 19/03/2018 Perhubungan
Deputi Bidang Darat dan
78 Kemaritiman 775|Seskab OUTCOME IKK 3 Perkeretaapian
Daftar Kegiatan Kementerian Perhubungan Yang 164.(2018) 21/03/2018 Deputi Bidang Perhubungan
Diusulkan Untuk Dapat Diresmikan Oleh Presiden di Deputi Bidang Dukungan Kerja Darat dan
79 |Provinsi Jawa Timur Kemaritiman 93.(2018)|Kabinet OUTCOME IKK 3 Perkeretaapian
Usulan Rapat Terbatas Mengenal Antisipasi Mudik 171.(2018) 22/03/2018 Perhubungan
Lebaran Tahun 2018 Deputi Bidang Darat dan
80 Kemaritiman 805/M-334|Seskab-Presiden |OUTCOME IKK 3 |Perkeretaapian




CAPAIAN ASISTEN DEPUTI BIDANG PERHUBLINGAN BULAN APRIL-JUNI TAHUN 2018

NO TU DEPUTI{ NO ASSSESMENT
No Parihal NQ TU ASDEP TANGGAL KEPADA SURAT KELUAR KEPADA CAPAIAN TUSI BIDANG SUBBIDANG
_Ferrnohonanipembangu:::s W?m ;a;nhah? per:ihu 209.(2018) £5/04/2018 1 Kenavigasian,
“K:':‘:;mm ’S“mi Tmra perairan Deputi-BIdang Perhubungan  |Lalulintas, dan
1 |Kemaritiman 938{Seskab QOUTCOME (KK 1 Laut Angkutan Laut
Laporan perkembangan pembangunan MRT Jalarta 248,(2018) 17/04/2018 1 Perhubungan
Deputi Bidang Darat dan
2 jKemaritiman OUTPUT IKK 1 Perkeretaaplan
Laporan hasil rapat pembahasan rencana pengembangan 241.(2018) 13/04/2018 1 Kenavigasian,
Pelabuhan Hub Internasionai Btung Deputi Bidang Perhubungan  |Lalu lintas, dan
3 |Kemaritiman OUTPUT IKK 1 Laut Angkutan Laut
Somasi pembayaran eswa sebidang tanah di stasiun Padang 229.,(2018) 11/04/2018 1 Perhubungan
Panjang yang belum dibayar Deputi Bidang Darat dan
4 Kemaritiman CQUTPUT IKK 1 Perkeretaapian
Tindak lanjut optimalisasi program tof dalam lingkup 219.(2018) 15/04/2018 1 Kenavigasian,
cperasional Pelatuhan Tanjung Perak Beputi Bidang Perhubungan  |Lalu lintas, dan
5 |Kemaritiman OUTPUT KK 1 Lgut Angkutan Laut
Laporan menghadiri rapat penylapan subetane! intarvensi 217.(2018) 03/D4/2018 1 Kenavigasian,
m&“ﬁ%rx}‘:’mgﬁ (Kaferens Tingkat Tinggi Deputl Bidang Perhubungan Lalu lintas, dan
6 Kemaritiman OUTPUT KK ¥ Laut Angkutan Laut
Laporan hasll rapat svaluast Proyek Sirstegie Nasional 212.(2018) 060472018 1 Kenavigasian,
'm:b“h‘" Hub Intemacional Bitung dan Jabodetabak Circular Deputi Bidang Menko Ekonami, Perhubungan  |Lalu lintas, dan
7 Kemaritiman 963)Menhub QUTCOME KK 1 Laut Angkutan Laut
Laporan menghadid seminar penyusunan kelembagaan 198.(2018) 03/04/2018 1 Kenavigaslan,
penjagaan laut dan pantal (Sea and Coast Guard) Deputl Bidang |Perhubungar  |Lalu lintas, dan
8 Kemaritiman OUTPUT IKK 1 Laut Ang_kutan Laut
Laperan hasil rapat dan kunjungan lapangan pelaksanaan 155.{2018) 03/04/2018 3 Kenawvigasian,
prograrm tol faut di pelabuhan Tanjung Perzk, Surabaya Deputi Bidang |Perhubungan Lalu lintas, dan
9 Kemaritiman OUTPUT IKK 1 Laut Angkutan Laut
Laparan Menghadii Fosus Group Discussion (FGD; Belling 254.(2018) 15/04/2018 |Deputi Bldang 1 Perhubungan
1| Convention 2010, di Daerah letimewa Yogyakarta Kemarltiman DUTPUT KK 1 Udara
Feryampalan metriks usulan pembangunan sarana dan 244.(2018) 13/04/2018 1 |Kenavigasian,
prasarana perhubungan 2018 yang dapat diregmikan presiden Keamanan,
Kelaikan dan
Astlep Bidang Perhubungan Pengoperasian
11 ESDM OUTPUT IKK 1 Udara Penerbangan
I;gp;:rfﬁapabla koordinaei usulu;anwnteri pem:!:hm:n untuk 242.{2018) 13/04/2018 1 Kenavigasian,
N pembangnan samna can prasarana parnubungan Deputi Bidang Perhubungan  |Lalu lintas, dan
42|20 2018 yang dapat dtesmikan Presiden Kemaritiman OUTPUT IKK 1 Laut Angkutan Laut
Usutan Perubahan Proyek Strategis Nasional (PSM) Seldor 22542018} 1170472018 1 Perhubungan
Tremsportast Deputi Bidang Darat dan Transpertasi
33 Kemaritiman 998|Seskab OUTCOME IKK 1 Perkeretaaplan |Darat
Laporan Rapat Pembahasan Evaluasi Proyek Strategis 216.{2018) 05/04/2012 [Deputi Bidang 1 Perhubungan
14|Nasional Sektor Traneportast Kemarltiman OUTPUT IKK 1 Udara




Laparan Hasll Rapat Koordinael Rangkakan Peringatan Heri 213.{2018) 06/04/2018 |Deputi Bidang Perhubungan
15 Kensumen Naelonal Kemaritiman OUTPUT IKK 1 Udara
fPenyampalan Barran Pengarahan Seskad pada 207.{2018) 05/04/2018 Perhubungan
RAKORBIDNAS [il Kemaritiman PDI Perfjuangan Deputi Bidang Darat dan Transportast
16 Kemaritiman 942|Seskab QUTCOME 1KK 1 Perkeretaapian |Darat
Laporan menghadiri acara maritime talk ancaman dan peluang 196.{2018) D3/04/2018 Kenavigasian,
delam menyangsang poros maritim duria Deputi Bidang Perhubungan  |Lalufintas, dan
17 [ - Kemaritiman QUTPUT KK 1 Laut Angkutan Laut
Parsefujuan izin prakarsa ratifikasi penyusunan rancangan 205.{2018) D4/04/2018 |Deputi Bidang Perhubungan
1| Perpres tentang Pengesahan Parsetujuan Anglutan Udara Kemaritiman, OUTPUT JKK 2 Udara
Laporan Manghadint Rapat Pembahasan Ratiflkas! Perjanjian 249.(2018 18/04/2018 .
Huburgan Udara Ri-Argentina dan Ri-Papus Nugird di (2018) 8/04/ Deputi bidang Perhubungan
19 Sarpon&_'fangﬁel _ Kemaritiman QUTPUT KK 2 Udara
Laporen Rapat Pambahaean Pengaturan Perusahaan Aplikasi 247.{2018) 17/04/2018 Perhubungan
eabagal Perusahaan Transportast Deputi Bidang Darat dan Transportasi
20 Kemaritiman QUTPUT IKK 2 |Perkereteapian | Darat
Laporan mengenal penylapan rencanpan kepuiusan presiden 245.{2018) 17/04/2018 Kenavigasian,
tentang Tim Naelonal Peningkatan Penggunaan Produks| ¥eamanan
Dalarn Neged (Timnas PIDN) ,
Kelaikan dan
Deputi Bidang Perhubungan Pengoperasian
21 |Kemaritiman OUTPUT IKK 2 Udara Penerbangan
Rancangan Peraturan Presiden tentang Per han
Parsciujuan Bilataral Angladan Udara antara Pemerintah RI 235.2018) 12/04/2018 IDEP‘-'“ Bidang Perhubungan
22]dan Pemsrintah Republik |siam Iran Kemaritiman OUTPUT IKK 2 dara
|Laporan Hasll Rapst Koordinasi Pembahasan Rancangan 234.(2018) 11/04/2018
Pergivran Presiden mengenai Penugasan PT Pelindo | Kenavigaslan
{Persero} dan PT Indonesia Asahan Afuminium (Persero) . ’
untuk pengembangan pelabuhan: dan kawassn industr kuala Daputi Bidang Perhubungan Lalu lintas, dan
23 ]tanjung Kemaritiman QUTPUT IKK 2 Laut AnEkutan Laut
Permeohonan Usulan Lembaga Pemrakarea Ratifiasi ASEAN 233.(2018) 11/04/2018 Perhubungan
_Frmmewurk Agreement on The Facilitatlon of Inter-State Deput! Bidang Darat dan Transportasi
ransport (AFAFIST)
24 _ Kemaritiman QUTFUT IKK 2 Perkeretaaplan ]Darat
Laporan Menghadiri Rapat Tindaklanjut Implikasi dan 231.(2018) 11/04/2018 Kenavigasian,
implementas) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 Xeamanan
tentang Pengamanan Wiayah Udara Rt ’
Kelaikan dan
Deputi 8ldang Perhubungan Pengoperasiah
25 Kemaritiman OUTPUT IKK 2 Udara Penerbangan
Laperan Menghadiri Rapat Pembahasan Pemberlakuan 230.(2018) 11/04/2018
Pretocol to Amagnd the Mol of BIMP-EAGA on The Expansion
of Air Linkages dan Braft Protocaol to Amend the Mol between .
The Goverment of IMT-GT on The Expansion of Alr Linkages Deputi Bidang Perhubungan
26 Ik emaritiman QUTPUT IKK 2 Udara
Parmohonan Izin Menghadid Undangan Repat Pembahaean 278 {2018 11/04/2018 .
Ratifikesi Perjanjian Hubungan Udzra R1 -Papua Nugini dan { } Deputi Bidang Perbubungan
27 jRepublik indonesia - Republik Argenting |Kemaritiman OUTPUT IKK 2 Udara
e P e | 2002000 | 09000
men pariaBan o onas
Asahan Aluminium pengembangan pelabuhan dan kawasan Beputi Bldang Perhubungan
28|indusiri kuala tanjung Kemarftiman OUTPUT (KK 2 Laut
Lapsran Hasli Rapat Koordines| Mengenal Permen 215.{2018) 06/04/2018
Perdagangan Nomor 82 Tahun 2017 tig Ketertuan
Penggunasn Angluten Lawt dan Asurensi Nesional Umuk
Ekspor Impor Barang tertenstu di kemenke bidang keraritiman Deputl Bidang Perhuburgan
29 Kemaritiman QUTPUT IKK 2 Lawt




gmnl:::at N:mt:amsdza?m?nm :I(;t::man 208.{2018) 03/04/2018 Deputi Bidang Parhubungan
| 30| Ekspor dan Impor Barang Tertentu . Kemaritiman QUTPUT KK 2 Laut
[ jan Salnan P hamar 1 No PLU-, 018
tentang Penguii Undang-Undang Nomor 2223#; 2?;9” 1 203.(2018) bafod/zon - Perhubungan
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadep Undang- Deputi Bidang Darat dan Transportasi
31| Undang Daear Negara Rl Tahun 1845 Kemaritiman QUTPUT IKK 2 Perkeretaapian [Darat
[~ [Fenyampaian Bahan Rapal Permendag 52 fahun 2017 tig 194.{2018) 02/04/2018 |Deputi Bidang Perhubungan
32 |anakutan laut ekepor impor Kemaritiman OUTPUT IKK 2 Layt
Briefing sheet audensi Sekretaris Kahinet Dirut PT Mitshubishi 210.{2018) 06/04/2018 Perhubungan
Motors Krama Yudha Indonesia Deputi Bidang Darat dan Transportasi
33 Kematitirman 931|Seskab CUTCOME (KK 1 |Perkeretaapian |Darat
Peninjauan Pengembangan Bandar Udara Jendetal 261.{2018) 23/04/2018 Kenavigasian,
Soedirman, di Wirasaba, Purbalingga — Jawa Tengah Keamanan,
Kelaikan dan
Deputi Bidang Perhubungan Pengoperasian
34 Kemaritiman QUTPUT IKK 3 Udara Penerbangan
Penyampakan bahan rapat terbatas evaluasi proyels strategis 243.(2018) 13/04/2018 |Asdep Bidang
nasional (pen) di sektor iransportasi Keparlwlsataan,
Riset dan
Teknolegl, dan Parhuybungan
Lingkungan Darat dan Transportasi
35 Maritim DUTPUT XK 3 Perkeretaapian |Darat
Pelktakan Baty Pertama Pembangunan Bandara Jenderal 220.(2018) 10/04/2018 |Keravigasian,
Besar Steditman dl Kabupaten Purbalingga Keamanan,
Kelaikan dan
Deputi Bidang Perhubungar Pengoperasian
35 Kemaritiman 964[M~398h5eskab— Presiden JOUTCOME IKK 3 Udara Penerbangan
T e Tk e e ot | 214018 | TA8 [Depat g
37 |tahun 2018 Kemaritiman QUTPUT (KK 3 Lidara
Laporan Menghadiri Seminar “To! LawtProgres dan 211.{2018) 06/04/2018 Kenavigasian,
;Wa"-'""ﬁ tarhadap kedaulatan maritim Indonesia Deput! Bidang Perhubungan  |Lalu lintas, dan
38! Kemaritiman QUTPUT IKK 3 Laut An_gkutan Laut
tetaia nzstnal paubue b rrmasionsl g dan 2002018) | D4/04/2018 [Deput; Bicang Perhubungan
L] bk Gircular ling Kemaritiman OUTPUTIKK 3 Laut
Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur 197.{2018) 03/0D4/2018 Kenavigasian,
Konektivitas Traneportasi di Pulay Bali Keamanan,
Kelatkan dan
Deputi Bidang Perhishungan Pengoperasian
40 Kermaritiman OUTPUT IKK 3 Jdara Penerbangan
Laparan Menghadiri Rapat Pembahaear Permohonan 307.{2018} 30/05/2018 | Kenavigasian,
Penananan Medel Atss Nama FT Leechaco Logistik Indoneela Deputi Bidang Perhubungan  |Lalu lintas, dan
41 Kemaritiman QUTPFUTIKK 1 Laut Angkutan Laut
permohonan Kerjasama Dan Gourteay ﬁ;mfmm 306.2018) | 30/05/2018 |papui Bidang Perhubungan
42 Kemarltiman 1547/M-642{ Seskab-Preslden |QUTCOME IKK 1 Udara




Laporan Menghadin Soft Launching Bandar Udara

ng Ba 301.{2018} 28/05/2018 Kenavigasian,
internagionat Jaw?a Barat, Kertajati, Majalongka, Jawa Barat Keamanan
(Bandara Kertajati} ’
Kelatkan dan
Deputi Bidang Perhubungan Pengoperasian
43 Kemaritiman QUTPUT IKK 1 Udara Penerbangan
ILaparan Wmmnmn Kegiatan Jabodetabek Railwvay 259 {2018} 24/05/2018 Perhubungan
Capacity Enhancement Phase | Deputi Bidang Darat dan
44 Kemaritiman QUTPUT IKK 1 Perkeretaaplan
Capalan (nfraetruidur Bidang Peshubungan 297.{2018) 23/05/2018 Perhubungan
Asdep Bldang Darat dan Transportasi
45 ESDM QUTPUT IKK 1 Perkeretaapian |Darat
[ [Perwampeian Bahan Rapat Peloksenaan Kegiaters 292.{2018} 212f06/2018 Perhubungan
S by e e, b cepusior
46 ' o " Kemaritiman QUTPUT IKK 1 Perkeretaaplian
[ |Permchonan Pendapat Hukum Terkakt Pelakeanaan Keglatan 286,{2018) 17/05/2018 Perhubungan
Jabodetabek Railway Capacily Enhancement Phase | Deputi Bidang Darat dan
37| Kernaritiman QUTPUT KX 1 Perkeretaapian
[~ |Perminkan Laporan Capaian Kinerja Kabinet Kerfa Selama 35| 281.(2018) 17/05/2018 Kenavigasian,
Tahun Keamanan,
Kelaikan dan
Deputi Bidang Perhubungan Pengoperasian
43| Kemaritiman QUTPUT KK 1 Udara Penerbangan
Laparan Tindak Lanjut Status Tanah Kwamas Pada Proyek 278.(2018) 11/05/2018 Perhubungan
LRT Jabodebek Deputi Bidang Darat gan Transportasl
49 Ketnarititman OUTPUT ¥ 1 Perkeretaaplan [Darat
[ |Permohonan Berermiu / Kedatangan Presiden RI 283.(2018) 17/05/2018 |Deputi Bidang Perhubungan
50 Kemaritiman QUTPUT IKK 1 Udara
Hasil Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Angkutan 277.(2018) 05/05/2018 Perhubungan
Lebaran Tahun 2018 Deputi Bidang Darat dan Transportasi
51 Kemaritiman QUTPUT IKK 1 Perkeretaapian |Darat
Lapural:l Hasil Rapat Peryghapusan Pakabuban - Pelabuhan 275.(2018) 09/05/2018 Kenavigasian,
I::‘: j;ﬁg':mmdmxjam;:m Kawasan Deputi Bidang Perhubungan  |Latu lintas, dan
52 ' Kemarltiman CUTPUT IKK 1 Laut Angkutan Laut
Laperan Perkembangan Pm;:;l Rancangan Peraturan 272.(2018) 07/05/2018
{"énmmlm gﬁmmaf(onnng‘me Submission - Deput! Bidang Perhubungan
53|058) Kemarltiman CUTPUT IKK 1 Laut
_—I_Panyarrmlan WMatriks Capaian Kinera dan few-leu Strategts di 269.{2018) 04/05/2018 |Asdep Bidang Perhubingan
54 Sektar Perhub:nuan ESDM CQUTPUT IKK 1 Udara
Target N::i::: :'m;anﬂkawmn Eknlrl:arr& Knueus 267.(2018) G3/03/2018 | Daput sicang JPerhubungan
55|(KEK) Kernarltiman CUTPUT IKK 1 Udara
Laporna Hael Rapet Pembahagan Usuian Permbentukar 266.{2018) 03/05/2018 |Deputi Bldang Perhubungan
56 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nongsa dan Tanjung Sauh Kemaritiman CUTPUT IKK 1 Udara
Laporan Hasll Repat Koordinast Kawasan Industri Maritim di 265.{2018) 03/05/2018 |Deputi Bldang Perhubungan
57| Tanagamus Kemaritiman CUTPUT IKK 1 Laut
Laparan mﬂr;ar;;p:l Inoordinm;l lanjutar pwnbah:;arl_ ranCANgan| 264.(2018) 02/05/2018
dan pt Inconeale m"m':"&nmﬁm p?lnger:;:::zm Deputi Bidang Perhubungan
55| petabuhan an kawasan industrl Kuala tanjung Kemaritiman CUTPUT KK 1 Laut




Penyampalan Salinan Peraturan Preeiden Nomor 41 Tahun 284.(2018) 17/05/2018 Kenavigasian,
2018 Tertany Pengesahan Perectujuan Biiateral Angkutan Keamanan
Udara Antara Pemeriniah Rl Dan Pemerintah Republik Iglam !
Iran Kelaikan dan
Deputi Bidang Menkomar, Perhubungan [Pengoperasian
== Kemaritiman 448/Maritim/5/2018{ Menhub, Menlu |OUTCOME IKK 2 Udara Penerbangan
Laporan hasil rapat pembahasan rancangan peraturan 302.(z018) 28/05/2018
pw“"éﬁiﬁgﬁfﬁgﬁ"ﬁnmmfh&mm" Deputi Bidang Seskab-Menko Perhubungan
600di prov sumatera utara Kemarltiman 1550/M-645] Ekon OUTPUT IKK 2 Laut
Paryampatan bahan rapat RPerpres Kuala Tanjung 258.(2018) 23/05/2018 |Deputi Bidang Perhubungan
61 Kemaritiman OUTPUT KK 2 [Laut
g::man I'::rl-‘g'r;s mw;:ﬂum: m(lﬂm dan 294.(2018) 22/05/2018 |papti Bidang Perhubungan
62| Tanjuny _ Kemarltiman OUTPUT KK 2 Laut
—F;"“h"f e oo 1sntang 287.(2018) | 17/05/2018 |p.p, i gidang Perhubungan
63| penerbangan eipll internasignal (paeal 50 dan 56) Kemaritiman QUTPUT KK 2 Udara
Laporan Penyampaian Draft Inpres tentang Peningkstan Peran 285.(2018) 17/05/2018 Kenavigasian,
Otoritas Pelabuhan Ltama Deputi Bidang Perhubungan  |Lalu lintas, dan
64 Kemaritiman OUTPUT IKK 2 Laut Angkutan Laut
Laporan Menghadin Rapat Fleno Harmonteas) & Kementerian 279.(2018) 14/05/2018 |Deputi Bidang JPerhubungan
| Hukum dan HAM Kemaritiman OUTPUT IKK 2 Udara
[~ |Felaksanaan Reformast Reguiasi Pesiznan di Bidang 270.(2018) 04/05/2018 Perhubungan
Traneportasi Deputi Bidang Darat dan Transpottasl
&6 Kemaritiman DQUTPUT KK 2 Perkeretaapian |Darat
Briefing Sheet Rakor Peambangunan Bedar Udara Kedin, Har; 263.{2018) 02/05/2018 Kenavigasian,
Rabu 2 Mel 2018 Kesmanan,
Kelaikan dan
Deputi Bidang Perhubungan Pengoperasian
B7 Kemaritiman OUTPUT IKK 3 Udara Penerbangan
[~ [Penyampalan briefing sheet bahan rapat terbatas persiapan 303.{2018) | 30/05/2018 Perhubungan
menyambut kil fitd 1438H2015 M Deputi Bldang Darat dan Transportasi
68 Kemaritirman 910/M-377|5eskab-Presiden  |OUTCOME KK 3 IPerkeretaapian  |Darat
Laporan Rapat lentany RAncangan Patsturan Presidan 280.{2018) 15/05/2018 Perhubungan
m:;ga ':;;:*;@:‘ngﬁaﬁ‘ggm- Bagor, Depok, Deputi Bidang Darat dan Transportasi
59 Kemarltlman OUTPUT IKK 3 Perkeretaaplan JDarat
Usulan Keglatan Peresmian Kereta Apl Bandara itemasional 271.{2018) Q7/05/2018 Perhubungan
[ Minangkabau Deput! Bidang Darat dan Transportasi
70 Kemarltiman OUTPUT (KK 3 Perkeretaapian |Parkeretazplan
Pemyampalan Dokumen Course Information Dan Kolca 3zg.{2018) 08/06/2018 |Deputi Bidang Deputi Bidang Perhubungan
1 [Application Form . Kemaritiman 223.(2018)| Administrasi OUTCOME IKK 1 Udara
Rancance Penerapan Onling Single Submisston {O&S) 325.{2018) 08/06/2018 |Deputl Bidang Perhubungan
72 Kemaritlman CUTPUT KK 1 Laut
Penyampaian S:Iz:-n ngu:m QJ!’ﬁuu-;(\sza?_O;z 322.{2018} 07/06/2018 Perhubungan
Dalam Pertara Pengufian U ndang Homor 22 Tafun Deputt Bidang Darat dan Transportasi
73 2009 Tentang Laki Lintas Dan Anglartan Jalan Kemaritiman OUTPUT IKK 1 Perkeretaaplan |Darat
Undangan Rapat Pesnbahasan Percepatan Operasionat 319.(2018} 06/05/2018 Kemenkoekon,
Dryport Ri Kawasan Ekonemi Khusus $ei Mangkei Ketmenhub,
Deputi Bidang Kemenladutri, Perhubungan
74 Kemaritiman 539/Maritim/6/2018|Pemda QUTCOME KK 1 Laut




Briefing Sheet Bahan Rapat Rencara Pembangunan Pesawat 318.(2018) 06/06/2018 Kenavigasian,
Tempur Kfi/lfx Keamanan,
Kelaikan dan
Deputi Bidang Perhubungan Pengoperasian
75 _ . JKemaritiman OUTPUT IKK 1 Udara Penerbangan
Penyampaian Bahan Pidato Kenegaraan Presiden Tahun 2018 315.(2018) 04/06/2018 Kenavigasian,
0l Bidang Parhubungan Keamanan,
Kelalkan dan
Asdaep Bidang Perhubungan Pengoperasian
?Et ESDM QUTPUT IKK 1 Udara Penerbangan
Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pelayanan 315.{2018} 04/06/2018
Perizinan Berusaha Terintegrasi 5ecara Elektronik {05S) Depuitf Bidang Perhubungan
77 Kemaritiman OUTPUT IKK 1 |Laut
Laparan Menghadiri Rapat Penanganan Permasalahan 314,(201B}) 04/06/2018 |Deputi Bidang Perhubungan
78|Bidang Kawasar Khusus Lingkup || Kemaritiman OUTPUT IKK 1 Laut
Permohonan Pengundangan Pevpras Nomor 46 & 47 3202018} 06/06/2018 Kenavigastan,
Tentang Pengesahan Amendemen Konvensi Chicage Keamanan,
Pasal 50 {A) Dan 56 Kelalkan dan
Deputi Bidang Perhubtrgan Pengoperasian
79 Kemaritiman CUTPUTIKK 2 Udara Penerbangan
Rancangan Inpres Peningkatan Peran Ctoritas 327.{2018) 0B/06/2018 Kenavlgasian,
Pelabuhan Utama Dalam Menjamin Kelancaran Arus Deputi Bidang Perhubungan Lalu fintas, dan
B0|Barang Oi Pelabuban Kemnaritiman QUTPUT IKK 2 Laut Angkutan Laut
lPenyampalan Sallnan Perpres 46 Tahun 2018 Dan 326.(2018) QB/05/2018 Kenavigasian,
Perpres Noor 47 Tahun 2018 Keamanan,
Kelaikan dan
Deputf Bidang Perhubungan Pengoperasian
a1 Kemaritiman CUTPUT IKK 2 Udara Penerbangan
Tindak Lanjut Ratas Tentang Perkembangan Persiapan 331.(2018) 29/06/2018 Kenavigasian,
|Pertemuan Tahunan Internatienal Monetary Fund Keamanan,
World Bank Tahun 2018 Pada 26 juni 2018 Kelaikan dan
Deputi Bideng Perhubungan Pengoperaslan
82 Kermaritiman QUTPUT IKK 3 Lidara Penerbangan
Laporan Hasil Rapat Dan Kunjungan Lapangan 323.(2018) 08/06/2018 Kenavigasian,
Pelaksanaan Program Tol Laut Oi Pelabuhan Makasar, Deputi Bidang Perhubungan Lalu lintas, dan
B3|Sumatera Selatan Kemaritiman QUTPUT IKK 3 Laut Angkutan Laut




CAPAIAN ASISTEN DEPUTI BIDANG PERHUBUNGAN BULAN JULI-SEPTEMBER TAHUN 2018

No Perihal NO TU ASDEP TANGGAL KEPADA N?J:A'.}E:;ﬂ:i: o KEPADA As:::i?:im TUSI BIDANG SUBBIDANG
—_ﬁenyampalan Bahan Paparan Rapat Pembahaean Kebiiakan 350.(2018} 31/07/2018 1 Kenavigasian,
;mpw mmm;;:; Proyek Deputi Bidang [Perhubungan Latu lintas, dan
1 Kemaritiman QUTPUT IKK 1 Laut Angkutan Laut
Laporan Menghadin Rapat impiementasi Martime Labour 375.(2018) 23/07/2018 |Deputi Bidang 1
Convantin (MLC) 2006 Kemaritiman, Kenavigasian,
Deputi Bidang Parhubungan Lalu lintas, dan
2 Parekonomianh CUTPUT IKK 1 Laut Angkutan Laut
Laporan Hasil Rapat Koordinasl Persiapan Peresmian 37442018} 23/07/2018 |Deputi Bidang 1
Pelabutan Kuala Tanjung, Investor Di Kawasan Ekenoml Kemaritiman,
Khusus (KEK) 3ot Manghei, Beserla Konektvitas Kawasan Deputi Bidang [Perhubungan
| Parekonomian OUTPUT KK 1 Laut
Rapat Koorainael Percepatan Pemb 1 Jalur Kereta Apl 366.{2018) 11/07/2018 3 Perhubungan
Bandar Tinggi-Kuala Tanjung Sumatara Utara Darat dan Transportasi
4 PPK Kemaritiman QUTPUT (KK 1 Perkeretaapian |Perkeretaaplan
\Jsiiian Keglatan Peresmian Light Rail Transtt (LR T) Sumatera 358.{2018) 10/07/2018 3 Perhubungan
[Setetan Deputi Bidang Darat dan Transportasi
5 Kemaritiman 1825/M-762}5eskab-Presiden |OUTCOME IKK 3 Perkeretaapian |Perkeretaapian
Palaksanaan Pp 24 Tahun 2018 (PP O55) 351.{2018} 03/07/2018 |Deputi Bidang 1 Perbubungan
[ Kemaritiman OUTPUT IKK 1 Laut
Laporan Hasll Rapat Perubahan Regulasi Fiskal d KEK 340.(2018) D2/07/2018 |Deput] Bidang 1 Perhubungan
7 Kemaritiman QUTPUT IKK 1 Laut
Laporan Rapat Pembahasan Percepatan Pembangurnan 349.{2018) as/a7/20e 1 Kenavigasian,
Bandar Ugara Kediri Keamanan,
Katajkan dan
Deputi Bidang Perhubungan Pengaperasian
gl Kemaritlman QUTPUT IKK 1 Udara Penerbangan
Laporan Sostaliasi Peraturan Presiden N 45 Tahun 2018 380.{2018) 25/07/26018 i Perhubungan
';::::?‘:e"m Tata Ruang Kawasan Parkotaan Cekungan Deputi Bidang Darat dan Transportast
9 Kemaritiman COUTPLT KK 1 Perkeretaapian |Perkeretaapian
Laporen Haell Repat Keordinasi Pembahasan Rancangan 373.{2018) 23/072018 |Deputi Bidang 1
Keputusan Presiden tentang Tim Nasional Penggunaan Produk Kemaritiman,
Datam Neger (RKeppres Timnas PADN) Deputi Bidang Perhubungan
10 Parekonomian OUTPUT IKK 1 Udara
Capaian Program/hegiatan priorfias nasional peniauan Kenfor | 34.(2018) | 11/07/2018 1 [Perhubungan
J5tef Presiden (KSP) ahun 2018 dan 2019 d! bidang Deputi Bidang Darat dan Transportas
1[G Kemaritiman OUTPUT IKK 1 Perkeretaapian |Darat
Laporan Terkalt Kebakaran di Gedung Kementertan 363,(2018} 11/07/2018 1 Perhubungan
Perhubungan Deputi Bidang Darat dan Transportasi
12 Kemaritiman 1827/M-763|5eskab-Presiden |[QUTCOME IKK 1 Perkeretaapian |Perkeretaapian
[~ |Penyampaten Laparan Perkambangan Pembangunan Kereta 360.(2018) 10/07/2018 1 Perhubungan
Cepat Jakarta Burdung (KCIC) Deputi Bidang Darat dan Transportast
13 Kamaritiman QUTPUT IKK 1 Perkeretaapian |Perkerstaapian




Laparan Penyampalan Aspirasl tentang tenggelamnya kapal 354.(2018) 09/07/2018 Parhubyngan
muotor sivar bangun di Danau Toba, kabupaten Simalurigun, Deputi Bidang Darat dan Transportas!
14[1meerR Ut [Kemaritiman 1824)seskab OUTCOME IKK 1 Perkeretaapian |Darat
Laporan Hasil Rapat parmbahasan Percepatan Operasioteat 353.(2018) 09/07/2018 Kenavigasian,
gf:;f:{l ;i :“““" Ekanomi Khusus Sel Mangkei Deputl Bidang Perhubungan  |Lalu fintas, dan
15 Kemaritiman 1831|Seskab OUTCOME IKX 1 Laut Angkutan Laut
Putugan MK Mormor 41!PUU-X\;I;'2$1:{;H;;;9P;:I:;TE Lo 348,(2018) 05/07/2018 Perhubungan -—
Pengujian Undang-Undang No 22 Tahun 2 ng Deputi Bidang Darat dan Transportas
15I Lintars dan Anglatan Jalan (Pengeturan Ojek Online) Kemarltiman OUTFUT IKK 1 Perkeretaapian |Darat
Penyelenggaraan Tal Laut 341.(2018) 03/07/2018 Kenavigasian,
Deputi Bidang Pertiubungan Lalu lintas, dan
17 _ Kemarltiman QUTPUT IKK 1 Laut Angkutan Laut
|Renuna penerapan Online Single Submission (OS5) 339.{2018) 02/07/2018 |Deputi Bidang Perhubungan
18 Kemaritiman QUTPUT IKK 1 Laut
Permohonan pelaksanaan pencanangan sistem OS5 33B.(2018) 02/07/2018 |Deputi Bidang Perhubungan
19| Kemaritiman OUTPUT KK § Laut
Laporan Has# Rapat Koordinas) Keselamatan Transportast 3137,(2018) 02/07/2018 Kenavigasian,
Wiaeitim Deputi Bidang Perhubungan Lalu lintas, dan
20 Kemaritiman OUTFUT IKK 1 Laut Angkutan Laut
Penyampaian Batzn Rapat Pembahasan Pergepatan 337.(2018) 02/07/2018 Kenavigasian,
Pembangunan Bandara Kediri Keamanan,
Kelaikan dan
Deputi Bidang Perhubungan Pengoperasian
21 Kemar[timan QUTPUT IKK 1 Udara Penerbangan
Laparan Rapat Koordinae! Rencana Percepatan Pambangunan 372.{2018) 18/07/2018 Kenavigasian,
Bandar Udara Kediri, 12 Juli 2018 ¢i Kantor Bupati Kedirt Keamanan,
Kelatkan dan
Deputi Bidang Perhubungan Pengoperasign
22 Kemaritiman CUTPUT KK 1 Udara Penerbangan
[ [Permehonan Dukungan‘Untuk menenuhi anggaran kebutuhan 376.{2018) 24/07/2018 Kenavigasian,
bmig tahun 2019 sesuai rensira 2015-2019 Keamanan,
Kalaikan dan
Deputi Bidarg Perhubungan Pengoperasian
23 Kemaritiman 2082/M-861|Seskab-Presiden |DUTCOME IKK 1 Udara Penerbangan
Perpres Kuala Tanjung 331.(2018) 26/07/2018 |Deputi Bidang Farhubungan
24 Kemaritiman OUTPUT (KK 2 Laut
Tindak Lapm Wm:a RanmmD:n Pgﬂuran Presiden 362.(2018) 10/07/2018
mgan Da:a’K::rasaT: tnmliuala Tarmg.a:e ;ﬁ P:':insl Deputi Bidang |Perhubungan
25|Sumalera Utara Kemaritiman QUTPUT IKK 2 Laut
Parmahenan Usulan Perrakarsa 359,(2018) 10/07/2018 |Deputi Bidang Perhubungan
26 Kemar{timan OUTPUT KK 2 Udara
Pmmgan Bahan Rapat d::ﬂb;haean ‘ﬁ'lnpres Peran 347,(2018) 04/07/2018 Kenavigasian,
m‘dl pahlijmnm oy 1;" enjamin kelancaran anit Deputi Bidang Perhubungan  |Lalu lintas, dan
27 Kemarltiman OUTPUT IKX 2 Laut Angkutan Laut
Eriefing Sheet Bahan Rapal Draft RKeppres Tim Nasiohal 371.(2018) 18/07/2018 [Deputi Bidang Perhubungan
28{PI0N Lan RPermenic Seletariat Tim Nasisnal PaON Kemaritiman OUTPUT XX 3 Udara




Laporan Menghadin Rapat Koordinasi Rencana Penyesualan 440.{2018) 28/08/2018 Kenavigasian,
Tarif Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Keamanan,
Kelaikan dan
Deputi Bidang Perhubungan Pengoperasian
20 Kamarltiman CQUTPUT IKK 1 Udara Penerbangan
Penyeienggaran Yot Laut pada Pelabihan Tanjung Perak 437.(2018} 28/08/2018 Kenavigasian,
[ Deputi Bidang Pferhubungan Laiu lintas, dan
30 Kemarititnan 1724{Seskab QUTCOME (KK 1 taut Angkutan Laut
Rapat pemkahasan usulan perpanjangan runway dan ganti rugl 432.{2018)} 27/08/2018 |Deputi Bidang Perhubungan
31 {permbebasan tahan Bandara Kutiara Sis Al-Jufr, Patu Kemaritiman 2335|seskab QUTCOME IKK 1 Udara
Perkaran dalem Pelayanan Perzinan Berueahs Torvtegrasi | 27\ 2018) | 21/08/2018 [pepu pidang Perhubungan
32|secars Elaktronik (Online Single Submission) 0SS Kemaritirman 2353 5eskab OUTCOME IKK 1 Laut
Bahan rapat usufan perpanjangan runway dan gantl rug) 424,{2018) 20/08/2018 Kenavigasian,
pembebasan kahan bandara Mutiara Keamanan,
|Kelzlkan dan
Deputi Bidang Perhubungan Pengoperasian
33 Kemaritiman QUTPUT KK 1 Udara Penerbangan
Laparan menghadin rapat keordinasi percepatan pembangunan 422.{2018) 20/08/2018 Kenavigaslan,
apron Bandara | G!.lati Ngurah Rai dalam rangka IMF Workd Keamanan,
|Bank Annual Meeting Kelaikan dan
Deputi Bidang Perhubungan Pengoperaslan
34 Kemarltlman QUTPUT IKK 1 Udara Penerbangan
[ {Usulan Pambangunan Pelabuhan Teluk Santeng Kabupaten 418.02018) 15/08/2018 Kenavigasian,
Sumbawa Nuea Tenggara Barat Deputi Bidang Perhubungan  |Lalu lintas, dan
35 Kemaritiman 2513 Seskab OUTCOME IKK 3 Laut Angkutan Laut
{Surat NGO Global Anti-Aerciropalis Movement (GAAM) 392.(2018) 02/08/2018 {Deputi Bldang Perhubungan
36 Kemaritiman 2261|Seskab OUTCOME IKK 1 Udara
e Pe ia|
‘;r:;:;mﬂmm:m: Lt m" n nya di 391.(2018) 01/08/2018 Deputi Bldang Parhubungan
37{sumatera Utara Kemaritiman QUTPUT IKK 1 Laut
Laporan Rapat Keordinagi Evaluasi Implementasl Peraturan 438.(2018} 28/08/2018 Perhubungan
Presidsn Nomar 26 Tahun 2012 tentang Getak Biny Deputi Bidang Darat dan Transportasi
E1:3 Pengembangan Sistem Logistlk Nasianal (Sistognas) Kemaritiman OUTPUT IKK 1 Perkeretaapian JDarat
Perrnohenan Tindak Lanjut Pernbangainan palabuhan dan 436.(2018) 28/08/2018 Kenavigasian,
akses Ljung Jabung provinst Jamb: Deputi Bidang Perhubtmgan  |tafu fintas, dan
39 Kemaritiman '2348]5eskab OUTCOME IKK 1 Laut Angkutan Laut
Undargan Rapat Tindak Lanjt Penyelesaian Sengketa Lahan 435.{2018)} 28/08/2018 |Asdep Bidang
{Kebonharjo, Semarang Kepariwisataan,
Riset dan
Teknclogi dan Perhubungan
Lingkungan Darat dan Transportasi
A0 Maritim QUTPUT IKK 1 Perkeretaapian |Perkeretaapian
" {Rapat ustan parpanjangan rurway dan ganti nugi pembebasan] 423 (2018) 20/08/2018 Kenavigasian,
Iahen bandar udara Mutiara Pak Keamanan,
Kelaikan dan
Deput! Bidang Perhubungan Pengeperasian
a1 |[Kemaritiman CUTPUT IKK 1 Udara Penerbangan




Penyampaian Aacnraai Palaku Usaha Angkutan Truk Tearlait 417.,(2018) 15/0B/2018 Perhubungan
m Pengandadian Over Dimenslon Cver Loading Deputi Bidang Darat dan Transportasi
42 Kemaritiman OUTPUT IKK 3 Perkeretaapian  {Darat
Tindak {anjut Haell Rapat Pembahasan Mengenai Kebljakan 414.(2018) 10/0B/2018
mmxﬁ a:hm:im;w Deputi Bldang Perhubungan
43 Kernatitiman 2205]5eskab COUTCOME KK 1 Laut
Permohonan Koordinasl Pelaksanaan Pembangunan 413.(7018) 10/08/201R Kenavigasian,
;:m:’” Ampar dan Patabuhan Kantalner Tanjung Deputi Bidang Perhubungan  |Lalu lintas, dan
44 Kernaritiman OUTPUT IKK 1 Laut Angkutan Laut
[ [Permohonan groundbreaking Pembangunan dan Kevitalisasi 412.{2018) 10/08/2018 |Depirti Bidang |Perhubungan
45| Palabuhan Penyeberangan Naslonal Balohan Kemaritiman 7239|Seskab OUTCOME IKK 1 Laut
45| Tanggai 6-7 Agustus 2018 _ Kernarltirman QOUTPUT IKK 1 Laut
Undangan Rapat Permbahasan Kebijakan Fasifitasi Pendanaan 410.{2018) Q8/08/2018 Kenavigasian,
gg:’k Percepatan Pembangunan Froyek Infrastrukdur Non Deputl Bidang Perhubungan Lalu Hatas, dan
A7 Kemaritiman OUTPUT I¥K 1 Laut Angkutar Laut
Laporan Sostalisasi Naik LRT Sumatera Selatan 401.{2018) 06/08/2018 Perhubungan
Deputi Bidang Darat dan Transpartas!
48 Kemarltiman OUTFUT KK 1 Ferkerataapian |Perkeretaapian
Briefing Sheet Bahan Rapat Koordinasi Percepatan 400.(2018) 06/08/2018 Kenavigasian,
Fembangunan Apron Bandara | Gusti Ngurah Rai Keamanan,
Kelalkan dan
Deputi Bidang Perhubungan Pengoperaslan
49 Kemartdman OUTPUT KK 1 Udara Penerbangan
Laporan Rapat Pembahasan Kebijakan Fasiliias) Pendanaan 396.{2018) 03/08/2018 Kenavigasian,
Untuk m*’:‘mbﬂw‘:‘w Infrastrukdur Non Deputi Bidang Perhubungan  |talufntas, dan
gg|FTevek Strategis Nasional (Non PSN) Kemarltiman 2115{5eskebs OUTCOME IKK 1 Laut Angkutan Laut
Laporan Fersiapan Peiaksanaan Kenstukel Pembangunan 299.{2048) 06/08/2018 Kenavigasian,
Pelabuhan Patimban Deputi Bidang Perhubungan  |Lalu lintas, dan
51 Kemaritiman 2140/M-886|Seskab-Presiden |OUTCOME IKK 1 Laut Angkutan Laut
|Permohonan L2in Pemrakarea Ratifikerel 3 {Tiga) Persetujuen 429.{2018) 23/08/2018 |Deputi Bidang Perhubungan
g [Hubungan Udara Kemaritiman OUTPUT IKK 2 Udara
[ [Fermohonan |2in Pralarsa Peryusunan RPP lentang 333.12018) 28/08/2018 Kenavigasian,
gmm::ﬂm’; ?:;mm" Perdagangan Deputi Bidang Perbubungan  |Lalu lintas, dan
53 Kernaritiman 1823|Seskab OUTCOME IKK 2 Laut Anghkutan Laut
Laporan Rapat Pembahaean “TindekLanjut Rencana Fatfiasi A434.(2018) 28/08/2018 Perhubungan
m r’?‘;‘#‘:‘;’:‘sﬁmﬁw an The Facilitation of Inter State Deputi Bidang Darat dan Transportas!
ﬁl‘ Kemaritiman QUTPUT IKK 2 Perkeretaapian |Darat
Prasiden Irman
mm%mﬂ‘;ﬂdﬁ 'Lnluk Men:::ﬂa;;: ralrmea 402.(2018) 06/08/2018 Deputi B.idan,g Perhubungan
55| Ketertarikan Berinvestasi di indenesia Kemaritiman CUTPUT IKK 3 Udara
Permchonan Persedujuan Rapat Pambahasan Pambanganan 484.(2018) 27/08/2018
Prasarana dan Sarana KA Awses Bandara Adi Soemamio dan Perhubungan
Bandara Kuicnprogo, Revitntisasi Bandara Adl Soemarme, dan Deputi Blda D da
Pembangunen Bandar Udara Ban: Kulonprogo P ng arat dan Transportasi
56 Kermaritiman OUTPUT IKK 1 Parkeretaapian |Perkeretaapian




Penyampaian Bahan Penyusunan Lapcran 4 Tahun Jokowi- 478.(2018) 21/09/2018 |Asdep Bidang
Jusuf Kakia Kepariwisataan,
Riset dan
Teknologi dan Perhubungan
Lingkungan Darat dan Transportasi
57 Maritizn QUTPUT IKK 1 Perkeretaapian {Perkerataapian
Penyampaian Naskah Ucapar: Selamat Hart Kereta Apl 474,(2018) 18/09/2018 Perhubungan
Deputi Bidang Darat dan Transportasi
58 Kemarltiman 2585|Seskab OUTCOME KK 1 Perkergtaapian  |Perkeretaaplan
Fenyampaian Kineija Bemester 1 RGN 2018 PT. 471.[2018) 14/09/2018 |Deputi Bidang Perhubungan
5g|Ganuda Indonesia (Persera) Tok Kemaritiman OUTPUT iXK 1 Udara
Laporan Menghndin Undangan Rapat dan Kunjungan 467.(2018) 10/09/2018 Kenavigasian,
m&Tgfwm;;Td"'f s:r’“m Sebagal Deputi E_idang {Perbubungan  |Leluiintas, dan
60 Kemaritiman OUTPUT IKK 1 Laut Angkutan Laut
Permasatahan PT Karya Clpte Nusantara (KCN) dengan PT 486.(2018) 10/09/2G18 Kenavlgasian,
K Berikat Nusantara (KBM) Persero Deputi Bidang Perhubungan  |Lalu lintas, dan
61 Kemaritiman 2714{3eskab CUTCOME IKK 1 flaut Angkutan Laut
Laparan Hasil Rapat Pambahasan Porcepatan Pengembangan 452.(2018) 07/08/2018 Kenavigasian,
Bandar Udara | Gusti Ngureh Rai Keamanan,
Kelaikan dan
Deputi Bidang Perhubungan Pengaperasian
62 Kemaritlman CUTPUT IKK 1 Udara Penerbangan
Laporan Sekretaris Perjalanan Kunjungan Kefja Preaiden ke 458,(2018) 06/09/2018 Perhubungan
mg’?mmam Tengah can Yogyakarta, Deput! Bidang Darat dan Transportasi
&3 Kemaritiman QUTPUT IKK 1 Perkeretaapian [Perkeretaapian
Laporan Kecefakaan Kapal dan Upaya Penanggulangannya 450.(2018) 06/09/2018 Kenavigaslan,
Deputi Bidang Ferhubungan Lalu lintas, dan
64 Kemaritiman 2521|Seskab QUTCOME IKK 1 Laut Angkutan Laut
Penyampalan Briafing Sheet FGD tentang Peningkatan 486.(2018) 27/09/2018 Perhubungan
Keselamatan Transportael Deputi Bidang Darat dan Transportasi
&5 Kemaritiman CQUTPUT IKK 1 Perkerataapian |Perkeretaapian
"~ [Grefing Sheet Bahan Rapatl Koordinasi Rapat Koordnas! 485.{2018) 2770972018 Kenavigasian,
Pengembangan Bandara Igusii Npurah Rat Keamanan,
Kelaikan dan
Deputi Bidang Perhubungan Pengoperasian
66 Kemaritiman QUTPUT IKK 1 Udara Penerbangan
Laporan Rapat Tata Kelola Tim Masional P3DN 483.{2018} 27/03/2018 |Deputi Bidang Perhubungan r
67 Kemaritiman DUTPUT IKK 1 Udara
Briafing Sheet Rapat Koordinaet Tingkat Kemponen Dalam 477.(2018} 20/08/2018 |Deputi Bidang Perhubungan
ga|Neger (TKDN) Kemaritiman OUTPUT IKK 1 Udara
mﬁ?ﬁm?; :f:mm Iar: da'.'l hern::ﬂte;i aj‘ 4702018} 12/08/2018 Deputi Bidang Perhuburgan
salT ra Kemarltiman OUTPUT KK 1 Laut
Percepaian Penerbitan Setbiikat Janan Bandara Siangh 469.(2018) 12/05/2018 Kenavigasian,
Keamanan,
Kelalkan dan
Deputl| Bldang Perhubungan Pangoperasian
70 Kemarltiman QUTPUT IKK 1 Udara Penerbengan




Rencana Kagiatan Pemantauan 46B.£2018) 10/09/2018 Perhubungan
Deputi Bidang Darat dan Transportasi
71 Kemaritiman QUTPUT IKK 1 Perkeretaapdan {Darat
Penyampaian Memo Aspirasi Petaiu Usaha Anglutan Truk 461.{2018) Q7/08/2018 Perhubungan
Terkalt Kebiakan Pengendalian Gver Dimension Over Loading Deputi Bidang Darat dan Transportasi
72 Kemaritiman DUTPUT IKK 1 Parkeretaaplan |Perkerstaapian
Perkembangan Percepatan Pembangunan Bandar Udara Kediri 457 {2018) 06/0a/2018 |Deputi Bidang Perhubungan
73 Kemaritiman OUTPUT IKK 1 Udara
Permohonan Penyelesaian Permsagalahan Katenagakerjaan 453.{2018) 06/09/2018 |Deputi Bidang Perhubungan
74 _ Kemaritiman 3531.{2018)| Deputi QUTCOME IEX 1 Laut
Salinan kepres numor 24 tahun 2018 tentang Tim Nasional 473.{2018) 17/09/2018 Kenavigasian,
PICN Keamanar,
Kelaikan dan
Ceputi Bidang Perhubungan Pengaperasian
75 Kemaritiman QOUTPUT IKK 2 Udara Penerbangan
Permohenan Permintaan Kementerian Perhubungan 449.{2018) 06/09/2018
Sallnan Sesuai Aslinya Atas Peraturan Presiden Nomor Deputi Bidang Perhubungan
76146 Tahun 2018 dan Nomor 47 Tahun 2018 Kemaritiman OUTPUT IKK 2 Udara
Laporan Rapat Pembahasan Rancangan Keputusan 445 (201 8] 03/G9/2018 Kenavigasian,
Presiden tentang Tim Naslonal Peningkatan Penggunaan keamanan,
Produk Dalam Neger! Kelaikan dan
Deputi Bidang |Perhubungan Pengoperasian
77 Kernaritiman OUTPUT IKK 2 Udara Penerbangan
Perpaohanan Audiensi Vice Chairman GVK (Mr GV 463,(2018) 07/09/2018 Kenavigasian,
Sanjay Reddy) kepada Presiden Guna Menyampalikan Keamanan,
Ketertarikan Berinvestasi di Indanesia Kelaikan dan
Ceputl Bidang Perhubungan Pengoperasian
78 Kemarltiman 2522)Seskab OUTCOME KK 3 Udara Penerbangan




CAPAJIAN ASISTEN DEPUTI BIDANG PERHUBUNGAN BULAN OKTOBER-DESEMBER TAHUN 2018

NO TU DEPUTI/ ND ASSSESM
No Perihal ND TU ASDEP TANGGAL KEFADA SURAT I(EI.LIiR KEPADA CAPAI “ilNT TUSI BIDANG SUBRIDANG
Intisari Hayil Kajian tentang Mengantisipast Kondisi Keamanan i B
1|Kawasan Aste Pasiflk Gura Maegurang implikssinya Dalam 539.(2018) 31/10/2018 |DePUY Bidang OUTPUT (KX 1 1 [Perhubungan | o elabuban
Rangka Ketahanan Masicnal Kemaritiman Laut
. L . jKenavigasian
Penmchonan Audiensi Dewan Pengurs Pusat Asasiasi Deputi Bidang Perhubungan ’
2| Paruseliaan Bengkar Muat indonesia (DPP APBMY) 538(2018) | 3U10/2018 | iman QUTPUT IKK 1 L ;.-:u kILrtntas,Ld.::
E an Lal
Kenavigasian,
Panyampelan Bahan Rapat Interma tantang Tingkat Kompanen Ceputi Bldang Perhubungan Keamanan,
537.(2018 314102018 OLTPUT
3 Datam Negeri (TKDN) {2018} 110/2018 | - iman WK L o |ydore Kelaan dar;a
engaperasian
Penerbangan
4| TOR-KAK Soskamo Hatta 535.(2018) 29/10/2018 |PePuti Bidang OUTPUT IKK 1 1 [Perhubungan |Angkutan dan
Kemaritiman tUdara Bandar Udara
Rancangan Instruksi Presiden tertang Peningkatan Peran ; Kenavigaslan,
5| Otoritas Petabuhan Utama Dalam Menjamin Kelancaran Arus 533.(2018) 29/10/2018 |PePuti Bidang 3017|Seskah JOUTCOME IKK 2 Pechubungan 3, | lintas, dan
Barang dl Polabltan Kemaritiman Laut Angkutan Laut
Rencana panyesuaian tarf pelayanan jasa kepetabuhanan = Kenavigasian,
5| yaltu tarif paket BV domestik dl tarminal petikemas PT Keltim 531,(2018) 26/ 10/2018 Deputi Bldang DUTPUT IKK 1 1 Peritubungan Lalu lintas, dan
Karangau Termina! Balikpapan Kemaritiman Laut Angkutan Laut
. ) Perhubungan
7|aporan Rapat pembahiasan kamejuan proyekLRT Provinsl 530.{2018) 26/10/2018 Eﬁpm'_ﬁ'd"‘g OUTPUT IKK 1 1 [Daratdan fransportast
emaritiman i Perkeretaapian
Perkeretaapian
8| Lisulen Kegiatan Pemantauan 521{2018) 25/10/2018 |DePUtl Bidang OUTPUT IKK 1 1 [Perhubungan  |Angkutan dan
Kemaritiman Liclara Gandar L'dara
Panyampaian Bahan Pointers. Sokretaris Kablnat Mengenat B Kenavigaslan,
&|-Pelaksanaan Tol Laut di Kabupaten Manakwari Selatan 518.(2018) 23/10/2018 |DEPUti Bidana CUTPUT IKK 1 1 |Perhubuegan o lintas, dan
{Petabukan Oransbari) Kemaritiman Laut Anghutan Laut
:m:&mrﬁ?ﬁ": :mﬁéﬁgmmm:emn Depusti Bidang Perhubungan Kenavigasian,
10| e mbanguren tan F B Porabuhan dos Koo 516.{2018) 19/10/2018 Kemarltiman CUTPUT IKK 1 R Laly lintas, dan
Industri Kuala TanJung di Provinsi Sumatera Utara Angkutan Laut
Kenavigasian,
Keamanan,
11|Briefing Sheot Bahan Rapat Pembangunan Bandara Kediri 515.{2018) 19/10/2018 Deputi Bidang QUTPUT IKK 2 1 Perhubungan Ketaikan dan
]Kemarltlman Udara Pengoperasian
Penerbangan
Kenavigasian,
Keamanan,
12|Ustian peresmian bandare APT Prancto dan Bandara Maratua | 514.{2018} 19/10/2018 E:;“;‘::;:::g OUTPUT IKK 3 3 Z‘;:'“b“"'ga" Kelaikan dan
ra
Pengoperasfan
Penerbangan
Panypmpaian Briefing Shest Rapat Pambebasan Kebijakan o i Perhubungan )
13{Faslitasl Fenyediaan Infrastrukdur Non-Froyek Stratagis 513.(2018) 18/10/2018 K::::”g:::s QUTPUT IKK L 1 Darzt dan ‘I;ran:pnrtasl
Nasloma! (Mon-F3N) Perkeretaapian ard




Kenawvigasian,

Provinsi Papua

Keamanan,
Penyempaian Brisfing Sheet Audiensi PY T Bibu Panji Sakti Deputi Bidang Perhubungan
14 dongan Sekretaris Kabinet S10{2018) 16/10/2018 | itiman 2866|5eskab OUTCOME IKK 1 e Kelaikan dan
Pengoperasian
Penerbangan
Kenavigasian,
Laporan Rapat Koordinasi Pembahasan Tata Kelola Tim Deputi Bidang Perhubungan | comanan,
15 : 504.(2018 10/10/2018 OUTPUT IKK 1
Nasional P3DN { ) Yio/2 Kernaritiman Udara sean dar_l
Pengoperasian
Penerbangan
Usulan Pokok Bahasan Sidang KabinatRapat Terbatas Bid Deputi Bidang Perhubungan (o reasi
16[Ee e SESEEEE|  501.(2018 08/10/2018 OUTPUT IKK 1 S
Feribungen { ) /10/2 Kemaritiman Darat dan -
Perkeretaapian
Kenavigasian,
Permohonan Audiensi Dewan Komisaris dan Direksi PT Bibu Deputi Bidang Perhubungan Reamanar,
g | A CR dlboscin 500.(2018 05/10/2018 2796|Seskab OUTCOME IKK 1 i
Parji Sakti Kepada Selqetaris Kabinet 2038) B g [T B Udara Koisan dan
Pengoperasian
Penerbangan
Perhubungan
Laporan Focus Group Discussion (FGD) tentang Peningkatan Deput] Bidang Transportasi
18 % 498.(2018 04/10/2018 2760|5Seskab OUTCOME IKK 1
Keselamatan Transportasi { ! 302 Kemaritiman 8 Darat dan . Darat
Perkeretaapian
: o Perhubungan =
1o|Ysulan Pokok Bahasan Sidang KabinetRapat Terbatas Bidang 267.(2018) 03/10/2018 Depuﬂ_l‘.flda ng OUTPUT IKK 3 st e Transportasi
Perhubungan Kemaritiman . Darat
Perkeretaapian
Laporan Parmohonan lzin Prakarsa Ratifikasi Persetujuan i Perhubungan
Kerangka Kerja tentang fasilitas anglutan natar negara Deputi Bidang Transportasi
29 (ASEAN Framework agreement on the facilitation of interstate 496(2018) 02/10/2018 Kemaritiman OUTPUT IKK 2 Darat dan Darat
transport/AFAFIST Perkeretaapian
Kenavigasian,
Bahan Ratas Parkembangan Persiapan Pertemuan Tahunan Deputi Bidang Perhubungan Keamansy,
21 ational Monetary Fund World Bank Tahun 2018 495.(2018) 02/10/2018 Y erriliagin 2721|5eskab OUTCOME IKK 3 . Kelaikan dan
Pengoperasian
Penerbangan
Kenavigasian,
Laporan hasil rapat keordinasi tanggal 27 september 2018 Deputl Bidang Perhubungan Keamanan,
224 kit pengambangan bandar udara 494.(2018) 01/10/2018 Kemaritiman QUTPUT IKK 1 tctara Kelaikan dan
Pengoperasian
Penerbangan
Rencana kegiatan kunker ke bandara soekame-hatta dan Deputi Bidang Perhubungan Angkutan dan
23 584.(2018, 27f11/2018 OUTPUT IKK 1
pelabuhan tanjuk prick { ) 1y Kemaritiman Udara Bandar Udara
Laporan Focus Group Discussion (FGD) tentang Penyusunan Deputi Bidang PertmnEmy Transportasi
24 Rekomendasi Kebijakan Integrasi Transportasi Antar Moda 582.(2018) 26f13/2008 Kemaritiman ad il Oarat cian Darat
Perkeretaapian
Penyampaian Bahan Rapat Pembahasan Progress PSN Deputi Bidang Perhubungan
25 5 581.(2018 26/11/2018 OUTPUT IKK 3
Kawasan Industri Jorong { ) /11/ Kemaritiman Laut Kepelabuhan
Undangan Rapat Pembahasan progres Proyek Strategls Deputi Bidang Perhubungan
26 Naslonal (PSN) Kawasan Industrl Jorong 574.(2018) 21/11/2018 Kemaritiman 1065/ Maritim/11/2018|K/L OUTCOME IKK 1 Lot Kepelabuhan
Parmohanan Bantuan Dana untuk Percepatan Pembangunan ;
27| Infrastrultur Bandara di Kabupaten Pegunungan Bintang, 573.(2018) 19/11/2018 |DCPUT dan QUTPUT IKK 1 Porhuburigan  [nghitan daw
Seskab Udara Bandar Udara




Kenavigasian,

Perkeretaapian

2p{aporsn Rapt Lsulan Ratas Evalusst Pefekzansan Progrem 572.(2018) 16/11/2018 E;‘::;da" 3276|Seskab OUTCOME IKK 1 ::;‘“b"“s"" Lalu lintas, dan
Angkutan Laut
Perhubungan
{Usufan Repat Terbatas Parslapan Anghuten Netal 2015 dan Dapiti, Seskab, Transportast
bi:] Tahun Baru 2019 570.(2018) 16/11/2013 dan Presiden 3292|Seskab OUTCOME KK 1 Darat dan Darat
Perkeretaapian
Kenavigasian,
Penyampaian Briefing Shaet Bahan Audiensi Seloetaris Deputi dan Perhubungan -
301K abinat dongan PT Jorong Fort Dovelopment 565.(2018) w208 | 3217Seskab OUTCOME IKK 3 Lot Lahu tintas, dan
s Angkutan Laut
Rencana Kegietan Pemantauan Tats Kekda Falabuhan
31| Tanjung Priok dan Tata Kelola Bandar Uidera Intemationa! 564.(2018) 1a/11f2018 |DePuti Bidang OUTPUT IKK 1 Perhubungan Angkutan dan
Soskama Hata Kemaritiman Udara Bandar Udara
. . X : Kenavigasian,
Penyampaian Bahan Pointers Rapat Evaluasi Program Tol Depirti Bidang Perhubungan N
2 Laut 553.(2018) 13/11/2018 Kemaritiman QUTPUTIKK 1 Laut Lalu lintas, dan
Angkutan Laut
Rapat Koordinasi Terkalt Karata Copat Jakarta- Deputi Bidan Perhubungan | @ coortasi
53 fLaparan Rapat Koordinasi Te pa se1(2018) | 1/11/2018 |°°P g OUTPUT IKK 1 Darat dan porast
Surabaya Kemaritiman i Perkeretaapian
Perkeretaapian
Keravigaslan
|Permohonan Sabagai Baden Usaha Pelabuhan FT Kawasan Deputi Bidang Perhiubungan ’
34 Industi Nusantara 560.{2018) 0B/11/2018 Kemaritiman 3177|Seskab QUTCOME IXK 1 Laut Lalu ilntas, dan
Angkutan Laut
Penyampaian Konsap Undangan Pra Ratas Evaluasi Program 1 Deputi Bldang . ouTe Ferhubungan
as Tol Laut 558.(2018) 09/14/2018 {emarttiman 1024/ Maritim/11/2018| K/L UTCOME IKK L Lot tkepelabuhan
Undangan Rapat Koordinasi terkait Rencana Penyusunan Perhubungan
36 |Rancangan Inpres tentang Peningkatah Keselamatan 557.42018) 09/11/2018 ]::;‘ﬂnﬁ’:::‘ OUTPAIT $KK 2 Darat dan L""';:W"a"
Tranaportss! Perkeretaapian ar
I . . Perhubungan
P b Capaian Program Padat Karya Tung! Desa 546.{2018) 01/11/2018 |PePuti Bideng OUTPUT 1KK 1 Darat dan Transportas!
Tahun 2018 Kemaritiman . Darat
Perkeretaapian
Kenavigasian,
. Keamanan,
3alR Peny Tarit Jasa Kebandarud 545.{2018) o1/11/2018 |DePUtiBidang 3326|Seskab OUTCOME IXK 1 Perhubungan | -ikan dan
Kemaritiman Ldars .
Pengoperasian
Penerbangan
. Kenavigasian,
39|Laporan Hasi Kunjungan ke Peiatiuhan Muara Sua , Jambi S44.42018) 01/11/2018 E::g:f::::g QUTPUT IKK 1 f:'::"b”“sa" Lalu Jintas, dan
Angkutan Laut
Permohonan Pendapat Teknis Pelaksanasn Renovsi Ged Deputi Bidang Perhubungan | nsportasi
an enan Pendapat Teknis n ung 543.{2018) 01111’.‘2018 L QOUTPUT KK 1 Darat dan P
Karya  Kemaritiman Perkeretaapian
Perkeretaapian
Lapsmsn Rapat Kootdinasi tetang Paningkatan eselamsatan Deputi Bidang Perhubungan Transportast
a1 Tra o 542.(2018) 01/11/2018 Kemaritiman 3085} 5eskab QOUTCOME IKK 1 Darat dan Darat




Asdep Bldang

Perhubungan

42| Penyampaian Arkel "Ksselametan Transportasi™ 541(2018) | 01/11/2018 |Humas dan OUTPUT IKK L Darat den paneportz
Ar
Protokol Perkeretaaplan
larteny Evallisas) Dalam Ra Peni Keselamatan Deputi Bidang Perhubungan Transportasi
43{Ke0isten Evalss| D Rangfas Peninghtan Kesea 625{2018) 2171272008 | “°P QUTPUT IKK 1 Darat dan portast
ransgo Kemarftiman , Darat
Perkeretaapian
Tindak Lanjut Keglatan Proyek Strategls Nasional Kereta Apl Deputi 8idang Perhubungan Transportasi
9 0 ouTe
981 purykuaie-Bengkuang di Provinai Kalimantan Tengah s19.2018) | 2yw72018 | UTRUT IKK 1 Daratdan | o plan
Perkeretaapian
Kenavigasian,
a5|Fermohonan Audiensl Terimit Perkembangan Pemenuhan Hak £18.(2018) 21/12/2018 Deputi Bidang OUTPUT IKK 1 Perhubungan Kelama!'ran,
Korban Kasus Kecelakaan Pesawat Lion Ak JT B10 Kamarktiman Udara Kelaikan dan
Pengoperasian
Penerbangan
Penyampaisn Briefing Sheet Rapat Koordinasi Keselamatan Deputi Bidang Perhubungan Transportas]
46 T tnEl di Polabuan Morak 61542018} 19/12f2(18 Kemarfman OUTPUT IKK 3 Darat dan Darat
Perkeretaaplan
. Perhubungan
Laporan Manteri Perhubungan Perjalanan Cinas ka Bangkok, Deputi Bidang Fransportasi
47 . 614, 1242018 OUTP K
Thailand tanggal 6-9 avember 2018 {3018) 18/12/2 Kemartiman UT KK 1 Darat dan Perkeretaapian
Perkeretaapian
Briefing Sheet Bahan Ratas Persiapan Hari Raya Natal 2018 {Deputi Bidang Perhubungan Transpartasi
48 513.[2018) 18/12/2018 M-486]Seskab DUTCOME IKK 3 Darat dan
dan Tafun Bant 2019 Kemaritiman Darat
Perkeretaapian
Kenavigasian,
priefing shest kunj erja d Deputi Blda Perhubungan keamanan,
4o {Pemyampatan biefing shoet kunjungan kefja dzn pemantauan 611.{2018) 18/12/2018 >ding QUTPUT IKK & g Kelaikan dan
tata kelola navigasi p Kemaritiman Udara X
Pengaperasian
Penerbangan
taperan rapat rencana pambangunan jalr lingkar matinkang Deputi Bldang Perhubungan Transportast
610, 7, UTP
50 mealayanyg falevated toapline} 10.(2018) 17/12/2018 Kemaritiman 0 UTIKK 1 Darat dan . Perkeretaapian
Perkeretaapian
Kenavigasian,
permononar 2in pemanfastan pangakalan udars anghestan Keamanan,
51 | darst gatot subrots way tuba kabupaten way kanan menjed! 609.{2018) 17/12/208 |DEPi Bldang OUTPUT IKK 1 Perhubungan | 1aikan dan
bardars penerbangan sipll Kemaritiman Udara Pengoperasian
Penerbangan
5| japoran has rapat dan kunkingan kaa ke Soskamo hatta 608.{2018) 17/12/2018 |Deputi Bidang OUTRUT IKK 1 Perhubungan  [Angkutan dan
m rangka pening atan Rnspartasi Kemaritiman Udara Bandar Udara
Kenavigasian,
Kesapak B tentang Penyelenggaraan Kewajiban Deputi Bidang Perhubungan .
53 Pelayarsan Pubfik untuk Anglutan Transportasi Temak 600.{2018) 11/12/2018 Kemaritiman M-492|Seskab OUTCOME IKK 1 Laut Lalu lintas, dan
Angkutan Laut
Lagoman Rapat pembahasan Permohoran Audiensl PT Joreng g
Prort Developmant dan Permohonan Rencana Pengoperastan Deputi Bidang Perhubungan
54 Utilitas dan Groundbreaking Pembangunan Beberaga Fesilias 597.{2018] O7712/2018 Kemarttiman QUTPUT KK 1 Laut ¥epelabuhan
Tanant di Kavasan industrl Jorong oleh Presklen
Kenavigasian,
atin Pemantauan di Pelabuban Merak dan Kantor Pusat Deputi Bidan Perhubun Kearnanan,
g5 [ Keglatan uan di uhan an Kantar 595.{2018) 06/12/2018 P e OUTPUT IKK 1 B3 Ikelafkan dan
Almay Kemaritiman Udara
Pengoperasian

Penerbingan




Kementrian SEKRETARIAT KARINET
Unit Organisasi : SEKRETARIAT KABINET 5
Satuan Kerja : SEKRETARIAT KABINET Berdasarkan Kuttansi
DIPA No. Tgl. ' DIPA Mo. SP DIPA-114.01-0/AG/2018 Tgl. 12 Desember 2017 Halaman: 1daii 5
- Pagu Awal. _ SisaAnggaran
JUMLAH REALISASI 950,000,000 570.000.000 236.004.199 332.394.227 566.398.426 99,71 1.601,574
13 DEPUTI MARITIM 950.000.000 570.000.000 236.004.199 332,394,227 568.398.426 99,71 1.601.574
1303  ASDEP BIDANG PERHUBUNGAN 950.000.000 570.000.000 236.004.199 332.394.227 568.398.426 59,71 1.601.574
06.5829 DUKUNGAN PE N KABINET DI BIDANG G50,000.000 570.000.000 236.004.190 332,394,227 Lab. 358,425 9871 1601574
001.006 Rancangan Rekomendasi Kebijakan di bidang 950.000.000 570,000,000 236,004,199 332.394.227 566,398,426 99,71 1.601.574
Perhubungan
511 Penyusunan rancangan rekomendasl atas rencana dan 677.425.000 533.228.000 228,254,199 303.503.827 531.758.026 99,72 1.469.974
penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perhubungan
511.AA Pengumpulan Data 117.928.000 143.106.000 B1.864.000 60.870.300 142.734.300 99,74 371700
522151-RM BELAMIA JASA PROFESI i 14.000.000 13.900.000 0 13.900.000 99,28 100.000
001 . [¥] 14.000.000 13.900.000 0 13.900.000 99,28 100.000
21-12-2018 000D91-0B/C-01  Soerjanto Tjahjono, Agus Wahyu Raharjo, Didi Hamzar, i} 13.500.000 0
Heonorarium Narasumber dan Moderator pada FGD tentang Peningkatan Keselamatan Transportasi, di Sekretariat Kabinet, Jakarta, tanggal 28 September 2018
524111-RM BELANDA PERJALANAN BIASA 103.828.000 124.006.000 62,864,000 60.870.300 123.734.300 99,78 271.700
-001 - 103.828.000 124.006.000 652.864.000 60.870.300 123.734.300 99,78 271,700
31-01-2018 (00005-08/D-01 Syafruddin, S.H., MH (4] o 13.041.000
LS Perjalanan Dinas Melaksanakan Pemantauan Proyek Strategis Nasional Bandar Udara Internasional Jawa Barat Majalengka-Provinsi Jawa Barat, pada tanggal 18-20 Januari 2018, a.n. Syafruddin dikk
01-03-2018 000020-08/D-01 Syafruddin, S.H., MH ] ] 25.781.300
LS Perjadin Bulan  Melaksanakan Pemantauan Proyek Pembangunan Jalur Kereta Binjai-Besitang, jalur Layang Kereta Api Medan-Bandar Khalipah, dan Jalur Kereta Api Tebing Tinggl-Kuala Tanjung di Provinsi Sumatera Utara, tanggal
09-04-2018  000044-08/D-01 Syafruddin, S.H., MH, Bennl Kusrlyadi, Eki Marzuki, 0 0 22 048.000
LS Perjadin Bulan  Pemantauan dalam rangka Perumusan dan Anzlisis Kebijakan Pemerintah dalam Pelaksanaan Perpres 70 Tahun 2017 tentang Penyslenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Barang dari dan ke Daerah
26-12-2018 000093-08/C-01 M. Faisal Yusuf, S.IP., M,5i., dkk (19 arang) ] 13.840.000 1]
perjalanan Dinas dalam rangka Pemantauan Mavigasi Penerbangan di Kantor Pusat Airnav Indenesia, Tangerang, Banten, tanggal 18 Desember 2018
26-12-2018 00D0094-08/C-01 M. Faisal Yusuf, S.IP., MSi, dkk (19 orang) 0 33.804.000 [1]
Perjalanan Dinas dalam rangka Pemantauan Tata Kelola Pelabuhan Merak, di Provinsi Banten, tanggal 19-20 Desember 2018
26-12-2018 000095-08/C-01 M. Faisal Yusuf, 5.IP., M.SI, , dkk (17 orang) 0 15.220.000 0
Perjalanan Dinas dalam rangka Pernantauan Tata Bandar udara Internasional Soekamo-Hatla, di Provingl Banten, tanggal 3 Desember 2018
524113-RM BELANIA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA 14.100.000 5.100.000 5.100.000 ] 5.100.000 100,00 0
-001 14,100.000 5,100,000 5.100.000 Q 5.100.000 100,00 0
06-07-2018 (000043-08/C-01  Rojat, 5.Ses., dkk 0 900.000 o
Transport Dalam Kola Asdep Bidang Pernubungan periode Bulan Januari 2018
18-10-2018 000078-08/C-01  Adnan, 5.Sos., dkk 0 1.6800.000 4]
Transport Dalam Kota Asdep Bidang Perhubungan Periodle Bulan Maret-April 2018
26-11-2018 (00088-08/C-01  Rojat, 5.50s., dkk 0 1.200.,000 ]

REALISASI ANGGARAN

Per Pengelola Kegiatan Per Keglatan Output SubOutput Kempeonen SubKomponen Akun SubAkun Detil
Periode s.d. 31 Desember 2018

Transport Dalam Kota Asdep Bldang Perhubungan periode Bulan Maret-September 2018 (Mengantar Berkas/Surat)
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14-11-2018 000087-08/C-01
26-12-2018  000096-08/C-01
26-12-2018 000119-08/C-01
524119-RM

-001
31-01-2018 (0DOO04-08/D-01

Berdasarkan Kultans|
Halaman : 2dari5

Uraian X o i | Pagy Awal - _Pagu Revisi Realisasi UP | ReafisasiLS  Jumish Realisasi . % Sisa Anggaran
Bennl Kusrlyadl, 5.5T dkk 0 1.200.000 a
Bantuan transport dalam kola bulan September-Desember 2018
Rapat koordinas/seminar/fgd/keglatan sejenisnya 559.497.000 390.122.000 146.390.199 242,633,527 389.023.726 99,71 1.098.274
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL LAINNYA 12.500.000 0 0 0 4] 0,00 0
12.500.000 0 0 0 o] 0,00 0
BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM 55.500.000 92,850,000 92.850.000 0 92,850,000 100,00 0
KOTA
55.500.000 92.850.000 92.850.000 0 92.850.000 100,00 0
Syafruddin, S.H., MH, dkk 17 orang 0 5,850.000 ]
Uang Saku RDK Pembahasan dan Penyiapan Laporan Kinerja di Bidang Perhubungan Tahun 2017, Jakarta 17 Jan 2018 - SprintD5/Maritim/1/2018 17 Jan 2018
Syafruddin, S.H., MH, dik 19 orang 0 5,550,000 o]
Uang Saku RDK Permbahasan Laporan Kinerja 2017 dan Penyiapan Program Keglatan di Bidang Perhubungan Tahun 2018, Jakarta 23 Jan 2048 - Sprint06/Maritim/ /2018 23 Jan 2018
Syafruddin, S.H,, M.H., dkk 31 orang 0 10.650.000 o
Uang saku RDK Pembahasan Rancangan Inpres tentang Peningkatan Peran Otorltas Pelabuhan Uterma dalam Menjamin Kelancaran Arus Barang di Pelabuhan Belawan Medan, Pelabuhan Tanjung Priok jakarta,
Adnan, 5.506., dkk 0 3.600,000 1]
Transportasi Dalam Kota Asdep Bidang Perhubungan, Periode Bulan Januari-Marel 2016
Syafruddin, S.H., MH, dik 18 arang 0 6.300.000 v}
Uang Saku ROK Pembahasan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Neger dan TKDN, Jakarta 8 Maret 2018, Sprint.9/Maritim-3/3/2018, Jakarta 8 Maret 2018
Syafruddin, S H., MH, dkk 16 arang ] 5.650.000 v]
Uang Saku ROK Pernbahasan Penviapan Hasll Rapat Taksi Online, Jkt 12 Maret 2018, Sprint. 10/Marltim-3/3/2018, Jakarta 12 Maret 2018
Syafruddin, 5.H., M.H., dkk 16 orang 0 5.550.000 o
Uang Saku RDK Pembahasan Penyiapan Hasil Rapat terkait Taksi Onling, tanggal 26 Maret 2018, Sprin,11/Maritim-3/3/2018, tanggal 26 Maret 2018
Syafruddin, S.H,, MH, dikk 0 5.650.000 o]
Uang Saku RDK Pembahasan Penviapan Hasil Rapat Terkait Usulan Kegiatan Kementerian Perhubungan yang Perlu dihadiri Presiden, tanggal 12 April 2018, Sprin.11/Maritim-3/4/2018, Tanggal 12 April2018
Syafruddin, S.H., M.H, dkk 0 5.350.000 i}
lang Saku RDK Pembahasan Rumusan Perizinan dalam Kementerian Perhubungan, tanggal 20 April 2018, Sprin. 12/Maritim-3/4/2018, tanggal 20 April 2018
Syafruddin, S.H., M.H,, dkk 0 5.650.000 0
Uang Saku RDK Pembahasan Laporan Hasil Rapat Terbatas Terkalt Persiapan Menghadapl Hari Raya Tdul Fitri 1439H dari Sektor Perhubungen, ESDM, dan Pariwisata, tanggal 30 Mel 2018,
M. Faisal Yusuf, S.IP., M.Si,, dikk 29 orang 0 10,050.000 0
Uang Saku RDK Pembahasan Kebijakan Fasilitasi Pendanaan untuk Percepatan Pembangunan Provek Infrastruktur Nen PSN, tanggal 7 Agustus 2018, Sprin.79/Maritim/8/2018, tanggal 7 Agustus 2018
M. Faisal Yusuf, S.1P., M.5i., dik 0 9,100.000 v}
Uang Saku RDK Pembahasan dan Penyiapan Laporan Hasil Rapat Peningkatan Keselamatan Transportasi di Bidang Perhubungan, tanggal 28 September 2018
M. Faisal Yusuf, S.1P., M.SI., dkk 0 7.200.000 0
Uang Saku RDK Pembahasan dan Penyiapan Laporan Hasil Rapal Koordinasi tentang Peningkatan Keselamiatan Transportasl, tanggal 25 Okkober 2018
M. Faisal Yusuf, S.IP., M.SI., dkk 1] 2.250.000 0
Transport Dalam Kota Asdep Bidang Perhubungan perlode Bulan Februarl-September 2018 (Menghadiri Rapat)
M. Faleal Yusuf, S.1P., M.SL, dick (15 orang) 1] 2.250.000 0
Transportasl Dalam Kola dalam rangka Pemantauan Pelabuhan Tanjung Prick, tanggal 4 Desember 2018
Romi Fajar All, S.H., dkk ] 1.200.000 o
Bantuan Transport Dalam Kota periode Bulan Agustus-November 2018
BELAMIA PERJALANAMN DINAS PAKET MEETING LUAR 184.575.000 263.792.000 53.540.199 209.502.273 263.042472 9971 745528
KOTA

1B4.575.000 263.792.000 53.540.199 209.502.273 263.042472 99,71 749.528

Chairul Saleh, SH., LLM. 0 0 12,460,000

LS Perjalanan Dinas Menghadirli Rapat Koordinasl Pendalaman dan Pembukaan Alur Pelayaran Baru di Selat Malaka, Pengembangan Pulau Karlmun dan Pengembangan Pulau Rempang sebagal Kawasan Wisata dan Industd Baru, pada



000006-08/0-01

L5 Perjalanan Dinas

000010-08,/0-01
LS Penadin Bulan
000014-08/D-01
LS Perjadin Bulan
000030-08/D-1
LS Perjadin Bulan
000045-08/D-01
LS Perjadin Bulan
000046-08/D-01
LS Perjidin Bulan
000050-08/D-01
LS Perjadin Bulan
000052-08/D-01
L5 Penjadin Bulan
000028-08/C-01

000029-08/C-01

000067-08/D-01
LS Perjadin Bulan
000048-08/C-01

000074-08/D-01
LS Perjadin Bulan
000075-08/0-01
LS Perjadin Bulan
000077-08/D-01
LS Perjadin Bulan
000079-08/D-01

000061-08/C-01
000064-08/C-01

000030-08/D-01
LS Perjadin Bulan
000094-08/D-01
LS Perjadin Bulan
000096-08/D-01

000107-08/D-01
LS Periadin Bulan
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Menghadirt Tinjauan Lapangan dan Pembahasan Ustlan Rencana Pengembangan Kawasan Walmi

Syafrucdin, S.H., MH 0 0 2.250.000

Menghaclir Rapat Keordinas Tindak Lanjut Kanvens) Internasional yang telah Diralifikasi di Depok Jawa Baiat, pada tanggal 25 Januarl 2018, a.n. Syafruddin, dkk,

Syafuddin, 5.H., MH il o <1 R40 000

Meanghadin Rapat Kerja Sekretanat Kabinet Tahun 2018, tanggal 23-25 Fetnuar 2018, di Bandung, Jawa Barat, a.n. Syafruddin, S.H, MH UKk (13 orang)

Syafruddin, 5.H., MH i o 19 130 000

Menghadini Rapat Keordinasi Geral Maritim Pernanfaatan Tof Laut di Ball, tanggal 28 Februari 2018 -2 Maret 2018, a.n Syalrudain dkk (3 orang)

Benni Kusriyadi, $.5T 0 ¢ 3 BOS 8OO

Menghadirl Maritime Talk Tol Laut Progres dan Pengaruhnya Terhadap Kedaulatan Maritim lndonesia di Universitas Diponegero, Semarang, Jawa Tengah, tanggal 30 Maret-1 April 2018, a,n Benni Kusriyadi
Benni Kusriyadi, M.Eki Marzuki, Fahryansah a 0 2 940.000

Menghadin Seminar Hukumn Laut Intarnasional di Depok, Jawa Barat, tanggal 29 Maret 2018, a.n. Benn Kusrivadi dik (3 crang)

Chairul Saleh, S,H., LL.M, o o 980 000

Mendampingl Daputi Bidang Kamariiman dalam Rangka Menjadi Dosen Tamu Peningkatan Kemampuan Mahasiswa dalam Mempersiapkan Kualitas Lulusan Sarjana Hukum Siap Pakai di Bidang Perundang-Undangan,
Adnan, 5.505., Manda Kumnoro Saraswati [ 4] 1.700 000

Menghadiri Rapat Pembahasan Pemberiakuan Protocol to Armend The Mol of BIMP-EAGA an The Expansion of Air Linkages dan Draft Protocol to Amend The Mol between The Gavernment of IMT-GT on The
Syafruddin dan Adnan 0 11.136.200 0

Menghadiri Undangan FGD Beljing Convention 2010, dicelenggarakan Ditjen Perhubungan Udara, di Yogyakarta, tangga! 16-18 April 2018, a.n. Syafruddin dan Adnan

Manda Kumoro Saraswatl, dan Hami Prabowo 0 1.624.000 1]

Menghadiri Rapat Pembahasan Ratifikesi Perjanjian Hubungan Udara R1 - Papua Nuginl dan RI-Republik 4rgentina, tanggal 12-13 April 2018, di Tangerang Selatan, Banten

Syafruddin, 5.H., MH, Adnan, Rojat, Marulioh ] 0 9 756.000

Menghadin Soft Launching Bandar Udara Internasional Jawa Barat, dli Majalengka, Jawa Barat, tangga 24-25 Mei 2018

Chairul Saleh, S.H,, LLM,, M. Eky Marzuki 0 2.060.000 0

Perjalanan Dinas dalam rangka Menghadir|l Rapat Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Lingkup Direktorat Jenderal Penguatan Daya 5aing Produk Kelautan dan Perikanari, Tanggal 4 Juli 2018, di
M. Faisal Yusuf, 5.1P., M.Si., dan Benni Kusriyadi 0 1] 11.934.000

Perjalanan Dinas dalam rangka Menghadirl Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Jalur Kereta Apl Bandar Tinggi-Kuala Tanjung, tanggat 15-17 Jull 2018, di Medan, Sumatera Utara

Syafruddin, 5.H., MH, Adnan, Rojat 0 o 15.260.240

Perjalanan Dinas dalam rangka Menghadirl Rapat Pembahasan Percepatan Pembangunan Bandar Udara Kedir, tanagal 11-13 Juli 2018, di Kediri, Jaws Timur

Mela Mellania, A.Md. 1} 0 2117833

Perjalanan Dinas dalam rangka Menghadirl Sosialisasi Perpres Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung

Ir Agustina Murbaningsih, M.5I., M.Faisal Yusuf, M.Eki 0 o 23.748.100

Perjalanan Dinas dalam rangka Menghadir] Rapat Koerdinas! Peresmizn Pelabuhan Kuala Tanjung beserta Konektivitas Kawasannya, di Sumatera Utara, tanggal 26-28 Jull 2018

M. Falsal Yusuf, S.IP., M.Si,, Mela Mellania, Meutia 0 14.674.759 0

Perjalanan Dinas dalam rangka Menghadirl Sosiatisast LRT Sumatera Selstan, di Palembang, tanggal 31 Juli-2 Agustus 2018

Chalrul Saleh, $.H,, LL.M,, Romi Fajar All 0 3.010.000 o

Perjalanan Dinas dalam rangka Rapat Koordinasi Pembahasan Evaluasi Kinerja Kedeputian Bidang DKK dalam rangka Pemantapan Pelayanan Persidangan kabinet, di Bogor, tanggal 34 Agustus 2018
Rojat, 5.50s, 0 0 5.973.600

Perjalanan Dinas dalam rangka Menghadirl Rapat Koardinasl Terkait Percepatan Pembangunan Apron Bandara T Gusti Ngurah Ral, tanggal 8-9 Agustus 2018, di Ball

Chairyl Saleh, S.H,, LL.M,, dan Bennl Kusriyadi 0 0 13.711.800

Perfalanan Dinas dalam rangka Menghadis Kunjungan Lapangan dan Pertemuan dengan BPKS, di Sabang, Aceh, tanggal 4-6 September 2018

Chairul Saleh, S.H,, LL.M, 0 0 850.000

Perfalanan Dinas dalam rangka Menghadiri Rapat Pembahasan Implementasi Maritive Labour Canvention 2006, di Depok, Jawa Barat, tanggal 6-7 Agustus 2018

Syafruddin, S.H., MH; dan Adnan 2 0 12,959,200

Perjalanan Dinas dalam rangkas Menghadirl Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Bandara Internasional Provins Yogyakarta, tanggal 14-16 Cktober 2018, di Kulonprogo, Yogyakarta



Berdasarkan Kuitansi
Halaman : 4 dari §

‘Uraian 2 T Pagu Awal Pagu Revist Realisasi UP Realzasi LS Jumish Realisas % Siga Anggaran
000112-08/D-01  Chainyl Saleh, 5.H., LL M, a o 5 628 000
LS Perjadin Perfalanan Dinas dalam rangka menghadiri Technical Seminar on Intemational Martime Organization (IMO) Capetown Agreement tgl 31 Oktober - 3 November 2018 di Ball
000115-08/D-01  Bendahara Pengeluaran Pembantu Depull Kemaritiman i 0 15.922.000
LS Penadin Oktober
000129-08/-01  Adnan, 5.505. a 1] 5 704 700
LS Perjadin Ferjalanan dinas dalam rangka menghadiri kegiatan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, anggaran di lingkungan Sekretariat Kahinet 2018, tanggal 30 November 2018-2 Desember 2014, di Yogyakarta
0D0097-08/C-01  Chairul Saleh, 5 H., LL.M., Benni Kusriyadi, 5 5T 0 17.285 200 0
Perjalanan Dinas dalam rangka Rapat dan Kunjungan Kerja ke Pelabuhan Kuala Tanjung dan KEK Sel Mangkel, Sumatera Utara, tanggal 5-7 Desember 2018
000115-08/C-01  Svafruddin, S.H., MH, Chairul Saleh, Maruloh 0 1.500.000 0
Perjalanan Dinas dalam rangka Menghadiri Undangan untuk menjad| Narasumber pada Bimbingan Teknis Sitem Aplikasl E-Tarif secara Online dalam Mekanisme Usulan Tarif Jasa ke Pelabuhan dan Kebandarudaraan,
000118-08/C-01  Chairul Saleh, 5.4., LL.M. dkk 0 2 250.000 0
Perjalanan dinas dalam rangka warkshop ratifikasi oll pallution perparedness co opreration tgh 10-11 Desember 2018 di boger
524219-RM BELANJA PERJALANAN LAINNYA - LUAR NEGERI 1306.922.000 33.480.000 0 33.131.254 33.131.254 98,95 348.746
<001 - 306,922.000 33.480.000 ] 33.131.254 33.131.254 98,95 348.746
D00100-08/D-01  Chairul Saleh, S.H., LL.M., dan Eki Marzuki il 0 33,131.254
LS Perfadin Bulan  Perjalanan Dinas dalam rangka Menghadir| Kegiatan 4th ASEAN-DECD Good Regulatory Praclise Network (GRPN) ol Kuala Lumpur, Malaysia, tangga! §-12 Oktober 2018
Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan 76.210.000 28.972.000 ] 28.890.400 28.890.400 99,71 B1.600

Izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan
perundang-undangan di bidang Perhubungan

512,84 Pengumpulan Data 76,210,000 28.972.000 0 28.890.400 26.890.400 99,71 81.600
521219-RM BELANJA BARANG NON OPERASIOMAL LAINNYA 15.000.000 1] 1] 0 0 0,00 o
<001 _ 15,000,000 0 o 0 0 0,00 o
524111-RM BELAMJA PERJALANAN BIASA 36.910.000 28,972,000 0 28.890.400 28.890.400 99,71 B81.600
-001 = 36,910.000 26.972.000 0 28.890.400 28.890.400 99,71 81.600
02-07-2018 00DD68-0B/D-01  Syafruddin, S.H,, M.H., Benni Kusriadl, Eki Marzuki, 0 0 28.890.400

Perjadin Bulan Mai  Menghadiri Perumusan dan Analisls Kebijakan Pemerintan dalam Pelaksanaan Perpres 70 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Barang, tanggal 4-6 Junt 2018, di Makassar,
524113-RM BELANJA PERIALANAN DINAS DALAM KOTA 9.000.000 v] 0 0 0 0,00 0
001 - 5.000.000 0 1) 0 0 0,00 1]
524114-RM BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM 15.300.000 o 0 0 0 0,00 0

KOTA
=001 = 15,300,000 0 o 0 V] 0,00 [¢]
513 Penyusunan rancangan rekomendasi mater! sidang kablinet, rapat, 196.365.000 7.800.000 7.750.000 0 7.750.000 99,35 50.000
atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadirl olen Presiden
dan/fatau Wakll Presiden di bidang Perhubungan
S513.AA Pengumpulan Data 135,365.000 7.6800.000 7.750.000 0 7.750.000 99,35 50.000
524111-RM BELANJA PERJALANAN BIASA 110.465.000 0 i} i} 0 0,00 0
001 - 110.465.000 0 0 0 o 0,00 0
524113-RM BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA 7.500.000 o] . 0 0 1] 0,00 0
-001 - 7.500.000 v} 1] 0 0 0,00 0
524114-RM BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM 17.400.000 7.800.000 7,750,000 0 7.750.000 98,35 50,000
KOTA
17.400.000 7.800.000 7.750.000 0 7.750.000 99,35 50,000
M. Falsal Yusuf, 5.IP., M.51., dkk (21 orang) ] 7.750.000 o
Uang Saku RDK Pembahasan dan Penylapan Laporan Hasil Pemantauan Kunjungan Kerfa ke Kantor Alrnav, Tanjung Priok, Bandara Soetta, Jakarta 21 Desember 2018

513.AB Rapat koordinasl/seminar/fgd/keglatan sejenisnya 61.000.000 0 0 0 [§] 0,00 1]

521219-RM BELANIA BARANG NON OPERASIONAL LAINNYA 24,000,000 0 o 0 0 0,00 0



-001

524114-RM

-001

513.AC
521215-RM
-001

mpznmmnmmmcmm
KOTA

Optimalisas! Anggaran Sekretarlat Kabinet TA 2018
BELANIA BARANG NON OPERASIONAL LAINNYA

24.000.000
37.000.000

37.000.000

Mengetahul,
Bendahara Pengeluaran Pembantu

Muhammad Hilmansyah, S.E.
NIP. 199005082014021001
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Jakarta Pusat, 02 April 2019
Bendahara Pengeluaran Pembantu

Muhammad Hilmansyah, S.E.
NIP. 199005082014021001

o oo o

0,00

0,00
0,00
0,00
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FORMULIR CHECKLIST MUATAN SUBSTANSI LAPORAN KINERJA

No.

Pernyataan

Checklist

Format

n

2w

. Laporan Kinerja (Lkj) telah menampilkan data

penting Satuan Organisasi/Unit Kerja

LKj telah menyajikan informasi sesuai
sistematika penyusunan LK]

LKj telah menyajikan capaian kinerja Satuan
Organisasi/Unit Kerja yang memadai

Telah menyajikan dengan lampiran yang
mendukung informasi pada badan laporan
Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan
Telah menyajikan akuntabilitas keuangan

.\’

Mekanisme
Penyusunan

~|o o

. LKj Satuan Organissi disusun oleh FO/

Penanggung Jawab Akuntabilitas Kinerja pada
Satuan Organisasi yang tidak memiliki unit FO,
dan LKj unit kerja disusun oleh unit kerja
masing-masing.

Informasi yang disampaikan dalam LK] telah
didukung dengan data yang memadai
Penyusunan LKj satuan organisasi telah
terdapat mekanisme penyampaian data dan
informasi dari unit kerja ke unit penyusun LK;].

. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam

LKj telah diyakini keandalannya

e A N T

Substansi

. Tujuan/ sasaran dalam LK] telah sesuai dengan

tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja
Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan
Rencana Strategis

. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka

terdapat penjelasan yang memadai

. Indikator kinerja dalam LK telah sesuai dengan

Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

. Tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja pada

Perjanjian Kinerja yang merupakan Indikator
Kinerja Utama (IKU) dalam LK] telah sesuai
dengan tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja
dalam IKU

. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka

terdapat penjelasan yang memadai

. Telah terdapat perbandingan data kinerja

dengan tahun sebelumnya, standar nasional
(jika ada) dan sebagainya yang bermanfaat

<. 2| & 2

Kepala Bidang Fasilitasi Operasional
Kedeputian Bidang Kemaritiman

Sar




